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‘Panggilan Waspada’ di Pasifik
Negara-negara di Asia Tenggara bekerja
sama satu sama lain untuk melawan teror

ISIS di Filipina.

Memenangkan Perdamaian
Bayanihan, Rencana Perdamaian

dan Keamanan Internal Filipina,
memupuk kerja sama di antara
masyarakat sipil, pemerintah, dan
militer untuk memerangi pemberontak.

Komando Adaptif
Memelihara perdamaian dan keamanan
di dunia yang terus berubah.

Pembela Siber
Singapura membangun pasukan penjaga
jaringan berkelas dunia.

Politik dan Aktivitas Kutub
Berbagai negara bekerja sama di Arkdk,
tetapi meningkatnya militerisasi dapat
membahayakan perdamaian.

Pasukan Perbatasan Australia
Menciptakan perbatasan yang lebih kuat
dan meningkatkan kedaulatan.

Peluang Pasifik

Pasukan operasi khusus A.S. melibatkan
negara-negara pulau Pasifik melalui
kelompok kerja keamanan.

Tantangan Keamanan
Perdagangan Sri Lanka
Pertumbuhan pelabuhan mengubah
negara itu menjadi pusat maritim global.
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Indo-Pasifik Selayang Pandang

Kontributor

Seluruh Kawasan
Berita dari Indo-Pasifik.

Pembaruan Kontraterorisme
Jepang membangun stasiun radar untuk
memerangi pembajakan di Filipina.

Suara
Vietnam memiliki strategi yang jelas untuk
mengelola hubungannya dengan Tiongkok.

Budaya & Adat Istiadat
"Teratai ringkih di taman Thailand muncul
kembali setelah menghilang 10 tahun.

Cakrawala Dunia

Laser sinar X terbesar di dunia beroperasi,

plus negara-negara berkekuatan ekonomi baru
meningkatkan kerja sama untuk memerangi teror.

Renungan
Selandia Baru membuat kemajuan dalam
melestarikan dua jenis burung kiwi.

Serba-Serbi
Berita-berita yang menarik, tak lazim,
dan menghibur.

Kata Terakhir

Band militer Indonesia melangsungkan
pertunjukan dalam perayaan 50 tahun hubungan
bilateral di antara Indonesia dan Singapura.

DI SAMPUL MAJALAH:
Dalam foto ini, Prajurit
Angkatan Bersenjata Filipina
melewati bangunan yang
rusak di Marawi, Filipina,
pada 30 Agustus 2017, ketika
pertempuran antara pasukan
pemerintah dan militan
pendukung Negara Islam
memasuki hari ke-100.
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Pembaca yang Terhormat,

elamat datang di edisi kuartal

kedua tahun 2018 Indo-

Pucific Defense FORUM, yang

mengeksplorasi bagaimana
perspektif strategis membentuk respons
militer dan organisasi keamanan
terhadap tantangan di kawasan ini. Ini
adalah edisi perpisahan saya, karena saya
pensiun dari Angkatan Laut A.S. pada
1 Juni 2018. Saya ingin menyampaikan
sambutan hangat kepada penerus saya,
Laksamana Phil Davidson, yang menjadi
Komandan Komando Pasifik A.S. ke-25
saat terbitan ini dicetak.

Edisi ini dibuka dengan kisah
sukses di Filipina yang seharusnya juga
berfungsi sebagai panggilan waspada

bagi semua pemerintah dan militer Indo-Pasifik. Banyak pemimpin telah lama
khawatir bahwa para pejuang yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah
(ISIS) mungkin berusaha untuk mendirikan negara Islam di kawasan itu ketika ISIS
terusir dari Timur Tengah. Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) mengakui ancaman
yang berkembang itu di Filipina selatan setidaknya setahun sebelum hal itu terwujud
setahun yang lalu ketika militan yang terkait dengan ISIS merebut Kota Marawi. AFP
bertempur selama lima bulan untuk mendapatkan kembali kendali atas kawasan itu,
yang berhasil direbut kembali pada akhir Oktober 2017, setelah menewaskan lebih dari
900 militan dan memperlambat penyebaran ekstremisme kekerasan di Indo-Pasifik.

Meskipun AFP tetap waspada, pemberontakan yang berhasil dipadamkan di
Filipina itu menggambarkan kebutuhan akan pendekatan keamanan yang melibatkan
seluruh elemen bangsa, yang melibatkan kerja sama militer dan sipil, serta kemitraan
transnasional dan upaya multilateral.

Dalam artikel yang menyertai edisi ini, Jenderal (purnawirawan) Emmanuel T.
Bautista dari AFP membahas manfaat Rencana Perdamaian dan Keamanan Internal
Filipina, yang dikenal sebagai Bayanihan, yang merupakan konsep keamanan
bersama yang melibatkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan untuk
mengupayakan perdamaian dan keamanan. Ketika ancaman bergerak melampaui
kendali suatu negara, Jenderal Bautista menunjukkan bahwa pedoman dan pelajaran
dari Bayanihan dapat diterapkan secara lebih global.

Selain Filipina, terbitan ini memberikan perspektif strategis lainnya yang menyebar
di seluruh kawasan ini. Meskipun berbagai negara bekerja sama dalam mengelola
Arktik, misalnya, meningkatnya persaingan sumber daya dan militerisasi kawasan itu
dapat menimbulkan risiko keamanan. Sementara itu, ketika Sri Lanka tumbuh sebagai
pusat kegiatan perdagangan dan angkatan laut, potensi ancaman keamanan seperti
perdagangan narkotika dan kejahatan terkait juga meningkat. Artikel lain menyoroti
peluang pasukan operasi khusus untuk menumbuhkan stabilitas dan perdamaian di
negara-negara pulau di Pasifik.

Saya menantikan untuk dapat terus bekerja bersama dengan Anda sekalian di
kawasan ini.

Saya berharap edisi ini mampu menambah wawasan dan menggugah pemikiran
Anda, dan saya tahu Laksamana Davidson akan senang menerima komentar Anda.
Silakan hubungi staf FORUM di ipdf@ipdefenseforum.com untuk menyampaikan
perspekdtif Anda.
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Bersenjata Filipina ke-44. Dia dianugerahi empat
medali prestasi teladan, 29 medali keunggulan
militer, dan beberapa medali penghargaan militer.
Dia menerima penghargaan alumni teladan dari
Akademi Militer Filipina serta dari University of
the Philippines College of Business Administration.

Pada Juni 2014, dia dianugerahi Penghargaan Alumni Terkemuka
untuk Perdamaian dan Kohesi Sosial dari University of the
Philippines. Segera setelah pensiun dari Angkatan Bersenjata
Filipina, Bautista ditunjuk sebagai menteri muda di Kantor
Kepresidenan Filipina. Ditampilkan pada Halaman 16
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Singapura berdinas dari Mei 2016 hingga Juli
2017 di Kementerian Pertahanan Singapura,
tempat dia membantu mendirikan Organisasi
Siber Pertahanan. Penugasan sebelumnya
mencakup perwira staf (transformasi pasukan)

di Staf Umum Angkatan Darat dan komandan
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KOMANDAN WILLIAM RIES memimpin
cabang Strategi Operasional Divisi Manajemen
Perbatasan, Pasukan Perbatasan Australia (ABF).
Dia bergabung dengan ABF pada Juli 2015

tidak lama setelah ABF dibentuk. Sebelumnya,
dia berdinas di Departemen Kejaksaan Agung
selama 12 tahun dalam peran yang terkait dengan

investigasi, dukungan operasional, tata kelola,

dan keterlibatan internasional. Dia berdinas selama 21 tahun

di Angkatan Darat sebelum memasuki ranah pelayanan publik,
berdinas dalam berbagai peran di Australia, Amerika Serikat,
Eropa, dan Timor-Leste. Dia pensiun dari militer dengan pangkat
terakhir letnan kolonel pada tahun 2003. bitampilkan pada Halaman 40

DR. DEON V. CANYON adalah profesor di Daniel
K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies
di Honolulu, Hawaii. Dia menyumbangkan artikel
mengenai peluang komando operasi khusus

yang ditulis bersama rekan kerjanya Dr. Paul
Lieber, Joint Special Operations University di
Pangkalan Angkatan Udara MacDill di Tampa,
Florida; Michael Mollohan, Komando Operasi
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PM ABE MELUNCURKAN
KESEPAKATAN KERETA
PELURU INDIA

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe meletakkan batu
fondasi untuk kereta peluru pertama India di kampung
halaman Perdana Menteri India Narendra Modi di Gujarat
pada pertengahan September 2017. Upaya ini mempererat
hubungan di antara kedua negara, ketika Modi dan Abe
semakin memupuk kesepahaman dalam menentang
meningkatnya keagresifan Tiongkok di seluruh Asia.

Langkah Abe itu menyoroti keunggulan awal bagi Jepang
di sektor tempat Tiongkok juga telah berusaha untuk
mendapatkan pijakan yang tidak mendapatkan banyak
keberhasilan.

Modi telah membuat jalur kereta api berkecepatan
tinggi sepanjang 500 kilometer yang menghubungkan
pusat keuangan Mumbai dan kota industri Ahmedabad
di Gujarat barat sebagai sorotan utama dari usahanya
untuk menunjukkan kemampuan India dalam membangun
infrastruktur mutakhir.

“Teknologi ini akan merevolusi dan mengubah sektor
transportasi,” ungkap Menteri Kereta Api Piyush Goyal,
menyambut prospek pertumbuhan yang dibawa oleh teknologi

Di Tokyo, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang
mengatakan kepada jurnalis, “Kami ingin mendukung ‘Buatan
India’ sebanyak mungkin,” mengacu pada kebijakan khas Modi
untuk memikat para investor di bidang manufaktur.

India akan melakukan “upaya habis-habisan” untuk
menyelesaikan jalur kereta api itu pada Agustus 2022, lebih
dari setahun lebih awal dari yang direncanakan, demikian
ungkap pemerintah. Jepang menyediakan 81 persen
pendanaan untuk proyek senilai 1,08 triliun rupee (16,9 miliar
dolar A.S.) itu, melalui pinjaman berjangka waktu 50 tahun
dengan bunga tahunan 0,1 persen.

Investasi Jepang di India telah melonjak di berbagai bidang
mulai dari otomotif hingga infrastruktur di daerah timur laut
yang terpencil, menjadikan Tokyo sebagai investor asing

shinkansen berkecepatan tinggi Jepang.

POLISI MENANGKAP
TERSANGKA
GEMBONG PERDAGANGAN
SATWA LIAR

epolisian Thailand telah
K menangkap seorang tersangka
gembong perdagangan satwa
liar yang diduga memicu banyak
perdagangan ilegal di Asia selama lebih
dari satu dekade, demikian ungkap para
pejabat pada Januari 2018.

Boonchai Bach, warga Thailand
keturunan Vietnam berusia 40 tahun,
ditangkap pada Januari 2018 di provinsi
perbatasan timur laut Nakhon Phanom
terkait dengan penyelundupan 14 cula

IAPD FORUM

langsung terbesar ketiganya. Reuters

badak senilai lebih dari 14,2
miliar rupiah (1 juta dolar
A.S.) dari Afrika ke Thailand
pada Desember 2017. Kasus
itu juga melibatkan seorang
pejabat Thailand dan kurir
warga Tiongkok dan Vietnam,
demikian ungkap kepolisian
Thailand.

Boonchai diduga
menjalankan jaringan
perdagangan satwa liar besar
di perbatasan Thailand-Laos
yang menyebar ke Vietnam.

Dia dan keluarganya memainkan peran
utama dalam sindikat kriminal yang
telah menyelundupkan barang-barang
hasil perburuan termasuk gading, cula
badak, trenggiling, harimau, singa, dan
spesies langka dan terancam punah
lainnya, demikian menurut kelompok
anti-perdagangan satwa liar, Freeland
Foundation.

Kepolisian mengatakan Boonchai
menyangkal tuduhan terhadapnya.
Berdasarkan undang-undang satwa liar,
dia dapat menghadapi hukuman penjara
selama empat tahun dan denda 40.000
baht (1.300 dolar A.S.), tetapi pihak
berwenang mengatakan bahwa mereka
juga mempertimbangkan tuntutan
pencucian uang dan pelanggaran pabean
yang dapat menjeratnya hingga 10 tahun
penjara.

“Salah satu pedagang satwa
terbesar yang dikenal dalam sindikat
yang sangat besar telah ditangkap,”
ungkap Matthew Pritchett, direktur
komunikasi Freeland. “Singkatnya, saya
tidak dapat memikirkan apa pun dalam
lima tahun terakhir yang sesignifikan ini.”

Thailand adalah pusat transit bagi
satwa liar yang diperdagangkan yang
sebagian besar ditujukan ke Tiongkok dan
dianggap memiliki pasar gading terbesar
yang tidak diregulasi di dunia sebelum
memperkenalkan Undang-Undang Gading
Gajah tahun 2014 dan 2015 untuk
meregulasi pasar gading dalam negeri
dan mengkriminalisasi penjualan gading
gajah Afrika. Cula badak, sisik trenggiling,
penyu, dan satwa liar eksotis lainnya
masih berulang kali diselundupkan
melalui Thailand.

Steve Galster, pendiri Freeland,
mengatakan penangkapan Boonchai
menyingkap “kasus kejahatan satwa liar
terbesar yang pernah terjadi di Thailand.”

“Jaringan ini terhubung dengan
sekelompok pemberi modal yang
mungkin tinggal di luar negeri. Kami
juga berupaya untuk mendapatkan surat
perintah penangkapan terhadap orang-
orang itu,” ungkap Jenderal Chalermkiat
Sriworakhan, wakil kepala kepolisian
Thailand, kiri, selama konferensi pers
yang mengumumkan penangkapan
Boonchai. The Associated Press

iongkok, yang tercemari oleh polusi dan lama dikenal menghasilkan
barang-barang manufaktur yang murah, berupaya mendominasi
pasar tenaga surya mutakhir yang tumbuh dengan pesat.

Tiongkok memiliki program baru untuk mendorong industrinya
untuk memasarkan secara massal sel surya kinerja tinggi yang selama ini
digunakan terutama dalam produk teknologi tinggi seperti satelit.

Membuat sel-sel ini lebih terjangkau dapat semakin meningkatkan
sektor yang telah mendisrupsi pembangkitan listrik global. Berdasarkan
Program Top Runner 2017-nya, Administrasi Energi Nasional Tiongkok
berencana menambah 8 hingga 10 gigawatt (GW) kapasitas tenaga surya
pada 80 GW kapasitas tenaga suryanya yang ada saat ini.

“Pergeseran ini ... dapat memiliki implikasi yang luas untuk industri
tenaga surya global, terutama mendorong Tiongkok menduduki peringkat
teratas negara-negara yang melaksanakan penelitian dan pengembangan
tenaga surya,” ungkap Universitas Stanford dalam laporan industri tenaga
suryanya pada tahun 2017.

Kapasitas pembangkitan listrik tenaga surya dunia telah
menggelembung menjadi sekitar 300 GW dari hanya 1 GW pada tahun
2000, demikian menurut data Badan Energi Terbarukan Internasional, dan
diperkirakan meningkat dua kali lipat lagi pada tahun 2020.

Pertumbuhan itu sebagian besar bergantung pada sel fotovoltaik silikon
multikristalin, kadang-kadang disebut polikristalin. Unit tenaga surya itu
sendiri terdiri dari beberapa kristal silikon.

Kristal ini lebih murah untuk diproduksi daripada sel monokristalin yang
lebih efisien, yang dibuat dari unit kristal tunggal.

Akan tetapi harganya sekarang hampir setara. Perusahaan konsultasi
Energy Trend mengatakan bahwa harga rata-rata sel multikristalin
berefisiensi tinggi buatan Tiongkok saat ini adalah 3.184 rupiah (0,225
dolar A.S.) per watt, dibandingkan dengan hanya 4.515 rupiah (0,319 dolar
A.S.) untuk sel monokristalin berefisiensi tinggi.

Penggunaan teknologi monokristalin kemungkinan meningkat ketika
selisih biaya menyempit, yang berarti efisiensi yang lebih tinggi dapat
diperoleh dengan harga serupa.

Fraunhofer Institute for Solar Energy di Jerman, pemimpin dalam
pengembangan tenaga surya, mengatakan pada Juli 2017 bahwa rekor
efisiensi laboratorium untuk monokristalin adalah 26,7 persen per sel,
dibandingkan 21,9 persen per sel untuk multikristalin.

Pengembangan sel surya tidak berakhir dengan sel monokristalin, dan
pesaing Tiongkok tidak tinggal diam.

Fraunhofer telah mengembangkan apa yang disebut sel
multipersimpangan dengan efisiensi 46 persen, dan Spectrolab yang
dimiliki oleh raksasa ruang angkasa A.S. Boeing sedang mengembangkan
sel dengan efisiensi serupa. Reuters

Pejabat Memusnahkan

KOKAIN

Sitaan Terbesar

Sri Lanka secara terbuka memusnahkan
kokain senilai 1,53 triliun rupiah (108

juta dolar A.S.) pada Januari 2018. Pihak
berwenang menyita muatan narkoba itu di
Pelabuhan Kolombo, yang semakin menjadi
pusat transit yang disukai oleh penyelundup
narkoba di Asia.

Pihak berwenang memusnahkan 928
kilogram narkoba yang disita sebagai bagian
dari penyitaan kokain tunggal terbesar di
Sri Lanka. Narkoba itu ditemukan pada
Agustus 2016 dalam kontainer kayu di kapal
Kolombia yang berangkat menuju India
dan mewakili sebagian dari lebih dari 1.700
kilogram kokain yang disita dalam tiga tahun
terakhir. 840 kilogram lainnya ditemukan
dalam pengiriman gula dari Brasil.

Narkoba sitaan itu dimusnahkan di
fasilitas khusus di pabrik semen di dekat
bandara utama negara itu.

“Kami sangat serius dengan kebijakan
toleransi nol terhadap hal ini. ... Perjuangan
kami masih panjang,” ungkap Menteri
Hukum dan Ketertiban, Sagala Ratnayaka,
yang menghadiri acara tersebut.

“Sri Lanka digunakan sebagai pusat
transit. Muatan ini seharusnya untuk tujuan
transit, dan beberapa bagiannya masuk ke
Sri Lanka. Ada proses distribusi, dan kami
melacak jaringan dan penjualnya.”

Pejabat polisi senior mengatakan
beberapa geng berusaha menyamarkan
pengiriman narkoba mereka ke pasar
Australia dan Eropa dengan membawa
narkoba itu ke Sri Lanka, kemudian
mengirimkannya dengan menggunakan
kontainer Sri Lanka. Reuters
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PEMBARUAN
KONTRATERORISME

Jepang membangun stasiun radar untuk
operasi kontrapembajakan Filipina

REUTERS
FOTO DARI AFP/GETTY IMAGES

Jepang akan membangun empat stasiun radar
penjaga pantai di pulau-pulau di Laut Sulawesi dan
Laut Sulu yang memisahkan Filipina dan Indonesia
untuk membantu Manila mengatasi peningkatan
pembajakan oleh gerilyawan Islam, demikian yang
dikatakan dua sumber pada November 2017.

Perjanjian itu akan mendanai fasilitas tersebut
dan memberikan pelatihan kepada personel penjaga
pantai setempat.

“Laut-laut di wilayah itu merupakan jalur air
yang penting bagi kapal dagang yang berlayar ke
pelabuhan Jepang,” ungkap salah satu orang yang
mengetahui rencana tersebut. Sumber itu meminta
untuk tidak diidentifikasi karena mereka tidak
berwenang untuk berbicara kepada media.

Dari 30 aksi pembajakan yang dilaporkan pada
paruh pertama tahun 2017, enam di antaranya
menggunakan senjata api, tiga di antaranya
merupakan penculikan anak buah kapal dari kapal
yang berlayar di Laut Sulu dan Laut Sulawesi,
demikian menurut Perjanjian Kerja Sama Regional
mengenai Pemberantasan Pembajakan dan
Perampokan Bersenjata terhadap Kapal di Asia
(ReCAAP). Lembaga itu juga mencatat empat upaya

percobaan penculikan di perairan itu.
Jepang akan mendanai pembangunan stasiun radar
itu melalui anggaran Bantuan Pembangunan Luar

Negerinya (Overseas Development Aid - ODA),
demikian ungkap sumber tersebut.

“Jepang menyadari kebutuhan untuk melawan
pembajakan di kawasan tersebut dan ingin
membantu, tetapi kami tidak dapat membahas
proyek-proyek individual,” ungkap seorang pejabat di
Kementerian Luar Negeri Jepang, yang mengawasi
pengeluaran ODA.

Stasiun radar itu merupakan bagian dari paket
bantuan lebih luas yang mencakup suku cadang
helikopter untuk militer Filipina, pembiayaan proyek
infrastruktur seperti jalur kereta api, dan membantu
membangun kembali kota Marawi di bagian selatan
Filipina yang hancur dilanda konflik setelah lima bulan
operasi militer melawan pemberontak Negara Islam.

Dengan memberikan bantuan semacam itu, Tokyo
bertujuan untuk memperdalam hubungan ekonomi
dan keamanan dengan Manila ketika Jepang berfokus
untuk menahan semakin meningkatnya kekuatan
Tiongkok. Jepang melihat Filipina — yang terletak di
sisi timur Laut Cina Selatan — sebagai sekutu utama
dalam membantu mencegah menyebarnya pengaruh
Beijing ke Pasifik barat.

KIRI: Pasukan Penjaga Pantai Filipina dan
Jepang melakukan latihan saat mereka menaiki
perahu Penjaga Pantai Filipina dan memborgol
pemeran tersangka, di bawah, selama latihan

anti-pembajakan tahunan mereka di perairan Teluk
Manila pada Juli 2016.




CNEGAR
RJA SAMA SAT
MELAWAN TEROR I

Kubah masjid yang penuh dengan lubang peluru tampak menjulang
di antara rumah-rumah yang hancur di Marawi, Filipina, pada April
2018, lebih dari setahun setelah pertempuran dimulai antara

pasukan Angkatan Bersenjata Filipina dan militan yang terkait
dengan Negara Islam Suriah dan Irak. Rreuters
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ngkatan Bersenjata Filipina (AFP) telah
mengidentifikasi tanda-tanda ancaman
teror yang berkembang di Filipina selatan
pada awal Juni 2016. Mereka mengungkap
dengan sepenuhnya ancaman itu setahun
kemudian di Kota Marawi setelah terlibat
dalam pertempuran intensif selama lima
bulan untuk merebut kembali kendali atas
kota itu yang berakhir dengan kemenangan pemerintah
pada Oktober 2017.

Bukti adanya kelompok teror terorganisasi —
persediaan persenjataan, kehadiran pejuang asing, dan
pemandangan mengerikan warga sipil yang dipenggal
kepalanya — mengungkapkan bahaya yang sudah lama
ditakuti oleh banyak pemimpin di Pasifik. Pejuang
yang setia kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS)
dapat mencoba untuk mendirikan negara Islam —
atau setidaknya membangun afiliasi yang kuat — di
Asia Tenggara ketika mereka mengalami kekalahan di
Timur Tengah.

Anak-anak yang terlantar akibat pertempuran di Marawi bermain di dekat

perlengkapan dan perisai polisi di kota Saguiaran, Lanao del Sur yang terletak
di selatan Filipina. arp/GeTTY IMAGES

“Marawi adalah panggilan waspada bagi setiap
negara di Indo-Pasifik,” ungkap Laksamana Angkatan
Laut A.S. Harry B. Harris, Jr., komandan Komando
Pasukan Amerika Serikat di Pasifik (USPACOM), pada
acara Australian Strategic Policy Institute pada Juni
2017. “Para teroris ini menggunakan taktik tempur
yang telah kita lihat di Timur Tengah untuk melakukan
pembunuhan di kota Marawi, Mindanao. Inilah pertama
kali pasukan yang terinspirasi oleh ISIS bersatu untuk
bertempur dalam skala seperti ini.”

IPD FORUM

Pertempuran meletus di Filipina pada Mei 2017
ketika pasukan pemerintah berusaha menangkap Isnilon
Hapilon, pemimpin Kelompok Abu Sayyaf dan emir
yang ditunjuk ISIS di Filipina. Pejuang pendukung
Hapilon menembaki polisi dan tentara Filipina dan
menerima bantuan dari organisasi lain yang setia kepada
ISIS — Kelompok Maute. Selain membunuh warga sipil,
militan Maute menguasai beberapa bangunan, termasuk
Balai Kota Marawi dan Mindanao State University.

Pertempuran sukses AFP untuk merebut kembali
kota itu merupakan peristiwa yang membuka mata kita
karena berbagai alasan, termasuk:

¢ Jumlah korban tewas yang menakjubkan: Pada
saat pasukan militer membebaskan Marawi pada

Oktober 2017, jumlah korban tewas melebihi

1.100 orang, demikian menurut Reuters. Kolonel

Romero Brawner Jr., wakil komandan satuan tugas

yang memerangi ekstremis itu, mengatakan 920

anggota militan tewas sementara 165 anggota
pasukan pemerintah gugur.

Empat puluh lima warga sipil

dibunuh oleh kelompok militan.

Pada akhir pertempuran, AFP

mengatakan bahwa pihaknya telah

berhasil menewaskan Hapilon

dan Omarkhayam Maute, dua

bersaudara pemimpin utama

kelompok Maute yang membantu
menduduki kota Marawi. Pejabat

A.S. mengonfirmasi kematian

Hapilon melalui analisis DNA.

¢ Musuh yang terorganisasi:

Video yang diambil oleh militer

Filipina menunjukkan pemimpin

dari kedua organisasi itu —

kelompok Maute dan Abu Sayyaf

— merencanakan serangan terhadap

Marawi, demikian yang dilaporkan

surat kabar The Straits Times. Ketika

pertempuran dimulai, 400 hingga

500 pria bersenjata mengamuk di

seantero kota Marawi dan beberapa
orang mengibarkan bendera hitam ISIS. Militan yang
tewas bertempur bersama kelompok Abu Sayyaf dan
Maute termasuk warga Indonesia, Malaysia, dan Arab
Saudi, demikian ungkap militer Filipina.

* Peperangan perkotaan: Para teroris menampilkan
taktik perang perkotaan seperti taktik yang digunakan
di Irak dan Suriah, termasuk penggunaan alat peledak
rakitan, drone, granat berpeluncur roket (RPQG),
tembakan penembak jitu, dan bom bahan bakar.
Dalam pertempuran pada Juni 2017, Marinir Filipina

diserang dengan bom bahan
bakar ketika mereka mencoba
mengamankan sebuah bangunan,
demikian yang dilaporkan

The Straits Times. Ketika mereka
berlari keluar untuk melarikan
diri dari kobaran api, mereka
dihantam dengan tembakan
penembak jitu, RPG, dan mortir.
Saat pertempuran berakhir, 13
anggota marinir gugur.

KETERKAITAN DENGAN
SURIAH

Upaya untuk mengorganisasi
pejuang yang terinspirasi ISIS di Asia
"Tenggara dapat dilacak hubungannya
dengan anggota ISIS di Suriah,
demikian kesimpulan laporan dari
Pusat Penanggulangan Terorisme
(Combating Terrorism Center

- CTC), lembaga penelitian dan
pendidikan di Akademi Militer A.S. di West Point. Studi
yang berjudul “Beyond the Caliphate: Islamic State Activity
Outside the Group’s Defined Wilayat” itu menganalisis
rencana dan serangan teror di Asia Tenggara dari Juni

2014 hingga April 2017 dan menemukan bahwa 60 persen
dari gabungan 20 serangan dan 35 rencana terkait dengan

anggota Negara Islam. “Untuk serangan dan plot terkait ini,

bukti menunjukkan bahwa anggota Negara Islam di Suriah
mengarahkan, mendanai, atau berhubungan dengan sel-sel
lokal dan individu di kawasan itu yang bersimpati kepada
Negara Islam,” demikian yang dilaporkan studi yang ditulis
oleh peneliti madya CTC Marielle Ness.

Sekitar setengah dari serangan teror di kawasan itu
terjadi di Filipina, tetapi para ekstremis di negara-negara
tetangga di Asia Tenggara juga merencanakan serangan.

"Teroris menelurkan banyak rencana teror di Malaysia (43

persen) dan Indonesia (37 persen), sementara itu hanya
membuat 14 persen rencana teror di Filipina.

Banyak faktor bergabung sehingga menjadikan Filipina

sebagai tempat tujuan bagi ekstremis brutal, demikian
ungkap Don Rassler, direktur prakarsa strategis CTC
kepada FORUM.

“Sejak setidaknya Juni 2016, Negara Islam telah
mendorong orang-orang untuk melakukan perjalanan ke
Filipina jika mereka tidak bisa ke Suriah atau melakukan
serangan di negara asal mereka,” ungkap Rassler. “Materi
terbaru yang dirilis oleh kelompok itu terus mendorong
Filipina sebagai tempat tujuan yang lebih disukai untuk

dikunjungi oleh rekrutan dan orang-orang yang terinspirasi

dan melakukan tindakan operasional akdf di sana.”

Rassler juga mencatat kehadiran kelompok militan
lokal seperti Abu Sayyaf dan Maute, yang telah
membuktikan diri mereka mampu dan tangguh secara
operasional, membantu menjelaskan mengapa lebih
banyak serangan terjadi di Filipina.

Papan tanda bertuliskan “Aku cinta Marawi” berdiri di depan rumah, bangunan, dan

masjid yang rusak di Kota Marawi yang hancur dilanda perang. Rreuters

Adapun untuk mencoba mendirikan negara Islam di
kawasan tersebut, studi ini menyimpulkan bahwa ISIS
sedang mencoba untuk mengembangkan pasukannya di
Asia "Tenggara. Akan tetapi laporan itu tidak meramalkan
akan seperti apa bentuk keberadaannya. “Negara Islam
tampaknya menanamkan dirinya dan memperluas
pengaruhnya di Asia Tenggara dengan memanfaatkan
kelompok lokal dan jaringan individu yang terinspirasi
untuk merencanakan, merancang, dan melakukan
serangan di sejumlah negara lokal,” ungkap studi tersebut.

Meskipun ISIS telah menetapkan emir regional di
Filipina, ISIS masih belum menyatakan wilaya (negara
bagian atau provinsi administrasi). Studi itu menyimpulkan
bahwa “selain mampu menginspirasi jaringan kecil atau
faksi sempalan dari kelompok-kelompok yang lebih
besar dan lebih mapan ini untuk melakukan serangkaian
serangan satu kali, kelangsungan hidup strategi dan jangka
panjang Negara Islam di kawasan ini kemungkinan terkait
dengan cara ISIS mengarahkan dan mengelola hubungan
dengan pejuang jihad lama di kawasan itu, dan khususnya
kelompok-kelompok yang telah merebut medan dan
membentuk tempat perlindungan.”

LAHAN SUBUR

Meskipun sebagian besar kegiatan teror di kawasan

itu terkonsentrasi di Filipina, Malaysia, dan Indonesia,

beberapa potensi penyebaran ekstremisme kekerasan sedang

berkembang di Myanmar, demikian temuan studi CT'C.
Meskipun data itu tidak mengidentifikasi Myanmar

sebagai area penting untuk serangan ISIS, studi ini

menemukan bukti tidak ilmiah yang menunjukkan

bahwa negara itu mungkin sudah siap untuk diinfiltrasi.

“Minoritas Muslim Rohingya yang teraniaya telah

mengilhami jaringan Negara Islam Asia Tenggara untuk

merencanakan kegiatan teroris di Myanmar dan di negara
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mereka masing-masing terhadap simbol pemerintah
Myanmar,” ungkap studi CTC.

Ratusan ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri
dari Myanmar yang mayoritas beragama Buddha di
tengah bentrokan kekerasan dengan militer. Mlyanmar
tidak mengakui semua Muslim Rohingya sebagai warga
negara, menjadikan mereka salah satu kelompok tanpa
kewarganegaraan terbesar di dunia, demikian menurut
laporan surat kabar The New York Times. Rohingya
berhaluan Islam Sunni dan hidup di negara bagian miskin
Rakhine di Myanmar. Sebelum mereka mulai melarikan
diri dari bentrokan kekerasan dengan polisi dan militer,
diperkirakan ada 1 juta orang Rohingya di Myanmar,
demikian yang dilaporkan The New York Times.

Kemungkinan kegiatan ISIS di daerah tersebut
didukung oleh satu rencana yang gagal di Indonesia,
yang diarahkan oleh anggota ISIS bernama Bahrun
Naim dan menarget Kedutaan Myanmar. Studi CTC
menyimpulkan bahwa “dinamika ini menunjukkan
bahwa Negara Islam, seperti kelompok jihad lainnya,
memandang isu Rohingya sebagai bidang peluang.”

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina yang baru dilantik
Carlito Galvez, kiri, berjabat tangan dengan mantan Kepala Staf
yang digantikannya Rey Leonardo Guerrero di hadapan Presiden

Filipina Rodrigo Duterte, tengah, selama upacara serah terima
jabatan di Camp Aguinaldo, Manila. AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

Rassler memandang krisis Rohingya sebagai momen
signifikan untuk perekrutan teroris. “Sangat mungkin
bahwa Negara Islam akan memanfaatkan krisis Rohingya
di Myanmar sebagai alat bantu untuk mengumpulkan
pengikut,” ungkapnya. “Al-Qaeda sudah melakukannya.”

MENGHENTIKAN PENYEBARAN TEROR
Setelah menyaksikan tragedi yang terjadi di Marawi,

para pemimpin militer dan politik di Pasifik dengan
cepat bekerja sama satu sama lain untuk berbagi sumber
daya dan intelijen guna menghentikan penyebaran teror.
Kemitraan, dalam banyak kasus, memiliki banyak sisi

dan memiliki sasaran untuk memberantas ekstremisme
kekerasan sebelum hal itu terlaksana.
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Perkembangannya meliputi:

* Pada September 2017, Australia mengumumkan
bahwa pihaknya akan mengirim pasukan ke Filipina
untuk melatih Prajurit Filipina dan berbagi intelijen.
Menteri Pertahanan Australia Marise Payne
mengatakan bahwa ancaman ISIS membutuhkan
kerja sama dari seluruh kawasan. “Kami sangat
berkomitmen untuk mendukung Filipina dalam
upaya untuk membela diri terhadap ancaman teroris,”
ungkap Payne, demikian menurut Reuters. “Ini
adalah ancaman bagi kawasan ini [sehingga] kita
semua harus bekerja sama untuk mengalahkannya.”
Sebelumnya, pada Juni 2017, Australia mengirimkan
dua pesawat terbang AP-3C Orion untuk melakukan
pemantauan di atas kota Marawi guna menemukan
keberadaan teroris. Reuters melaporkan bahwa
Amerika Serikat mengirim sekitar 300 hingga 500
tentara ke Filipina pada Juni 2017 untuk memberikan
pelatihan di bidang intelijen, pemantauan, dan
pengintaian. Pesawat terbang pemantau P-3 Orion
A.S. juga memberikan bantuan intelijen, pemantauan,
dan pengintaian kepada operasi-operasi AFP.

* Pejabat dari Australia, Brunei, Indonesia, Malaysia,
Selandia Baru, dan Filipina bertemu di Indonesia
untuk menghadiri K'T'T satu hari pada Juli 2017
dan menandatangani perjanjian bersama untuk
memerangi ekstremisme kekerasan. Negara-negara
itu sepakat untuk membentuk forum strategis
pejuang asing untuk mendorong pembagian
intelijen. Pembagian informasi itu dimaksudkan
untuk menyertakan basis data pejuang asing yang
ada dan kemungkinan pembuatan basis data baru
mengenai pergerakan lintas perbatasan teroris.
Negara-negara itu juga berjanji untuk menetapkan
undang-undang terorisme yang mendefinisikan
perencanaan serangan teroris dan dukungan
terhadap pejuang asing sebagai tindak pidana.

* Patroli Maritim Irilateral Indomalphi, yang
diluncurkan oleh pemerintah Filipina, Malaysia, dan
Indonesia pada Juni 2017, bertujuan untuk menjaga
stabilitas di kawasan ini dalam menghadapi ancaman
nontradisional seperti pembajakan, terorisme,
dan kejahatan transnasional lainnya di perairan
regional. Negara-negara tetangga di Asia Tenggara
itu juga setuju untuk bertukar perwira penghubung,
membentuk markas besar gabungan, dan berbagi
intelijen, demikian yang dilaporkan surat kabar
The Philippine Star.

* Malaysia menjadi tuan rumah K'T'T Pendanaan
Kontra-Terorisme (CTF) ketiga dengan Australia dan
Indonesia pada November 2017. KT'T CTF 2017
itu mempertemukan para ahli intelijen keuangan dan
perwakilan senior dari lembaga kebijakan, regulasi,
penegakan hukum, dan keamanan nasional. Peserta
industri termasuk profesional dan akademisi sektor
jasa keuangan, teknologi keuangan (fintech), dan
teknologi regulasi (regtech).
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LOKASI DI FILIPINA SELATAN TEMPAT KELC

TERHUBUNG DENGAN NEGARA ISLAM IRAK
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Sumber: Reuters, Kantor Perekrutan Angkatan Darat Filipina

Kelompok militan itu berhasil ditaklukkan pada
akhir Oktober 2017 berkat kerja sama regional ini dan
kampanye militer yang intensif dari AFP. Ketika militer
merayakan Marawi yang bebas dari cengkeraman ISIS,
sumbangan peralatan konstruksi, uang, dan keahlian
mengalir ke Filipina dari negara-negara di Pasifik untuk
upaya rekonstruksi. Pemerintah Filipina mengumumkan
pembentukan Satuan Tugas Bangon Marawi, yang terdiri
dari berbagai lembaga pemerintah, untuk memimpin
upaya pemulihan dan rekonstruksi.

Menteri perumahan Eduardo del Rosario diangkat
sebagai pemimpin satuan tugas itu, dan Menteri
Pertahanan Delfin Lorenzana dan Menteri Pekerjaan
Umum dan Jalan Raya Mark Villar ditunjuk sebagai
wakil ketua.

Kebutuhan akan apa yang disebut pendekatan
menyeluruh di berbagai kalangan pemerintah yang
melibatkan kerja sama militer dan sipil, serta kemitraan
transnasional, sangat jelas bagi para pemimpin militer
dan politik. Menteri Pertahanan Singapura Dr. Ng
Eng Hen menyebut Asia Tenggara sebagai magnet bagi
pejuang asing yang ingin menguasai wilayah. “Puluhan,
jika tidak ratusan, jika tidak ribuan pejuang asing akan
memiliki keterampilan untuk membuat bom rakitan,
memiliki keterampilan untuk melakukan pembajakan,
memiliki keterampilan untuk melakukan penculikan,”

ungkapnya, demikian menurut laporan bloomberg.com
pada Juni 2017.

Salah satu alasan munculnya prediksi ini adalah
bahwa organisasi teroris telah lama bercokol di Asia
"Tenggara, dan mereka akan segera bergabung dengan
pejuang yang mendapatkan pengalaman di medan
perang. “Ketika kita berbicara tentang ancaman endemik,
kita biasanya merujuk pada ancaman seperti demam
berdarah atau tuberkulosis, yang berarti bahwa ancaman
itu masih ada di sini, bahwa meskipun melakukan upaya
bertahun-tahun Anda tidak dapat membasminya,”
ungkap Ng. “Masalah itu sekarang akan datang ke
ASEAN;,” tambahnya, mengacu pada 10 negara anggota
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Laksamana Harris, komandan Komando Pasukan
Amerika Serikat di Pasifik (USPACOM), mengatakan
bahwa tantangan itu membutuhkan perhatian segera.

“Sangat jelas bagi saya bahwa [ISIS] juga
menyeimbangkan kembali pengaruhnya di Indo-
Pasifik,” ungkap Harris dalam pertemuan Dewan
Penasihat Militer San Diego, demikian yang dilaporkan
surat kabar The San Diego Union-Tribune. Harris yang
menganalogikan penyebaran ISIS seperti kanker
menambahkan: “Melalui kerja sama multinasional,
kita dapat memberantas penyakit [ISIS] ini sebelum
bermetastasis.” O
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Bayanihan, Rencana Perdamaian dan

Keamanan Internal Filipina, memupuk

kerja sama di antara masyarakat
sipil. pemerintah, dan militer untuk
memerangi pemberontak

JENDERAL (PURN.) EMMANUEL T. BAUTISTA

engalaman panjang Filipina dalam menangani
pemberontakan telah menyebabkan
munculnya banyak kesadaran. Pertama-tama,
masalah pemberontakan bersifat multisisi dan kompleks,
membutuhkan pendekatan komprehensif.

Keberhasilan dalam menanggapi tantangan ini
hanya dapat dicapai jika seluruh elemen bangsa
berkomitmen untuk mencari solusi. Inilah tepatnya
fokus dari Rencana Perdamaian dan Keamanan Internal
Filipina — konsep keamanan bersama di antara para
pemangku kepentingan dan keterlibatan mereka dalam
mencapai perdamaian dan keamanan. Rencana tersebut
dikenal dengan Bayanihan, yang diterjemahkan menjadi
semangat persatuan, karya, dan kerja sama komunal
untuk mencapai sasaran tertentu.

Beberapa fitur menonjol membedakan Bayanihan
dari strategi di masa lalu. Pertama, Bayanihan adalah
dokumen terbuka yang dibagikan, dimiliki bersama, dan
ditulis bersama oleh spektrum pemangku kepentingan
yang luas. Lembaga pemerintah nasional dan lokal,
lembaga nonpemerintah, dan seluruh warga terlibat
dari tahap perencanaan hingga implementasi dan
evaluasi. Kedua, rencana tersebut menekankan bahwa
fokus utama dalam pelaksanaan operasi militernya
adalah memenangkan perdamaian, yang lebih penting
daripada hanya mengalahkan musuh.

Untuk tujuan ini, Bayanihan meninggalkan
kerangka kerja lamanya dan mengeksplorasi parameter
nontempur dalam mengatasi ancaman terhadap
perdamaian dan keamanan negara. Ketiga, Bayanihan
mematuhi kerangka kerja perdamaian keseluruhan
pemerintah. Seperti halnya bahwa Bayanihan bukanlah
rencana Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) semata,
Bayanihan tidak terwujud jika tidak ada keterlibatan
dari pihak lain. Bayanihan dilakukan secara selaras
dengan kebijakan nasional untuk perdamaian,
keamanan, dan pembangunan.

Filipina menghadapi tiga kelompok ancaman
utama. Pertama adalah Partai Komunis Filipina/
"Tentara Rakyat Baru (New People’s Army - NPA)/
Front Demokratik Nasional (CNN), yang berusaha
menggulingkan pemerintahan demokratis dan
menggantinya dengan bentuk pemerintahan komunis.
Kedua adalah Front Pembebasan Islam Moro (Moro
Islamic Liberation Front - MILF), yang bertujuan
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Marinir Filipina berpatroli di jalan yang telah diamankan dari
jangkauan tembakan penembak jitu musuh saat mereka berjalan
menuju area pertempuran utama di Marawi, Filipina selatan, pada
Juli 2017. cerry imaces

untuk memisahkan diri dari republik Filipina dan
membentuk Negara Islam yang independen. Ketiga
adalah Kelompok Abu Sayyaf (Abu Sayyaf Group -
ASG), kelompok teroris yang terkenal dengan kegiatan
penculikan untuk mendapatkan uang tebusan.

Keadaan akhir strategis
Berdasarkan konsep Bayanihan, AFP merevisi
misinya “untuk melakukan operasi dukungan guna
memenangkan perdamaian untuk membantu rakyat
Filipina membangun lingkungan yang kondusif untuk
pembangunan berkelanjutan dan perdamaian yang
adil dan abadi.” Istilah “operasi dukungan” digunakan
untuk menekankan peran yang dilaksanakan oleh
AFP berdasarkan Bayanihan. Misi itu mengutamakan
pentingnya kepemimpinan pemerintah sipil dalam
mengatasi pemberontakan. Misi ini ditafsirkan ke
keadaan akhir ketika kemampuan ancaman bersenjata
internal dikurangi ke tingkat tertentu sehingga
mereka tidak dapat lagi mengancam stabilitas negara
dan otoritas sipil dapat menjamin keselamatan dan
kesejahteraan rakyat Filipina.

Keadaan akhir itu dicapai melalui pencapaian
berbagai tujuan berikut ini:

* Berkontribusi pada keberhasilan proses perdamaian.

* Mempertahankan pasukan bersenjata profesional
yang berdinas di bawah kendali sipil demokratis
yang kuat.

* Mengalahkan ASG dan kelompok-kelompok
ancaman bersenjata sekutunya.

* Berkontribusi pada resolusi konflik dengan
NPA, MILF, dan kelompok-kelompok ancaman
bersenjata lainnya.

* Berkontribusi pada pembentukan kondisi bagi
otoritas sipil untuk bertanggung jawab atas
keselamatan dan kesejahteraan konstituen mereka.
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* Mendukung kegiatan pembangunan, perlindungan
lingkungan, manajemen pengurangan risiko
bencana, dan penegakan hukum.

Mengingat beragam metode dan motivasi kelompok-
kelompok ancaman bersenjata itu, maka diperlukan
pendekatan yang berbeda. Untuk ASG, oleh karena
kebijakan tidak ada negosiasi dengan teroris, tak
diragukan lagi keadaan akhir yang diinginkan adalah
kekalahan mutlak ASG. Mengenai CNN, prakarsa
AFP berfokus pada membuat komponen bersenjatanya
menjadi tidak relevan dan para pemberontak
meninggalkan perjuangan bersenjata serta pada akhirnya
terlibat dalam perundingan damai dengan pemerintah.
Untuk kelompok separatis MILE, keadaan akhir nasional
yang diproyeksikan adalah perundingan penyelesaian
politik dalam batas-batas Konstitusi Filipina.

Konsep Bayanihan

Paradigma baru Bayanihan dalam menjalankan operasi
adalah “lebih mengutamakan memenangkan perdamaian
daripada mengalahkan musuh.” Di luar sasaran segera
untuk mengurangi kemampuan bersenjata kelompok-
kelompok ancaman itu, AFP menekankan pada efek
jangka panjang yang sama pentingnya dari operasi
militer pada cara hidup masyarakat dan kesejahteraan
mereka. Untuk benar-benar memenangkan perdamaian,
Bayanihan didukung oleh dua pendekatan strategis:
pendekatan yang melibatkan seluruh elemen bangsa dan
pendekatan yang berpusat pada rakyat.

Pendekatan yang melibatkan seluruh elemen bangsa
menyerukan partisipasi dan keterlibatan aktif semua
pemangku kepentingan dalam mewujudkan perdamaian
dan keamanan. Pendekatan ini berpusat pada pengakuan
bahwa solusi militer semata tidak memadai dalam
menyelesaikan masalah perdamaian dan keamanan
internal. Bayanihan menyoroti konsep keamanan yang

Jenderal Eduardo Ano, kepala Angkatan Bersenjata Filipina dan
administrator darurat militer, kanan, memimpin salam adu kepalan
tangan dengan pimpinan militer dan pejabat pertahanan selama
kunjungannya ke kamp militer pada Mei 2017. THe ASSOCIATED PRESS

IPD FORUM




20

tidak hanya dimiliki secara bersama-sama di antara
pasukan keamanan dan lembaga pemerintah tetapi juga
dengan entitas nonpemerintah dan sektor masyarakat
lainnya. Rencana itu menganggap bahwa bahkan warga
negara biasa adalah kontributor penting bagi pencapaian
perdamaian dan keamanan. Dalam konteks ini, peran
AFP adalah untuk melibatkan rekanan dan mitranya
secara aktif dalam konsultasi dan dialog, menjalin
kemitraan, dan membangun konstituensi perdamaian
dan keamanan yang luas.

Pendekatan keamanan manusia/keamanan yang
berpusat pada rakyat menempatkan kesejahteraan
rakyat di pusat operasi militer. Dalam kerangka
keamanan manusia yang lebih luas, pendekatan ini
memberikan pengutamaan bagi hak asasi manusia

Semua operasi militer dipandu oleh dua
pedoman strategis yang menyeluruh. Pertama
adalah ketaatan pada cita-cita hak asasi
manusia, hukum kemanusiaan internasional,

dan supremasi hukum. Kedua, penting bagi
semua pemangku kepentingan untuk menjadi
kontributor aktif dalam mengupayakan
perdamaian dan keamanan internal.

dan mengeksplorasi cara-cara untuk mempromosikan
keamanan dan keselamatan berdasarkan kebutuhan dan
realitas di tingkat akar rumput. Untuk memenangkan
perdamaian, perlindungan warga sipil merupakan
sasaran akhir. Konsep keamanan manusia memiliki
beberapa komponen: ekonomi, pangan, kesehatan,
lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik yang
mewajibkan seluruh birokrasi pemerintah, sektor
swasta, dan masyarakat sipil untuk menerapkannya
secara kolektif.

Semua operasi militer dipandu oleh dua pedoman
strategis yang menyeluruh. Pertama adalah ketaatan
pada cita-cita hak asasi manusia, hukum kemanusiaan
internasional, dan supremasi hukum. Kedua, penting
bagi semua pemangku kepentingan untuk menjadi
kontributor aktif dalam mengupayakan perdamaian dan
keamanan internal.

Pedoman strategis ini mendukung tindakan yang
dilakukan AFP. Pertama, AFP berkontribusi pada
penyelesaian permanen dan damai terhadap semua
konflik bersenjata. Ini melibatkan ketaatan AFP pada
pengutamaan proses perdamaian. Kemampuan militer
hanya digunakan jika dianggap layak dipertimbangkan
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berdasarkan situasi keamanan di suatu daerah. Sama

pentingnya, AFP mematuhi kesepakatan pemerintah
tentang penghentian permusuhan atau penangguhan
kegiatan militer.

Kedua, meskipun AFP memberikan pengutamaan
bagi proses perdamaian, perilaku operasi militer juga
ditingkatkan. Akan tetapi, kali ini operasi militer yang
sah berfokus pada komponen bersenjata dari kelompok-
kelompok ancaman tersebut dengan tidak memberi
toleransi pada kehancuran atau korban yang tidak
disengaja. Mengingat karakteristik yang berbeda dari
kelompok-kelompok ancaman ini dan keadaan akhir
yang diinginkan untuk masing-masing kelompok,
metodologi yang berbeda diterapkan.

Agar CNN meninggalkan perjuangan bersenjata
dan kembali ke meja
perundingan, tekanan
berkelanjutan harus
diterapkan. Ini bisa
dalam bentuk tekanan
fisik dan sosial. Tekanan
fisik diberikan melalui
pelaksanaan operasi
tempur yang digerakkan
oleh intelijen, dilengkapi
dengan operasi
penegakan hukum dan
penuntutan. D1 sisi lain,
tekanan sosial diterapkan
melalui kegiatan dengan
banyak pemangku
kepentingan untuk
mengarusutamakan
gagasan bahwa
perjuangan bersenjata adalah tindakan yang tidak dapat
diterima untuk mencapai tujuan politik. Meskipun
tekanan diterapkan, para pemberontak diberi jalan
keluar melalui pembentukan mekanisme yang tepat
bagi mereka untuk meletakkan senjata mereka dan
kembali ke masyarakat arus utama.

Untuk MILE, postur pencegahan yang kredibel
harus ditetapkan untuk mencapai perundingan
penyelesaian politik. Ini untuk mendorong MILF
agar terus mematuhi jalan damai hingga perundingan
penyelesaian tercapai. Pencegahan yang kredibel
dicapai dengan menunjukkan kesiapan dan kesediaan
AFP untuk menggunakan kekuatan yang sah untuk
menangani dengan tegas setiap upaya dari MILF untuk
kembali ke permusuhan bersenjata.

Kekalahan mutlak ASG dapat diwujudkan dengan
mengisolasinya sehingga kekuatan militer dapat
diterapkan dengan akurat. Isolasi dicapai dengan
memaparkan kekejaman kelompok teroris untuk
mendesak kecaman luas dari para pemangku kepentingan
lokal dan internasional. Langkah-langkah dilakukan
untuk mengisolasi kelompok-kelompok teroris dari
dukungan dan pengaruh asing. Sama pentingnya bahwa

mereka diisolasi dari kelompok-kelompok ancaman
bersenjata internal lainnya untuk mencegah radikalisasi.
Dukungan basis massa teroris juga harus diblokir guna
menghalangi mereka mendapatkan tempat perlindungan
dan dukungan rakyat.

Ketiga adalah dukungan untuk upaya perdamaian
dan pembangunan berbasis masyarakat. Ini difokuskan
untuk memastikan dan membawa perdamaian dan
pembangunan ke daerah-daerah yang terkena dampak
konflik. Sejalan dengan pendekatan yang melibatkan
seluruh elemen bangsa, dukungan AFP terhadap prakarsa
tata kelola diupayakan dari tingkat nasional hingga ke
tingkat akar rumput dengan penekanan pada menjaga
kohesi dan konsistensi kebijakan. Upaya ini memberi
kepercayaan untuk menangani pemberontakan secara
komprehensif dengan prakarsa militer dan nonmiliter
secara bersama-sama dengan pemangku kepentingan
yang relevan. Tujuan utamanya adalah untuk
mengidentifikasi dan mengatasi masalah-masalah inti
yang memotivasi radikalisasi dengan penuh kesadaran.

Keempat, AFP mengakui bahwa untuk berhasil
melaksanakan rencana itu, AFP harus melakukan
upaya tulus untuk mereformasi institusinya. Oleh
karena itu, AFP melakukan prakarsa sejalan dengan
reformasi sektor keamanan yang diarahkan untuk
pengembangan kemampuan, profesionalisasi, dan
keterlibatan para pemangku kepentingan dalam prakarsa
AFP. Harus ditekankan bahwa dengan melakukan
reformasi yang diperlukan, AFP mempersiapkan diri
untuk meningkatkan efisiensi kelembagaan dan dapat
memperoleh keunggulan dalam perjuangannya melawan
ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internal.

Apa yang telah kami sadari
Dalam pelaksanaannya selama enam tahun, Bayanihan
telah mencapai hasil yang nyata dan tidak nyata.
Pertama, perundingan penyelesaian politik dengan
MILF telah tercapai. Apa yang masih harus dilakukan
adalah mengundangkan apa yang telah disepakati.
Bayanihan juga telah mengarahkan pada deklarasi 68
dari 76 provinsi yang terkena dampak CNN sebagai
daerah damai dan siap untuk pembangunan lebih
lanjut. Ini berarti bahwa situasi telah normal dan bahwa
otoritas sipil sekarang dapat bertanggung jawab atas
keselamatan dan kesejahteraan rakyat di daerah mereka.
Adapun mengenai ASG, kelompok itu terus menerus
diisolasi untuk mengatur panggung bagi kehancuran
akhirnya.

Di antara hasil yang tidak nyata: Sekarang ada
konstituensi perdamaian yang berkembang di negara
ini; ada perubahan dalam bagaimana orang-orang
memandang militer oleh karena profesionalisme dan
catatan hak asasi manusia yang jauh lebih baik; dan ada
dukungan populer untuk militer dan kampanyenya.

Pengalaman Bayanihan telah menghasilkan
beberapa pembelajaran utama. Pertama, menyiapkan
pasukan keamanan adalah kunci untuk berhasil

Personel Angkatan Udara Filipina (PAF), yang dikerahkan ke
Marawi, berbaris selama upacara penyambutan kepulangan
mereka di markas besar PAF di Pasay City, dekat Manila pada
November 2017. reuters

mengatasi pemberontakan. Angkatan Bersenjata harus
dipersiapkan untuk mengambil peran baru di bawah
paradigma baru. Ada kebutuhan untuk mencapai
keunggulan moral melalui reformasi institusional jika
militer ingin berhasil dalam mengatasi pemberontakan.

Kedua, ada kebutuhan untuk keterlibatan dan
koordinasi yang kuat di antara para pemangku
kepentingan. Tanpa sinergi upaya, Bayanihan akan tetap
sebagai rencana semata. Hanya ketika konsep keamanan
bersama terbentuk, maka tanggung jawab dapat
dibagikan di antara semua pemangku kepentingan. Ini
memungkinkan mobilisasi upaya nasional yang kohesif
untuk mengatasi akar penyebab pemberontakan. Tata
kelola yang baik dan kepemimpinan sipil adalah kunci
untuk mencapai hal ini.

Agar Bayanihan memiliki dampak yang berarti,
implementasinya harus dipertahankan. Ini menyoroti
pentingnya kontinuitas dalam kebijakan dan strategi
dalam jangka panjang. Pelaksanaan rencana tersebut
seharusnya mampu mengatasi perubahan baik dalam
kepemimpinan sipil maupun militer.

Kirisis baru-baru ini di seluruh dunia menunjukkan
bahwa ancaman telah berevolusi menjadi karakter
global yang tidak dapat diatasi oleh satu negara semata.
Hubungan antara kelompok-kelompok ancaman
lokal dan teroris internasional telah mengubah
dinamika pemberontakan nasional. Jika ingin agar
masalah keamanan ditangani secara komprehensif,
harus ada kolaborasi yang lebih besar di antara
pemerintah, organisasi internasional dan regional, dan
masyarakat sipil. Berbagai negara harus bersatu sebagai
komunitas dunia dengan pemahaman bersama dan
tujuan bersama. Ketika berbagai ancaman keamanan
berevolusi menjadi masalah global, tuntutan akan
paradigma yang mampu mengatasi ancaman global
juga menjadi sangat penting. Oleh karena itu, konsep
“Bayanihan global” menjadi relevan. O
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KOMANDO

ADAPTIF

Jenderal Angkatan Darat A.S.,
Matthew B. Ridgway, kiri, dan
Laksamana Madya Angkatan Laut
A.S. C. Turner Joy, anggota senior
dari tim negosiasi gencatan senjata,
memimpin barisan utusan perdamaian
ke pesawat mereka yang menunggu
untuk penerbangan ke Kaesong,
Korea Utara, pada 10 Juli 1951.

MEMELIHARA PERDAMAIAN DAN KEAMANAN
DI DUNIA YANG TERUS BERUBAH

KATHRYN BOTTO
FOTO DARI THE ASSOCIATED PRESS

Militer A.S. telah berkontribusi

pada pemeliharaan perdamaian

dan keamanan di Korea Selatan
selama lebih dari 67 tahun melalui
tiga komando militer: Komando
Perserikatan Bangsa-Bangsa,

Pasukan Amerika Serikat di Korea,
dan Komando Pasukan Gabungan.
Masing-masing komando ini, pada
titik tertentu dalam sejarah mereka,
mengalami perkembangan signifikan
dalam lingkungan strategis yang
mengharuskan adaptasi misi atau
ruang lingkup mereka, tantangan yang
dihadapi secara bergantian oleh setiap

komando. Komitmen teguh militer A.S.

di Korea selama periode panjang ini
adalah bukti fleksibilitas dari lembaga-
lembaga ini, yang telah menunjukkan
kemampuan mereka untuk menanggapi
ancaman yang kompleks dan terus
berubah di Asia Timur Laut. Kondisi

di balik pembentukan masing-masing
komando membantu menjelaskan
bagaimana Korea Selatan menjadi
satu-satunya negara yang stabil

dan demokratis dengan pasukan

masa perangnya di bawah kendali
operasional komandan A.S., berfungsi
sebagai markas dari satu-satunya
pasukan gabungan dua negara A.S., dan
menjadi lokasi Komando Perserikatan

Bangsa-Bangsa yang dipimpin oleh A.S.

Komando P.B.B.

Kehadiran militer A.S. di Korea
dimulai dengan serius pada akhir
Perang Dunia II dalam apa yang
dimaksudkan sebagai tindakan minor
dan sementara untuk menstabilkan
Korea Selatan dan melawan potensi
ekspansi Soviet. Meskipun pada
awalnya diusulkan sebagai perwalian
selama lima tahun, kehadiran militer
itu diwujudkan sebagai Pemerintah
Militer Angkatan Darat A.S. di Korea.
Pemerintahan militer itu berakhir

pada Agustus 1948 dengan terpilihnya
Presiden Korea Selatan Syngman Rhee
dan beralih memegang peran sebagai
kelompok penasihat militer. Setelah
Rhee terpilih, A.S. mulai menarik
pasukannya dari Korea Selatan.
Sementara itu Korea Utara mulai
merencanakan invasi ke Korea Selatan,
yang dilakukan pada 25 Juni 1950.
Setelah pecahnya Perang Korea,
kepentingan A.S. di Asia mencakup
melawan ekspansi Tiongkok, Korea
Utara, dan Soviet di kawasan tersebut.
Presiden A.S. Harry S. Truman
memberikan pernyataan yang sangat
jelas baik secara pribadi maupun
publik bahwa kekhawatiran utamanya
mengenai Korea adalah masalah
keterlibatan Soviet dalam konflik
itu. Pada masa-masa awal perang,
pemerintah A.S. percaya bahwa invasi
Korea Utara ke Korea Selatan mungkin
menjadi bagian dari serangan komunis
regional yang dilakukan Republik
Rakyat Tiongkok (RRT) dan Republik
Sosialis Uni Soviet. Tindakan pertama
mereka adalah mengirim Armada
ke-7 A.S. untuk melindungi Republik
Tiongkok (sekarang Taiwan) untuk
memastikan bahwa Taiwan juga tidak
akan diserang, demikian menurut
catatan Departemen Angkatan Darat
A.S. Sejumlah perkembangan yang
terjadi secara bersamaan meningkatkan
kekhawatiran Truman terkait ancaman
komunis regional yang semakin luas
dan berani, termasuk kemenangan
Partai Komunis Tiongkok dalam
Perang Saudara Tiongkok dan uji coba
nuklir pertama Uni Soviet pada tahun
1949. Faktor-faktor ini berkontribusi
terhadap keputusan Truman untuk
memperluas bantuan ke Korea Selatan
di bawah naungan P.B.B. untuk
menghalangi ekspansi komunis di luar
negeri dan meningkatkan kredensial
antikomunis di dalam negeri.
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Untuk mencapai hal ini, A.S. meminta pengesahan
Dewan Keamanan P.B.B. Pembentukan Komando
P.B.B. melalui Resolusi 84 Dewan Keamanan P.B.B.
pada 7 Juli 1950, memberi A.S. izin untuk bertindak.
Resolusi tersebut menetapkan bahwa A.S. menunjuk
komandan komando terpadu, di bawah bendera P.B.B.,
untuk “membantu Korea Selatan dalam membela diri
terhadap serangan bersenjata dan dengan demikian untuk
memulihkan perdamaian dan keamanan internasional
di daerah tersebut.” Negara-negara Barat menganggap
tindakan Komando P.B.B. sebagai penghalang atas
ekspansi komunis yang berpotensi memengaruhi dunia
dan kawasan itu, dan tindakan itu dilegitimasi oleh
dukungan internasional secara luas. Dukungan bulat atas
resolusi itu di Dewan Keamanan dimungkinkan oleh
karena keputusan pemimpin Uni Soviet Joseph Stalin
untuk tidak mengirim perwakilan ke pertemuan tempat
mandat Komando P.B.B. untuk berpartisipasi dalam
Perang Korea disetujui. Seandainya Uni Soviet memblokir
resolusi tersebut, tidak jelas apakah keterlibatan di Korea
akan mendapatkan cukup dukungan di Kongres A.S.
untuk dilanjutkan secara sepihak. Sebaliknya, keputusan
Dewan Keamanan P.B.B. menetapkan preseden untuk
tindakan militer A.S. di luar negeri tanpa deklarasi perang
dari kongres, yang masih menjadi standar saat ini.

Setelah pertempuran selama satu tahun lebih sedikit,
A.S. (melalui Komando P.B.B.), RRT, dan Korea Utara
mendukung dimulainya pembicaraan gencatan senjata
untuk mengakhiri konflik sesegera mungkin. Akan tetapi,
Rhee menganggap penandatanganan perjanjian gencatan
senjata itu sebagai peniadaan prospek penyatuan Korea di
bawah Seoul, dan akibatnya, ancaman terhadap keamanan
Korea Selatan. Dalam surat-suratnya kepada Presiden
A.S. Dwight D. Eisenhower, Rhee menyatakan bahwa
penandatanganan perjanjian yang memungkinkan pasukan
komunis Tiongkok untuk tetap berada di Korea Utara
mewakili “penerimaan hukuman mati tanpa protes.”

Setelah negosiasi selama dua tahun dan penawaran
Perjanjian Pertahanan Timbal Balik, Rhee masih
keberatan dengan gencatan senjata itu dan menolak
untuk menandatanganinya. Pada akhirnya, gencatan
senjata itu ditandatangani oleh lima orang: dua
pemimpin Amerika dari Komando P.B.B., dua dari Korea
Utara, dan satu dari RRT.

Karena kegagalan untuk menyelesaikan masalah
jangka panjang selama negosiasi gencatan senjata,
Perjanjian Gencatan Senjata Korea menyerahkan masalah
penyelesaian “pertanyaan Korea” dan penarikan pasukan
asing dari Korea ke konferensi politik di Jenewa. Sifat
tanpa kompromi Rhee dan sasaran yang berbeda di Korea
Utara dan Korea Selatan meninggalkan sedikit harapan
akan keberhasilan konferensi itu. Rhee menyesalkan
ketentuan konferensi itu; dia bertanya kepada duta
besar A.S. berapa lama dia harus menunggu sebelum
sekutunya menyadari bahwa konferensi itu hanyalah
taktik mengulur waktu, bahwa tidak akan ada penarikan
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pasukan komunis Tiongkok dari Korea secara damai

dan tidak ada penyatuan melalui pemilihan umum

bebas yang diawasi oleh P.B.B. Konferensi itu gagal
menghasilkan kesepakatan untuk menyelesaikan masalah
mengenai pertanyaan Korea itu. Sebaliknya, konferensi
itu mengakibatkan garis lintang utara 38 derajat menjadi
perbatasan de facto dan pemeliharaan gencatan senjata
berkelanjutan sebagai pengganti perjanjian damai. Karena
perjanjian gencatan senjata itu ditandatangani oleh
komandan Komando P.B.B. dan menunjuk Komando
P.B.B. sebagai administrator dari setengah bagian selatan
Zona Demiliterisasi, kehadiran Komando P.B.B. di
semenanjung itu sebagai pelindung perdamaian dan
keamanan di daerah itu juga bertahan.

Pasukan A.S. di Korea
Meskipun pembentukan Komando P.B.B. terkait dengan
sasaran strategis regional, pembentukan Pasukan A.S. di
Korea dan keberadaan berkelanjutannya di semenanjung
Korea pada awalnya merupakan tanggapan terhadap
ketidakpercayaan antara A.S. dan Korea Selatan.
Ketika negosiasi gencatan senjata mengabadikan peran
berkelanjutan Komando P.B.B. di Semenanjung Korea,
intrik Rhee dan cita-citanya untuk unifikasi Korea
menghambat percepatan resolusi konflik Korea. Ketika
Perang Korea hampir berakhir, A.S. harus berfokus untuk
mendukung stabilitas di Korea Selatan sambil mendorong
Korea Selatan menahan diri terhadap masalah Korea
Utara, dan dengan demikian menawarkan Perjanjian
Pertahanan Timbal Balik sebagai jaminan kepada Korea
Selatan. Meskipun langkah ini merupakan reaksi terhadap
Rhee, nilai mempertahankan aliansi antikomunis yang
kuat di Pasifik juga menjamin berlanjutnya keterlibatan
A.S. di Korea Selatan.

Sejak awal, kepentingan A.S. mengenai Korea dan
perjanjian itu bersifat regional, seperti yang terjadi pada
Komando P.B.B. Memang, kalimat dalam perjanjian itu

berfokus pada penguatan “jalinan perdamaian di wilayah
Pasifik.” Korea Selatan disebut sebagian besar dalam
perannya sebagai pihak dalam perjanjian tersebut,
sementara itu “wilayah Pasifik” secara konsisten
disebut sebagai objek dari pertahanan perjanjian
tersebut. Pemikiran pemerintah A.S. di balik perjanjian
itu berpusat pada potensi kerja sama multilateral
antara sekutu perjanjian bilateral di Asia yang dirujuk
Eisenhower dan beberapa senator sebagai “NATO
[Pakta Pertahanan Atlantik Utara] Pasifik,” demikian
menurut dokumen kesaksian Komite Hubungan Luar
Negeri Senat A.S. Meskipun ada perjanjian bilateral
lainnya di Pasifik dan fokus regional perjanjian itu,
Jenderal Angkatan Darat A.S. Matthew Ridgway dan
Menteri Luar Negeri John Foster Dulles menganggap
perbedaan di antara negara-negara Asia terlalu besar
untuk membentuk koalisi yang serupa dengan NATO.
Penentangan keras Rhee terhadap perjanjian
gencatan senjata itu adalah salah satu alasan utama
sehingga Eisenhower menyetujui gagasan Perjanjian
Pertahanan Timbal Balik. Rhee berulang kali
mengancam akan melakukan tindakan sepihak terhadap
Korea Utara selama negosiasi. Pada tahun 1953, Rhee
membebaskan sekitar 25.000 tawanan perang Tiongkok
dan Korea Utara yang ingin tetap berada di Korea
Selatan yang demokratis. Tindakan itu merupakan
kejutan besar bagi Tiongkok, Korea Utara, dan Amerika
Serikat. Mendapatkan dukungan Rhee menjadi hal
yang sangat sulit sehingga A.S. memiliki rencana
cadangan yang disebut Rencana Operasi Everready,
sebagai cara yang dimungkinkan untuk mengatasi
keberatan Rhee terhadap bagian dari perjanjian
gencatan senjata yang diusulkan. Beberapa versi dari
rencana itu termasuk ketentuan untuk menundukkan
dan mengganti Rhee. Penawaran Perjanjian Pertahanan
Timbal Balik dimaksudkan untuk menghalangi Rhee
untuk mengambil tindakan sepihak terhadap Korea

KIRI: Tentara Korea Selatan
dan A.S. berjaga selama
upacara yang menandai
ulang tahun ke-63
penandatanganan Perjanjian
Gencatan Senjata Korea

di desa gencatan senjata
Panmunjom, Korea Selatan,
pada Juli 2016.

Utara dan membuatnya
menyetujui gencatan senjata
dan bukannya melanjutkan
konflik. Perlu waktu yang
lama untuk meredakan
kekhawatiran Rhee, dan dia
mengizinkan tercapainya
negosiasi itu. Akan tetapi,
Rhee masih menolak untuk
menandatangani perjanjian
gencatan senjata.

Para veteran Perang

Korea dari Korea Selatan
memberikan penghormatan
saat upacara pada Juli 2017
di Seoul yang menandai
ulang tahun ke-64 Perjanjian

Gencatan Senjata Korea.
Komando Pasukan

Gabungan

Komando Pasukan Gabungan (Combined Forces
Command - CFC) merupakan komando pertama
yang dibentuk sebagai tanggapan langsung terhadap
kemampuan Korea Utara dan bukannya masalah-
masalah regional. Akan tetapi sama seperti komando
lainnya, ruang lingkup dan misinya berevolusi untuk
mengakomodasi peristiwa yang terjadi. Pada faktanya,
Komando Pasukan Gabungan dibentuk pada tahun
1978 untuk memfasilitasi penarikan pasukan A.S. dari
Korea Selatan, prakarsa utama Presiden A.S. Jimmy
Carter yang kemudian dibatalkan oleh Presiden

A.S. Ronald Reagan pada tahun 1981. Pembatalan
prakarsa yang dilakukan Reagan itu muncul menyusul
pengungkapan selama pemerintahan Carter bahwa
kemampuan Korea Utara telah berkembang jauh lebih
pesat dari yang diperkirakan pada awalnya. Sebelum
pembatalan prakarsa itu, kontrol operasional pasukan
Korea Selatan dipindahkan dari Komando P.B.B. ke
Komando Pasukan Gabungan dan kerangka acuan
untuk panglima tertinggi, Komando P.B.B., diubah pada
tahun 1983 untuk mencerminkan keberadaan Komando
Pasukan Gabungan sebagai “entitas hukum dan militer
yang terpisah dari Komando P.B.B.”
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Wacana Komando Pasukan Gabungan pertama kali
dilontarkan pada awal tahun 1970-an, ketika dinamika
regional yang berubah mendorong pertimbangan

BAWAH: Jenderal Angkatan Darat
A.S. Vincent Brooks, komandan
Komando Pasukan Gabungan

dan Pasukan Amerika Serikat

di Korea, tengah; Kim Byeong-
Joo, wakil komandan Komando
Pasukan Gabungan yang baru saja
menjabat saat itu, kedua dari kiri;
dan Leem Ho-Young, komandan
yang meninggalkan jabatannya,
kanan, memeriksa pasukan
selama upacara serah terima
jabatan komandan di Garnisun
Yongsan Angkatan Darat A.S.
pada 11 Agustus 2017, di Seoul,
Korea Selatan.

KANAN JAUH: Mayor Jenderal Korea
Utara Lee Sang Cho, penanda
tangan Perjanjian Gencatan
Senjata Korea dari pihak komunis,
masuk ke dalam Jeep bersama
dengan negosiator lainnya setelah
pertemuan di Panmunjom, Korea
Selatan, pada 7 April 1953. Tiga
hari setelah penandatanganan
perjanjian itu, hambatan terakhir
terhadap pertukaran ribuan
prajurit komunis yang terluka
dengan 120 tahanan Amerika

dan 480 tahanan Perserikatan
Bangsa-Bangsa berhasil diatasi.
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pembubaran Komando
P.B.B. untuk kepentingan
meredakan ketegangan
dengan RRT dan perjanjian
damai dengan Korea Utara.
Baik Korea Selatan dan A.S.
mendukung pengakhiran
Komando P.B.B. tetapi
untuk alasan yang berbeda.
Bagi A.S., membubarkan
Komando P.B.B. akan
membantu upayanya untuk
menormalkan hubungan
dengan RRT. Nota internal
NSC mendokumentasikan
bahwa A.S. bermaksud
“untuk bekerja terutama
secara paralel dengan RRT,
baik untuk mendukung

dan menahan sekutu

Korea kita masing-masing
jika diperlukan” dalam
negosiasi. Selain itu,
sasaran doktrin Presiden

A.S. Richard Nixon untuk memberikan sekutu
kontrol domestik atas pertahanan mereka sendiri
membenarkan pembubaran Komando P.B.B., yang
masih mempertahankan kontrol operasional pasukan
Korea Selatan pada titik ini, demikian pendapat
beberapa ahli. Komando Pasukan Gabungan akan
memfasilitasi transfer kontrol operasional ke Korea
Selatan berdasarkan prakarsa ini.

Korea Selatan menganggap mendekatnya
hubungan A.S.-Tiongkok dan Doktrin Nixon sebagai
faktor motivasi untuk pembubaran Komando P.B.B.
dengan cara yang berbeda. Park Chung-hee khawatir
Korea Selatan mungkin menjadi terisolasi karena
peningkatan hubungan A.S. dengan RRT dan bahwa
A.S. mungkin juga berupaya menjalin hubungan
diplomatik dengan Korea Utara, demikian menurut
sejarah yang dipublikasikan oleh Wilson Center.
Park berupaya melakukan dialog antar-Korea untuk
mendapatkan jaminan keamanan bagi semenanjung
itu semisal terjadi penarikan pasukan A.S. Dengan
demikian, pembicaraan tentang pembubaran
Komando P.B.B. menjadi bagian yang berguna dari
paket negosiasi di antara kedua Korea. Ternyata, A.S.
memang mempertimbangkan untuk memperluas
hubungan dengan Korea Utara selama waktu ini,
meskipun lebih suka menunggu sampai setelah
pembubaran Komando P.B.B., karena jika melakukan

hal itu sebelum pembubaran dapat menyebabkan Korea
Utara “terdorong untuk tidak bersedia berkompromi”
dan membuat negosiasi menjadi lebih sulit, demikian
menurut nota NSC.

Negosiasi ini tidak berhasil dalam membubarkan
Komando P.B.B., terutama karena ketidakmampuan
kedua Korea untuk menyetujui ketentuan, bukan karena
konflik Tiongkok-A.S. Baik A.S. dan RRT menyatakan
keinginan untuk melanjutkan keterlibatan dalam
mempertahankan gencatan senjata. Akan tetapi, Korea
Utara dan Korea Selatan masing-masing menyerahkan
resolusi yang bertentangan ke Majelis Umum P.B.B.
mengenai masalah Komando P.B.B. pada tahun 1975.
Ini menandai pertama kalinya proposal Korea Utara
mengenai pertanyaan Korea diperdebatkan di Majelis
Umum, karena Korea Utara baru saja mulai terlibat
dalam P.B.B. setelah pembubaran Komisi P.B.B.
untuk Unifikasi dan Rekonsiliasi Korea, demikian
yang diungkapkan catatan Majelis Umum P.B.B. Akan
tetapi, para ahli mendokumentasikan bahwa resolusi
Korea Utara menyerukan penarikan penuh pasukan
A.S. dari semenanjung Korea, sementara itu usulan
Korea Selatan menyerukan pembubaran Komando
P.B.B. tetapi mempertahankan pasukan A.S. di Korea
Selatan. Pada akhirnya, kedua resolusi itu tidak dapat
direkonsiliasi, Komando P.B.B. tidak dibubarkan, dan
hubungan antar-Korea menjadi stagnan.

Selama negosiasi pembubaran Komando P.B.B.,
A.S. mempertimbangkan berbagai metode untuk
mempertahankan kontrol operasional pasukan Korea
Selatan. Menteri Luar Negeri A.S. Henry Kissinger
menyatakan bahwa yang paling “praktis dan, bagi pihak
Korea Selatan, pengganti paling meyakinkan untuk
Komando P.B.B.” adalah kontrol operasional dengan
komando gabungan A.S.-Korea Selatan baru yang
dipimpin oleh perwira senior A.S. Kebuntuan di Majelis
Umum P.B.B. atas nasib Komando P.B.B. pada tahun
1975 mengakhiri aspirasi untuk pembentukan sebuah
komando gabungan hingga menjadi lembaga fasilitator
untuk kebijakan penarikan Carter.

Komitmen Carter untuk menarik pasukan dari Korea
Selatan berawal sebagai janji kampanye yang dimotivasi
oleh keengganan untuk mendukung penempatan
pasukan darat di luar negeri dalam jangka panjang,
catatan hak asasi manusia Presiden Korea Selatan saat
itu Park Chung-hee, serta ketakutan terhadap apa
yang disebut tripwire, atau keterlibatan militer secara
otomatis dalam peperangan. Akan tetapi, perkiraan
komunitas intelijen pada saat itu menyebutkan bahwa
semakin banyak bukti bahwa kekuatan militer Korea
Utara jauh lebih besar daripada yang diperkirakan
sebelumnya. Pemerintahan Carter tidak menghiraukan
nasihat dari komunitas intelijen dan terus melaksanakan
keputusan itu hingga perkiraan intelijen itu menjadi
begitu kuatnya sehingga Carter terpaksa mengubah
posisinya. Carter mengumumkan bahwa kebijakan
penarikan itu akan dipertimbangkan kembali pada tahun
1981, tetapi dia kalah dalam pemilihan umum untuk
masa jabatan kedua dan kebijakan itu segera dibatalkan
oleh Reagan. Akan tetapi, Komando Pasukan Gabungan
tetap berada pada tempatnya.

Ketangkasan bersama

Masing-masing dari tiga komando ini selama masa
jabatannya mengalami perkembangan dalam lingkungan
keamanan yang mengharuskan adaptasi misinya. Untuk
Komando P.B.B., ini merupakan kegagalan Konferensi
Jenewa, yang menyebabkan Komando P.B.B. menjadi
peralatan permanen yang mempertahankan gencatan
senjata di semenanjung Korea. Rhee menunjukkan
kesediaannya untuk memprovokasi Korea Utara, seperti
melalui pembebasan tahanan perang, mendorong
peninjauan kembali pendekatan A.S. terhadap kawasan
yang mencakup pembentukan Pasukan A.S. di Korea.
Untuk Komando Pasukan Gabungan, pengungkapan
peningkatan kemampuan Korea Utara memaksa A.S.
untuk memeriksa kembali komitmennya terhadap
Korea Selatan. Alih-alih muncul secara tiba-tiba oleh
karena terjadinya suatu peristiwa, ketiga komando itu
telah membuktikan ketahanan dan kemampuan untuk
berevolusi dan mengatasi tantangan keamanan yang
meningkat di Asia Timur Laut. O
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PEMBELA SIBER

SINGAPURA MEMBANGUN PASUKAN PENJAGA JARINGAN BERKELAS DUNIA

MAYOR EDWIN CHUA/ORGANISASI SIBER PERTAHANAN SINGAPURA

ngkatan Bersenjata Singapura
(Singapore Armed Forces - SAF)
generasi ketiga memiliki kemampuan
terdepan yang terhubung bersama
sebagai sistem pertempuran terpadu.
Akan tetapi, jaringan yang merupakan
tendon pasukan Singapura dapat
menjadi titik lemah jika negara itu tidak dapat
mempertahankan jaringan dan kepentingannya di
ruang siber. Untuk melindungi kepentingan ini,
Kementerian Pertahanan Singapura telah membentuk
Organisasi Siber Pertahanan.

SAF GENERASI KETIGA
Ketika Singapura memperoleh kemerdekaan pada
tahun 1965, kami harus segera membangun SAF untuk
menyediakan pertahanan dasar kami. Prioritas SAF
generasi pertama adalah membangun Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selanjutnya,
SAF generasi kedua pada tahun 1980-an dan 1990-an
berfokus pada modernisasi kemampuan militer untuk
secara meyakinkan mengalahkan setiap calon agresor.
"Transformasi generasi ketiga SAF dimulai pada awal
tahun 2000-an dan memanfaatkan teknologi militer
baru dan konsep operasi yang berpusat pada jaringan
— penyerangan presisi, kemampuan tak berawak, dan
yang paling penting, komputer dan sistem komunikasi,
untuk membentuk pasukan canggih yang terhubung
dalam jaringan.

Saat ini, SAF telah mengembangkan perangkat
keras terdepan dan terhubung dalam jaringan
sebagai sistem pertempuran terpadu. Prajurit kami
menggunakan jaringan untuk mendeteksi dengan
lebih cepat, memanuver pasukan secara efektif, dan
menerapkan kekuatan persenjataan secara tepat di
medan perang. Salah satu contohnya adalah Exercise
Forging Sabre, latihan penyerangan dengan amunisi
aktif terpadu yang dilakukan setiap dua tahun di Area
Pelatihan Barry M. Goldwater di Arizona, Amerika
Serikat. Latihan terbaru pada tahun 2015 melibatkan
wahana udara tanpa awak (UAV), pasukan khusus di

darat, pos komando udara-darat yang terintegrasi,
dan pesawat jet tempur F-15 dan F-16. Pasukan

ini terhubung dalam jaringan secara seketika untuk
mengirimkan penyerangan presisi ke beberapa target
bergerak hampir secara bersamaan.

JARINGAN: KEMAMPUAN ATAU KERENTANAN?
Tautan data dan jaringan peperangan merupakan
faktor pendorong utama kemampuan transformasional
SAF. Akan tetapi, ketergantungan kami pada jaringan
ini juga dapat menghadirkan kerentanan kritis. Kita
dapat menarik perbandingan dengan dunia sipil,
tempat internet, yang menghubungkan dunia dan
memungkinkan orang-orang untuk meningkatkan
cara mereka hidup, bekerja, dan bermain, juga

dapat menciptakan peluang untuk dieksploitasi oleh
elemen jahat. Berkembangnya internet dan perangkat
yang terhubung ke internet telah menciptakan
kerentanan yang dapat dimanfaatkan oleh peretas
untuk menyerang instansi pemerintah, organisasi
swasta, dan individu. Salah satu contoh adalah
serangan ransomware WannaCry. Selama satu
minggu pada Mei 2017, WannaCry memengaruhi
lebih dari 220.000 sistem komputer di 150 negara
dan sangat mengganggu Layanan Kesehatan
Nasional Inggris Raya. Gangguan ini memengaruhi
rumabh sakit di seluruh negara itu dan menghambat
penyediaan perawatan medis kritis kepada pasien yang
membutuhkan.

Skala dan ruang lingkup serangan WannaCry juga
menggambarkan titik penting tentang jangkauan
global ancaman siber. Tidak seperti kemampuan
militer konvensional, yang dibatasi oleh kondisi
geografi dan fisik, ancaman siber tidak terikat oleh
batasan fisik — ancaman ini dapat berasal dari mana
saja di dunia dan dapat memiliki jangkauan global.
Tidak ada militer yang bersedia menjadi mangsa
ancaman siber dan membiarkan kemampuan dan
platform mereka disandera untuk ditukar dengan uang
tebusan melalui internet.

Karena munculnya ancaman global baru ini,
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Kementerian Pertahanan (Ministry of Defence

- MINDEF) Singapura mengadopsi pendekatan
multilevel terhadap pertahanan siber, termasuk
pemisahan fisik antara internet dan jaringan internal
dan operasional kami. Akan tetapi, postur pertahanan
siber pasif tidak cukup untuk melindungi MINDEF
dan SAF dari semua ancaman siber. Kami juga perlu
secara proaktif mengembangkan dan menerapkan
solusi untuk melindungi jaringan kami dari intrusi
siber, memantau pertahanan dan jaringan siber kami
setiap saat, dan mengoordinasikan tanggapan terhadap
serangan siber.

MEMPERTAHANKAN RANAH DIGITAL

Untuk melindungi jaringan kami, MINDEF
menciptakan Pusat Operasi Pertahanan Siber pada
tahun 2013. Sejak itu, risiko ancaman siber terus
berkembang pesat. Kami juga melihat lebih banyak
ancaman siber yang bukan hanya menyerang jaringan
pemerintah secara langsung, tetapi juga mencari titik-
titik lemah dalam industri pertahanan dan organisasi
yang terkait dengan militer. Ini dapat menyebabkan
hilangnya informasi pertahanan yang sensitif atau
memengaruhi operasi militer.

Menteri Pertahanan Singapura Dr. Ng Eng Hen
mengumumkan pada Maret 2017 pembentukan
Organisasi Pertahanan Siber (Defence Cyber
Organisation - DCO) untuk mengamankan seluruh
klaster pertahanan terhadap serangan siber, termasuk

KIRI: Menteri Pertahanan Singapura

Dr. Ng Eng Hen menggembar-
gemborkan dimulainya Organisasi
Siber Pertahanan negara itu pada
Maret 2017. DCO diperkirakan
akan tumbuh dan mempekerjakan
2.600 orang selama satu dekade
mendatang. reuters

SAF, mitra industri
pertahanan, dan
organisasi terkait
lainnya. DCO

akan terdiri dari
empat formasi di
MINDEF/SAF, yaitu:
Divisi Keamanan
Siber, Direktorat
Kebijakan dan
Rencana, Inspektorat
Keamanan Siber, dan Kelompok Pertahanan Siber.
Misinya adalah memimpin upaya untuk mengamankan
jaringan dan sistem pertahanan dan mengatasi

setiap serangan siber dengan tegas untuk menjaga
kelangsungan operasi.

Divisi Keamanan Siber adalah cabang operasional
dari DCO, menyediakan pengawasan sehari-hari
terhadap keamanan siber dari masing-masing sektor
pertahanan individu dan menanggapi serangan.
Direktorat Kebijakan dan Rencana adalah arsitek
untuk rencana pengembangan pertahanan siber
secara keseluruhan dan akan memimpin upaya untuk
mendorong keterlibatan dan kolaborasi internasional
yang lebih besar untuk pertahanan siber. Inspektorat
Keamanan Siber akan memperkuat pertahanan siber
melalui latihan penilaian kerentanan serta memastikan
bahwa setiap entitas mematuhi kebijakan keamanan
siber yang sudah ditetapkan. Pertahanan siber

Karyawan Cisco menjaga stan
perusahaan selama Singapore
International Cyber Week 2016.
Acara tahunan ini mempertemukan
perusahaan swasta dan pejabat

keamanan siber. arp/GerTy IMAGES

pemerintah untuk menjalin kemitraan

setiap saatnya terhadap jaringan operasional SAF akan
dilakukan oleh Kelompok Pertahanan Siber, yang akan
meningkatkan ketangguhan dan ketahanan jaringan dan
sistem militer SAF terhadap ancaman siber, yang dengan
demikian memperkuat kemampuan perang.

DCO juga akan berkontribusi pada keamanan siber
nasional. Salah satu fitur ranah digital adalah bahwa
label konvensional seperti “keamanan dalam negeri”
dan “pertahanan eksternal” mungkin tidak berlaku lagi.
Bagaimanapun juga, internet tidak mengenal batas
negara, dan serangan dapat berasal dari mana saja
dengan titik asal yang disamarkan. Selain itu, serangan
terhadap infrastruktur sipil yang kritis seperti jaringan
listrik dan jaringan transportasi dapat berimplikasi pada
sektor sipil dan pertahanan. Sebagai pengakuan atas
efek lintas-sektor dari serangan siber, sebagai proyek
percontohan, Singapura akan mengerahkan beberapa
pembela sibernya dari MINDEF untuk mendukung
Badan Keamanan Siber nasional dalam mempertahankan
infrastruktur informasi sipil yang kritis.

DCO juga akan memimpin keterlibatan mitra yang
berpikiran sama untuk memperkuat pertahanan siber
secara kolektif. Di ranah siber, tidak ada satu pun negara
atau organisasi yang dapat mengalahkan ancaman siber
transnasional sendirian. Oleh karena itu, kami akan
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan kami
melalui kunjungan staf, pembagian pengalaman operasi,
dan pelatihan serta latihan dengan mitra internasional.

Sebagai bagian dari upaya Singapura untuk
mendukung norma-norma siber internasional, kami
juga akan memfasilitasi diskusi terbuka tentang isu dan
tantangan keamanan siber yang umum dijumpai serta
mendorong pengembangan peningkatan kemampuan
dan keyakinan terkait keamanan siber. Diskusi ini akan
mendukung pengembangan norma dan aturan siber
internasional, yang merupakan bidang penting tempat
pemerintah dapat bekerja sama untuk menjadikan ruang
siber lebih stabil dan aman.

PELATIHAN PEMBELA SIBER KAMI

Pekerjaan DCO perlu didukung oleh perluasan tenaga
kerja siber. Tenaga kerja ini terdiri dari profesional
militer dan anggota wajib militer dan diharapkan untuk
tumbuh menjadi 2.600 personel selama 10 tahun ke
depan. Untuk memenuhi peningkatan kebutuhan bagi
para pembela siber, kami telah menciptakan lapangan
kerja pertahanan siber baru untuk anggota wajib militer.
Lapangan kerja ini akan memungkinkan kami untuk
memanfaatkan kumpulan bakat siber lebih luas yang
tersedia di Singapura untuk mempertahankan jaringan
dan sistem.

Pembela siber akan membutuhkan keterampilan
dan bakat siber tingkat tinggi guna bertahan melawan
ancaman dari mana saja di dunia. Dengan demikian,
kami membutuhkan pembela siber berkelas dunia. Para

pelajar yang telah menunjukkan bakat siber, baik melalui
kursus akademik atau melalui partisipasi dalam kompetisi
siber, akan diidentifikasi dan diundang untuk mengikuti
ujian seleksi. Mereka yang dinyatakan cocok akan
memiliki kesempatan untuk berdinas dalam pertahanan
siber.

Pembela siber diharapkan untuk tampil sebagai
operator Pusat Operasi Keamanan (Security Operations
Centre - SOC), penanggap insiden, dan penyelidik
forensik. SAF akan mengerahkan operator SOC untuk
memantau jaringan dan sistem kritis di sepanjang waktu
guna mendeteksi anomali dan menandai serangan
potensial. SAF akan melatih penanggap insiden untuk
bertindak cepat guna mencegah insiden apa pun dan
meminimalkan dampaknya pada jaringan SAF. Setelah
terjadinya sebuah insiden, penyelidik forensik akan
menganalisis data dan menemukan pola kegiatan yang
dapat memungkinkan kami untuk mempertahankan
jaringan kami dengan lebih baik dari serangan di masa
depan.

Untuk memperkuat sistem pelatihan pertahanan
siber kami, MINDEF memanfaatkan mitra komersial
dan sistem pendidikan Singapura. Kami telah
menandatangani nota kesepahaman (MOU) pelatihan
pertahanan siber dengan Singapore Technologies
Electronics (Info-Security) dan Nanyang Polytechnic.
MOU itu akan mendorong kemitraan tripartit untuk
pelatihan pertahanan siber di enam bidang: penyediaan
kursus khusus, yang terakreditasi secara internasional
dan sejalan dengan standar industri; pengembangan
bersama kurikulum pertahanan siber yang disesuaikan;
koneksi dengan dunia industri; penelitian dan
pengembangan kolaboratif; pengembangan jaringan
profesional; dan fasilitasi pembagian informasi.

PERTAHANAN SIBER SEBAGAI FAKTOR PENDORONG
UTAMA

SAF saat ini memiliki keunggulan dalam kemampuan
perangnya berdasarkan penggunaan jaringan secara
efektif dan konsep peperangan yang terhubung melalui
jaringan. Ketergantungan pada jaringan ini diharapkan
tumbuh saat kami bergerak menuju platform dan sistem
pertempuran generasi berikutnya. Tanpa pertahanan
siber, jaringan yang menghubungkan pasukan tempur
kami akan menjadi kerentanan kritis yang akan
dieksploitasi oleh setiap calon agresor. Tidak seperti
ancaman konvensional, yang dibatasi oleh kondisi
geografi, domain siber tidak dibatasi secara geografis,
dan ancaman dapat datang dari mana saja. DCO harus
membangun kekuatan dan kemampuannya dengan
cepat. Untuk melakukannya, DCO akan memanfaatkan
kumpulan bakat siber nasional melalui wajib militer.
Pada akhirnya, pertahanan siber akan menjadi faktor
pendorong utama bagi SAF yang berteknologi maju,
cakap, dan terhubung melalui jaringan. O
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POLITIK DAN
AKRTIVITAS

RUTUB

Berbagai negara bekerja sama di Arktik, tetapi meningkatnya
militerisasi dapat membahayakan perdamaian

STAF FORUM

erubahan iklim mengantarkan perlombaan
sumber daya baru di Arktik. Berbagai

negara sedang melakukan manuver untuk
menguasai kawasan itu, yang menyimpan
banyak cadangan minyak, gas, dan mineral yang baru
saja dapat diakses ketika es di kutub meleleh dengan
laju yang semakin cepat. Es yang mencair, yang
menghilang dengan kecepatan sekitar dua kali lipat
dari lokasi lain di planet ini, juga bisa membuka rute
pengapalan yang lebih pendek antara Eropa Barat dan
Asia Timur dan memperluas peluang pariwisata dan
penangkapan ikan komersial. Beberapa pihak percaya
bahwa Samudra Arktik akan bebas es selama bulan-
bulan musim panas tahun 2020 dan sepanjang tahun
pada pertengahan hingga akhir abad ini, membuka
potensi lebih dari 20 persen cadangan minyak dunia
untuk diekstraksi.

Dengan melimpahnya harta yang sangat menarik
itu, banyak negara telah meningkatkan penelitian,
eksplorasi, pengembangan, dan investasi lainnya
di kawasan itu serta militerisasi, yang semuanya
menghadirkan kebingungan baru dan dapat
mengancam perdamaian dan

Seorang tentara Rusia keamanan regional dan global,
berdiri di dekat kendaraan  demikian ungkap beberapa ahli.
militer di pangkalan

Nagurskoye di kepulauan .
terpencil Franz Josef Land  Komersial membawa tantangan

di Arktik. reuters baru, termasuk pencegahan

“Peningkatan aktivitas

tumpahan minyak, pencarian dan penyelamatan, dan
kemungkinan penyelundupan dan imigrasi,” ungkap
Dr. Michael Byers, ahli Arktik dan profesor hubungan
internasional di University of British Columbia,
Kanada, kepada FORUM.

Delapan negara Arktik — Kanada, Denmark
(Greenland dan Kepulauan Faroe), Finlandia, Islandia,
Norwegia, Rusia, Swedia, dan Amerika Serikat —
semuanya memiliki wilayah di dalam Lingkar Arktik.
Lima dari kedelapan negara ini juga memiliki garis
pantai yang dipertahankan di Samudra Arktik. Tetapi
negara-negara non-Arktik juga berusaha untuk
menegaskan pengaruh di kawasan tersebut.

Rusia dan Denmark secara resmi telah menegaskan
kedaulatan atas perluasan bagian dasar laut Arktik
di luar zona ekonomi eksklusif mereka yang
membentang 200 mil laut dari pantai mereka. Dan
Kanada berencana untuk mengajukan klaim perluasan
bagian landas kontinennya pada tahun 2018. Klaim
tumpang tindih itu, yang beberapa di antaranya
diajukan sebelum tahun 1925 dan mencakup Kutub
Utara, belum diselesaikan berdasarkan ketentuan
Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa
(UNCLOS), yang mengatur bagaimana persengketaan
tentang batas dan wilayah maritim diselesaikan dan
memberi negara-negara hak eksklusif untuk memanen
mineral dan material dari bawah dasar lautan landas
kontinen mereka.

32

IPD FORUM

IPD FORUM

33



Derek tampak
menjulang Pengendalian wilayah itu juga
di pelabuhan berpotensi menghasilkan keuntungan
Murmansk, potensi menghasilkan keuntunga
Arktik Rusia, di ~ militer strategis. A.S. tidak membuat
Laut Barents. perluasan klaim ke dasar laut Arktik,
REUTERS tetapi merenungkan bagaimana
melakukan perang permukaan laut di
Arktik yang senantiasa berubah.

Es Arktik berkisar hingga setebal 5 meter di beberapa
tempat sehingga membuat gerakan menjadi sulit. Es
itu menghilang lebih cepat di sana daripada di tempat
lain di planet ini, sebagian, karena ketika es mencair, air
yang dihasilkan menyerap panas sehingga mempercepat
pemanasan. Hanya 20 persen lebih sedikit dari es Arktik
terdiri dari es multitahun yang tetap padat sepanjang
tahun, mewakili penurunan lebih dari 50 persen dari 20
tahun yang lalu, demikian menurut Pusat Data Salju dan
Es Nasional A.S.

Salah satu rute perdagangan utama yang terbuka,
yang dikenal sebagai Rute Laut Utara, melewati
wilayah Rusia, membentang di sepanjang pantai utara
Rusia dari Laut Kara hingga Selat Bering. Kapal-kapal
dapat melakukan perjalanan beberapa hari lebih lama
dalam setahun di antara pelabuhan Arktik Rusia dan
Norwegia. Mengangkut barang dari Jepang ke Belanda
melalui rute ini memperpendek jaraknya hampir 3.900
mil laut daripada perjalanan melalui Terusan Suez,
demikian menurut Kantor Informasi Rute Laut Utara di
Murmansk, Rusia. Rute utama lainnya, Lintasan Barat
Laut, yang membentang dari Kanada hingga Finlandia,
berjarak sekitar 1.000 mil laut lebih pendek daripada rute
konvensional melalui Terusan Panama.

Tiongkok telah mengangkat profilnya di Arktik dalam
dekade terakhir ini, mengingat kepentingannya pada
rute komersial baru dan peningkatan aktivitas di sana.
Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan memiliki program
penelitian kutub dengan fasilitas pemecah es. Misalnya,
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kapal penelitian Tiongkok yang diberi nama Snow
Dragon secara rutin mengeksplorasi di sepanjang landas
kontinen A.S. Tiongkok berencana untuk memutakhirkan
armada pemecah esnya dan mengembangkan teknologi
untuk mengeksploitasi sumber daya alam Arktik seperti
pengeboran laut dalam. Reuters melaporkan bahwa
sebuah perusahaan Tiongkok telah membeli proyek
penambangan bijih besi senilai 33,2 triliun rupiah

(2,35 miliar dolar A.S.) di Greenland, yang merupakan
wilayah otonom Denmark, namun konsorsium itu

sedang menunggu harga bijih besi yang lebih baik untuk
mengembangkannya. Tambang itu memiliki kapasitas
untuk memproduksi 15 juta ton bijih besi per tahun untuk
dikirim ke Tiongkok.

KEPENTINGAN BERSAMA DI ARKTIK

Delapan negara Arktik menciptakan Dewan Arktik
pada tahun 1996 untuk mempromosikan kerja sama,
koordinasi, dan interaksi terkait masalah umum Arktik
seperti pembangunan berkelanjutan dan perlindungan
lingkungan. Dewan itu juga mewakili 4 juta lebih
penduduk yang hidup di sebelah utara garis lintang 66
derajat, sekitar setengahnya adalah warga Rusia dan
500.000 penduduk asli.

Dewan Arktik telah memberikan status pengamat
kepada 13 negara non-Arktk: Tiongkok, Prancis, Jerman,
India, Italia, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Polandia,
Singapura, Spanyol, Swiss, dan Inggris Raya. 26 organisasi
antarpemerintah, antarparlemen, dan nonpemerintah
lainnya, termasuk Organisasi Meteorologi Dunia yang
baru saja ditambahkan dan National Geographic Society,
mendapatkan status pengamat. Uni Eropa dan Turki juga
telah mengajukan permohonan.

Saat meneruskan jabatan ketua Dewan Arktik dari
A.S. ke Finlandia pada Mei 2017, Menteri Luar Negeri
A.S. Rex Tillerson mengatakan: “Dewan Arktik, yang
baru-baru ini merayakan ulang tahun ke-20, telah
terbukti menjadi forum yang sangat penting tempat kita
dapat melaksanakan kerja sama. Saya ingin menegaskan
bahwa Amerika Serikat akan terus menjadi anggota aktif
di dewan ini. Kesempatan untuk memimpin dewan itu
hanya memperkuat komitmen kami untuk melanjutkan
pekerjaannya di masa depan.”

Menjaga stabilitas di kawasan ini tetap penting untuk
melindungi prospek ekonomi, demikian ungkap para ahli.
“Masalah militer dan ekonomi sangat terkait di Arktik,”
tulis Stephanie Pezard dan beberapa rekan kerjanya di
Rand Corp. dalam laporan pada Maret 2017,“ Menjaga
Kerja Sama dengan Rusia.” “Dan ... kekhawatiran ini bisa,
kadang-kadang,” tulis laporan itu, “menyebabkan kebijakan
Rusia tampaknya terfragmentasi di kawasan tersebut.”

LEBIH BANYAK MILITERISASI

Meskipun tampaknya ada kerja sama yang solid dalam
urusan Dewan Arktik dan banyak peluang komersial bagi
negara-negara Arktik di dalam wilayah kedaulatan yang
tidak dipersengketakan tempat sebagian besar cadangan

Bersambung ke halaman 38

Seorang pekerja
memilah salmon
di sebuah pabrik
pengolahan

di pelabuhan
Murmansk,
Arktik Rusia.

REUTERS
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RUTE LAUT, SUMBER DAYA,
DAN LOKASI MILITER YANG

Berbagai negara harus
membuktikan bahwa

p* landas kontinental mereka
BERKEMBANG DI ARKTIK o s
6*? 370 kilometer ke dalam
Es laut Arktik yang mencair menawarkan peluang ekonomi bagi berbagai § ?naeT]uﬂlrjulrt]ua?g;l:;
negara untuk mengakses sumber daya dan rute pengapalan yang lebih pendek. g '
Berbagai negara harus menentukan cara mengelola akses dan batasan-batasan
terhadap kekayaan yang baru saja tersedia ini. Dipimpin oleh Rusia, militerisasi
Arktik juga meningkat karena kontrol kawasan itu menawarkan keuntungan Kutub
militer strategis. Dewan Arktik adalah mekanisme utama untuk mendorong kerja KANADA Utara
sama di kawasan itu, tetapi forum antarpemerintah ini tidak dibentuk untuk RUSIA
menangani masalah keamanan.
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I EWATTRATHIKS
(Didirikan pada tahun 1996)

= 13 PENGAMAT NON-ARKTIK

8 NEGARA ANGGOTA

Kanada
Denmark
Finlandia
Islandia
Norwegia
Rusia
Swedia
AS.

6 ORGANISAS| =
PESERTA PERMANEN

1. Asosiasi Internasional Aleut

1. Tiongkok - Pertemuan Tingkat Menteri Kiruna, 2013

2. Prancis - Pertemuan Tingkat Menteri Barrow, 2000

3. Jerman - Pertemuan Tingkat Menteri Iqaluit, 1998

4. India - Pertemuan Tingkat Menteri Kiruna, 2013

5. ltalia - Pertemuan Tingkat Menteri Kiruna, 2013

6. Jepang - Pertemuan Tingkat Menteri Kiruna, 2013

7. Belanda - Pertemuan Tingkat Menteri Iqaluit, 1998

8. Polandia - Pertemuan Tingkat Menteri Iqaluit, 1998

9. Singapura - Pertemuan Tingkat Menteri Kiruna, 2013
10. Korea Selatan - Pertemuan Tingkat Menteri Kiruna, 2013
11. Spanyol - Pertemuan Tingkat Menteri Salekhard, 2006
12. Swiss - Pertemuan Tingkat Menteri Fairbanks 2017

13. Inggris Raya - Pertemuan Tingkat Menteri lgaluit, 1998

2. Dewan Athabaskan Arktik
3. Dewan Internasional Gwich'in PENGAMAT LAINNYA
4. Dewan Lingkar Kutub Inuit - 13 organisasi antarpemerintah dan antarparlemen
5. Asosiasi Masyarakat Pribumi Rusia di Utara * 13 organisasi nonpemerintah
6. Dewan Saami
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Sambungan dari halaman 34

minyak dan gas berada, hal itu tidak menghentikan
berbagai negara untuk melakukan militerisasi di kawasan
itu. Rusia memimpin pengembangan kekuatan militer, dan
sebagian besar negara-negara Arktik memiliki pangkalan
di sana kecuali Finlandia dan Islandia.

Rusia memiliki sumber daya militer paling banyak di
kawasan itu dengan enam pangkalan militer, 16 pelabuhan
laut dalam, dan 13 pangkalan udara serta terus membuka
kembali dan membangun lebih banyak pangkalan di sana.
Pada April 2017, Rusia meluncurkan kompleks militer
seluas 36.000 kilometer persegi di kepulauan Franz Josef
Land yang disebut Arctic Trefoil. Kompleks ini dirancang
untuk melindungi wilayah udara Rusia dan aset Arktik
lainnya. Selama Parade Hari Kemenangannya pada Mei
2017, Rusia memamerkan dua sistem rudal Arktik baru,
yaitu Tor-M2D'T" dan Pantsir-SA.

Selagi kepentingan A.S. di Arktik tidak menonjol,
“Arktik Rusia adalah pusat identitas nasional Rusia,”
ungkap Ernie Regehr, peneliti senior di bidang keamanan
Arktik di The Simons Foundation di Vancouver, Kanada,
kepada FORUM. “Arktik saat ini dan secara potensial
memiliki arti penting yang jauh lebih besar bagi ekonomi
Rusia, dan rute laut timur laut adalah fokus utama dari
pembangunan Rusia di kawasan itu. Armada pemecah
es Rusia yang luar biasa, sistem fasilitas pencarian
dan penyelamatan ekstensifnya, serta kemampuan
tempur militernya yang tangguh di utara, semuanya itu
menunjukkan arti penting yang dimiliki Rusia terhadap
pengembangan ekonomi dan sumber daya kawasan utara
dan komitmennya untuk melindungi dan mendukung
kepentingannya di sana.”

Militerisasi yang semakin meningkat di kawasan
ini menyebabkan kekhawatiran. Rusia masih belum
menampilkan tingkat kehadiran militernya seperti pada
masa Perang Dingin di Arktik dan kecil kemungkinannya
untuk mengerahkan aset yang berbasis di Arktik di
kontinjensi potensial lain seperti persengketaan di negara-
negara Baltik, demikian menurut laporan Rand. “Akan
tetapi peningkatan kehadiran militer — tidak hanya
dari Rusia tetapi juga negara-negara Arktik lainnya —
meningkatkan risiko tabrakan dan eskalasi yang tidak
disengaja,” ungkap Rand Pezard.

“Dewan Arktik, yang berfokus pada perlindungan
lingkungan dan pembangunan berkelanjutan, terus
beroperasi secara normal meskipun ada peningkatan
ketegangan antara NATO dan Rusia. Kerja sama
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dalam pencarian dan penyelamatan juga berlanjut,”
ungkap Byers, yang merupakan penulis buku berjudul
International Law and the Arctic, yang diterbitkan
pada tahun 2013 oleh Cambridge University Press.
Sebagian besar oleh karena meningkatnya persaingan dan
menurunnya hubungan yang terkait dengan agresi Rusia
yang sedang berlangsung, “komunikasi antara militer
Rusia dan militer Arktik lainnya telah terputus, yang
menciptakan risiko kesalahpahaman dan konflik tidak
disengaja yang patut disesalkan.”

Dengan pencairan es dan Rusia dan Tiongkok
meningkatkan investasi dan kehadiran di Arktik,
A.S. harus memperbarui strategi Arktiknya, terutama
karena mekanisme untuk mengatasi masalah keamanan
masih kurang, demikian ungkap para ahli. Sayangnya,
mekanisme formal untuk mengatasi tren militerisasi ini
belum ada. Piagam pendirian Dewan Arktik melarang
badan tersebut membahas masalah-masalah keamanan,
membiarkan masalah itu berada di tangan masing-masing
negara untuk mengatasi perkembangan militer melalui
saluran bilateral. NATO dan Rusia tidak membahas
perkembangan di Arktik. Tanpa mekanisme, pergerakan
militer di Arktik dapat disalahtafsirkan atau menyebabkan
insiden militer, demikian ungkap Heather Conley, wakil
presiden senior di Center for Strategic and International
Studies (CSIS), kepada FORUM.

MEMASTIKAN KERJA SAMA

Yang pasti, semua negara Arktik setuju bahwa kerja
sama internasional adalah kunci bagi berbagai negara
untuk mewujudkan potensi ekonomi dan menjamin
kemakmuran dan keamanan di kawasan paling

Utara itu, namun masih ada banyak pekerjaan untuk
mencapai sasaran bersama itu. Finlandia, sebagai

ketua Dewan Arktik, bertujuan untuk berfokus pada
pilar inti organisasi, yang meliputi meningkatkan
keanekaragaman hayati, menilai perubahan iklim,
mendorong pembangunan berkelanjutan, dan
melindungi lingkungan laut. Namun beberapa

analis mendorong mekanisme yang lebih kuat untuk
menyelesaikan masalah yang terkait dengan keamanan.
“Tanpa prediktabilitas, transparansi, dan kepercayaan,
tidak akan ada kerja sama internasional di Arktik,”
demikian yang disimpulkan Conley dalam laporan
CSIS pada tahun 2015 berjudul “The New Ice Curtain:
Russia’s Strategic Reach to the Arctic.”

Regehr dari Simons Foundation Regehr
menyetujuinya. “Sangat penting untuk mengembangkan
lembaga atau mekanisme untuk konsultasi reguler dan
berkelanjutan mengenai kepentingan, kekhawatiran,
dan peningkatan keamanan bersama. Apakah hal itu
bisa terjadi dalam lingkup Dewan Arktik merupakan
pertanyaan terbuka. Satu keuntungan besar dari
membawa masalah dan pertimbangan keamanan ke
dalam Dewan Arktik adalah bahwa masyarakat pribumi
kemudian akan memiliki tempat yang berkelanjutan di
meja perundingan untuk pertimbangan keamanan.”

Ironisnya, selama pembentukan Dewan Arktik,

A.S. menginginkan dewan ini untuk menghindari
diskusi militer karena kekhawatiran akan meningkatkan
militerisasi kawasan itu. Tapi dua dekade kemudian,
Arktik menjadi termiliterisasi dan komunitas
internasional tidak memiliki forum untuk membahas
masalah keamanan. Banyak ahli, termasuk Conley, ingin
melihat Dewan Arktik mengembangkan pernyataan
politik yang tidak mengikat yang berfungsi sebagai
pedoman perilaku militer di Arktik. Misalnya, deklarasi
semacam itu akan mengamanatkan agar berbagai negara
memberi tahu satu sama lain 21 hari sebelum latihan
militer yang melibatkan 20.000 pasukan atau lebih dan
mengundang para pengamat.

Selain itu, kerja sama Rusia di Arktik tidak boleh
dianggap remeh, demikian menurut laporan Rand.
“Jika ambisi ekonomi tumbuh semakin jauh dari
jangkauan — misalnya, karena harga hidrokarbon yang
rendah, pelarian modal dan/atau hilangnya investasi
dan keahlian asing — Rusia dapat memiliki lebih sedikit
insentif untuk bekerja sama dan mungkin terlibat dalam
tindakan provokatif dan retorika.”

Beberapa ahli memperingatkan bahwa gangguan
terhadap rute dan sumber daya vital di Arktik dapat
memicu persengketaan militer. Selain itu, Dewan
Arktik telah membuka jalur untuk pengaruh asing,
terutama melalui investasi dan keahlian. Konvergensi
sengketa teritorial, jalur pengapalan komersial yang
baru muncul, dan eksploitasi sumber daya alam dapat
meningkatkan ketegangan di kawasan itu. Hal ini
semacam ini ditunjukkan oleh interaksi baru-baru ini
di Laut Cina Selatan.

Meskipun Tiongkok maupun negara lain tidak
membangun dan mempersenjatai pulau buatan di Arktik,
perselisihan teritorial dapat meningkat. “Ketika saya

Kapal tanker kelas

es yang dimodifikasi
untuk mengangkut gas
alam cair, bersandar

melihat apa yang terjadi di Arktik,
terlihat sangat mirip dengan apa o ity
yang kita lihat di Laut Cina Timur s;b:;::iilft?kaR:sia;
dan Selatan,” ungkap Laksamana REUTERS

Paul Zukunft, komandan Pasukan

Penjaga Pantai A.S., pada acara

yang disponsori CSIS. di Washington, D.C., pada
Agustus 2017, demikian menurut Defense One, publikasi
keamanan online.

Defense One melaporkan bahwa untuk menghindari
duplikasi ketegangan yang meningkat secara
bertahap di Laut Cina Selatan, Zukunft mendesak
A.S. untuk meratifikasi Perjanjian UNCLOS tahun
1982. Berdasarkan perjanjian itu, Filipina, misalnya,
mengajukan gugatan terhadap Tiongkok karena
melanggar kedaulatannya. Selain A.S., hanya Korea
Utara, Libia, dan Turki yang belum meratifikasi
UNCLOS.

Dia dan analis lainnya menegaskan bahwa A.S. juga
seharusnya meningkatkan jejak Arktiknya. “Ientunya,
kami telah melihat apa yang terjadi di Laut Cina Timur/
Selatan — meskipun mahkamah P.B.B. mengabulkan
gugatan Filipina, namun tidak mengubah perilaku
Tiongkok,” ungkap Zukunft, demikian yang dilaporkan
Defense One. “Kita dapat menulis kebijakan hebat, tetapi
jika Anda tidak memiliki kehadiran untuk menegaskan
kedaulatan, Anda benar-benar tidak lebih dari singa
kertas,” ungkapnya kepada Reuters.

Laporan Strategic Foresight Analysis dari NATO juga
memperingatkan bahwa persaingan sumber daya yang
meningkat dapat berkontribusi pada ketidakstabilan di
kawasan itu dalam beberapa dekade mendatang.

Untuk saat ini, sebagian besar persengketaan teritorial
di Arktik terjadi di antara sekutu NATO. Dan militerisasi
secara keseluruhan di Arktik belum mendekati tingkat
Perang Dingin, ketika rudal balistik bertengger di kapal
selam dan dalam silo siap untuk menyeberangi tudung
kutub. Apalagi, pertahanan terbaik di Arktik masih
berupa jarak yang sangat jauh dan cuaca ekstrem di
sana, demikian ungkap Byers dari University of British
Columbia. Dan belum ada banyak perubahan pada front
ini dalam dekade terakhir ini. Seperti yang dikatakan
Jenderal Walter Natynczyk, kepala staf pertahanan
Kanada saat itu pada tahun 2009: “Jika seseorang
menyerang Arktik Kanada, tugas pertama saya adalah
menyelamatkan mereka.” O
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KOMANDAN WILLIAM RIES/CABANG STRATEGI OPERASIONAL,
DIVISI MANAJEMEN PERBATASAN, PASUKAN PERBATASAN AUSTRALIA
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satu lingkungan perbatasan terbesar

dan paling menantang di dunia.
Perbatasan itu mencakup 36.000
kilometer garis pantai, sembilan
bandara internasional utama, lebih
dari 60 pelabuhan laut internasional,
dan zona ekonomi eksklusif lepas
pantai yang mencakup samudra seluas
10 juta kilometer persegi. Melindungi
perbatasan Australia adalah tugas yang
sulit. Rangkaian, kompleksitas, dan
tingkat keparahan ancaman terhadap
perbatasan telah berkembang dalam
beberapa tahun terakhir dan termasuk
penyelundupan manusia, narkoba
terlarang, sindikat kejahatan serius
dan terorganisasi multinasional,
penipuan visa dan imigrasi, eksploitasi
pekerja asing, perdagangan manusia,
terorisme, pejuang asing, serta
peningkatan signifikan dalam
perdagangan dan pergerakan
pelancong di perbatasan Australia.

Pendekatan Australia terhadap
perlindungan perbatasan berubah
pada tahun 2015. Pemerintah
mengintegrasikan Departemen
Imigrasi dan Perlindungan
Perbatasan yang ada dan
mantan Layanan Bea Cukai dan
Perlindungan Perbatasan Australia
ke dalam lembaga baru yang
disebut Departemen Imigrasi dan
Perlindungan Perbatasan. Pasukan
Perbatasan Australia (Australian
Border Force - ABF) — cabang
operasional departemen baru
itu — mulai bekerja pada 1 Juli
2015. Sebagai lembaga perbatasan
penegakan hukum terdepan di
Australia, ABF bertanggung jawab
untuk semua operasi perbatasan dan
garis depan di seluruh bandara dan
pelabuhan laut Australia, serta ranah
darat dan maritim.

Integrasi kedua lembaga itu
menyatukan dua garis keturunan
yang panjang dan saling melengkapi
dengan sejarah fasilitasi dan
perlindungan perbatasan Australia
yang membanggakan, demikian
menurut William Ries, komandan
strategi operasional ABF.

“Membuat departemen baru
dan mendirikan ABF memberikan
kesempatan untuk mengatasi

N egara pulau Australia memiliki salah

tantangan yang dihadapi perbatasan
Australia dengan lebih baik —
termasuk volume perdagangan dan
perjalanan yang lebih besar, dan
jaringan kejahatan terorganisasi
dalam negeri dan transnasional yang
semakin canggih,” ungkap Ries.

Pembentukan ABF telah
memberikan keuntungan dan efisiensi
yang signifikan, namun evolusi
pengaturan keamanan perbatasan
Australia terus berlanjut. Pada
Juli 2017, pemerintah Australia
mengumumkan reformasi paling
signifikan terhadap pengaturan
keamanan dalam negeri negara itu
dalam 40 tahun — pembentukan
portofolio Urusan Dalam Negeri
(Home Affairs).

Portofolio Home Affairs yang
baru itu akan mirip dengan Home
Office Inggris Raya: sebuah
departemen pusat yang menyediakan
perencanaan strategis, koordinasi,
dan dukungan lainnya untuk
“federasi” lembaga keamanan dan
penegakan hukum independen.
Lembaga-lembaga ini termasuk ABE,
Komisi Intelijen Kriminal Australia,
Kepolisian Federal Australia,

Organisasi Intelijen Keamanan
Australia, dan Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Australia.

“Terdapat dasar pemikiran yang
jelas di balik penciptaan portofolio
Home Affairs,” ujar Ries. “Lingkungan
keamanan Australia berubah dengan
cepat dan jauh lebih rumit daripada
satu dekade lalu. Perubahannya adalah
tentang memastikan pengaturan
keamanan kami sesuai dengan
tantangan yang kami hadapi saat ini
dan di masa depan.

“Meskipun ini adalah konstruksi
baru untuk Australia, perubahan
ini bukanlah cerminan bahwa
konektivitas operasional tidak
berfungsi dengan baik di antara
berbagai lembaga; lebih tepatnya
ini adalah tentang melangkah ke
depan. Kami tidak bisa duduk diam
dan beristirahat di atas kesuksesan
kami. Kami harus terus berkembang,”
ungkap Ries.

MISI INTI

Misi ABF adalah melindungi
perbatasan Australia. Mengelola
pergerakan orang dan barang di
perbatasan tetap menjadi inti peran
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kami sebagai layanan bea cukai
Australia. ABF memiliki kewajiban
komplementer termasuk fasilitasi
dan penindakan. ABF membantu
mempromosikan dan memajukan
kesejahteraan ekonomi dan kohesi
sosial Australia dengan memfasilitasi
perdagangan, perjalanan, dan migrasi
dengan menyediakan proses yang
kurang mengganggu, lebih lancar,
dan lebih cepat untuk sebagian
besar pelancong dan pedagang —
mayoritas yang sah dan taat hukum.
Untuk melengkapi kegiatan ini,
ABF mendukung keamanan nasional
kami dengan melakukan kegiatan
penindakan dan kepatuhan untuk
menarget dan mencegat perilaku
ilegal dan kriminal guna melindungi
masyarakat Australia.

“Fasilitasi dan penindakan
merupakan peran yang saling
melengkapi. Anda tidak dapat
memiliki satu tanpa yang lainnya,”
ungkap Ries. “Jika kami hanya
berfokus pada fasilitasi tanpa fungsi
penindakan, maka kami membuat
perbatasan kami menjadi rentan.
Akan tetapi, jika kami hanya berfokus
pada kegiatan penindakan tanpa
fungsi fasilitasi, maka pergerakan
orang dan komoditas melintasi
perbatasan akan mati, yang akan
merugikan ekonomi dan masyarakat
kami. Fungsi fasilitasi dan penindakan
bekerja bersama-sama.

“Melalui tugas penindakan
kami, kami tahu siapa dan apa yang
masuk atau keluar dari Australia.
Kami tahu kredensial barang dan
orang yang bergerak melintasi
perbatasan, dan kami dapat secara
efektif mengelolanya secara teratur
dan aman. Perbatasan yang kuat
mempromosikan hubungan ekonomi
global yang lebih terbuka, kohesi
sosial, dan kepercayaan,” ungkap Ries.

BEKERJA DI DEPAN PERBATASAN

Perbatasan Australia, aset nasional
strategis yang fundamental bagi
keamanan nasional dan kemakmuran
ekonomi, tidak lagi dianggap

sebagai penghalang fisik belaka

yang memisahkan berbagai negara.
Sebaliknya, perbatasan dianggap
sebagai rangkaian kesatuan kompleks
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yang memungkinkan dan mengontrol
aliran orang dan pergerakan barang
melalui rantai pasokan dinamis.
Rangkaian kesatuan ini membentang
di darat dan lepas pantai, dan
mencakup dimensi luar negeri,
maritim, fisik, dan dalam negeri.
Memperlakukan perbatasan sebagai
rangkaian kesatuan memungkinkan
pendekatan terpadu dan berlapis
untuk menyediakan manajemen
perbatasan secara mendalam —
bekerja di depan dan di belakang
perbatasan, serta di perbatasan,
untuk mengelola ancaman dan
memanfaatkan peluang.

ABF menerapkan model yang
dipandu oleh intelijen dan bersatu
dengan lembaga dalam negeri
dan mitra internasional di seluruh
rangkaian kesatuan perbatasan untuk
memberikan kontrol perbatasan
yang efektif atas siapa dan apa yang
memiliki hak untuk masuk atau
keluar, dan dalam kondisi apa.

“Hubungan ABF dengan
rekan dan mitra dalam negeri dan
internasional kami sangat penting
sehingga kami tidak dapat melakukan
pekerjaan kami tanpa mereka. Kami
akan terus bekerja berdampingan
dengan mitra internasional kami
untuk mempertahankan komunitas
perlindungan perbatasan global yang
tangguh dalam menghadapi gangguan
di masa mendatang,” ungkap Ries.

JEJAK OPERASIONAL

ABF memiliki tenaga kerja
operasional berkekuatan 5,500 orang.
Petugas ABF secara operasional
difokuskan, diseragamkan, profesional
dan disiplin, bertanggung jawab
untuk melindungi perbatasan di
bandara, pelabuhan laut, lokasi
terpencil, pusat pos dan kargo
Australia, dan ranah maritim
Australia. Para petugas berdinas

di seluruh Australia dan secara
internasional di 52 lokasi.

ABF memainkan peran integral
dalam mencegah narkoba berbahaya
dan terlarang serta barang ilegal
memasuki Australia dengan
menggunakan berbagai wewenang
dan kemampuan. Ini termasuk
pengawasan udara dan maritim,

teknologi pendeteksian yang sangat
canggih seperti sinar X, deteksi unsur
dan bahan mikroskopis, pemindai
tubuh internal, anjing detektor,

dan banyak lagi. Petugas ABF
melaksanakan wewenang berdasarkan
Undang-Undang Wewenang Maritim
tahun 2013, Undang-Undang Bea
Cukai tahun 1901, Undang-Undang
Migrasi tahun 1958, dan Undang-
Undang Pasukan Perbatasan Australia
tahun 2015.

Jejak operasional ABF sangat
besar. Rata-rata setiap minggu
selama tahun 2016-2017 petugas
ABF memeriksa 744.855 penumpang
udara, 55.621 kedatangan melalui
laut, 705 kapal, dan 99.090 entri
impor dan ekspor. Petugas ABF
mengawasi wilayah seluas 3 juta mil
laut persegi. Empat puluh tiga tim
anjing detektor dikerahkan. Petugas
ABF mengumpulkan pendapatan
negara senilai 260 juta dolar Australia
(207 juta dolar A.S.). Petugas ABF
mendeteksi dan menyita 845 impor
narkoba. Lebih dari 1.600 unit
kontainer yang setara dengan 20
kaki, 38.629 kargo udara, dan 1,1
juta pos diinspeksi. Petugas ABF
menangani 157 orang yang dibawa
ke tempat detensi imigrasi, 134 orang
dibebaskan atau dikeluarkan dari
detensi, dan 147 kasus pemulangan
yang dibantu atau dipantau dari
masyarakat. Petugas ABF menemukan
305 warga asing yang melanggar
hukum dan 44 pekerja ilegal serta
mengeluarkan 151.726 visa permanen
dan sementara setiap minggu.

“Jika saya harus mengarakterisasi
lingkungan perbatasan dalam satu
kata, kata itu adalah ‘volume.” Volume
orang dan barang yang melintasi
perbatasan kami terus tumbuh secara
eksponensial,” ungkap Ries.

ABF bekerja keras untuk
memenuhi tantangan perbatasan
melalui intelijen, inovasi, dan
teknologi. ABF sedang mengubah
dan memodernisasi sistem, kebijakan,
dan programnya untuk mengelola
masalah lingkungan perbatasan yang
berkembang dan kompleks. Teknologi
dan otomatisasi menawarkan berbagai
alat bantu baru untuk mengamankan
perbatasan dan menyediakan proses

yang lebih cepat dan lebih efisien bagi

pelancong dan pedagang yang sah
dan taat hukum. Selama dua tahun
terakhir, Departure SmartGates,
sistem kontrol perbatasan elektronik,
telah diperkenalkan di bandara
internasional di seluruh Australia
untuk memungkinkan penumpang
melakukan proses mandiri ketika
mereka meninggalkan negara itu.
Pada tahun 2016, lebih dari 14,6
juta penumpang menggunakan
SmartGates untuk meninggalkan
negara itu — rata-rata lebih dari
40.000 orang setiap hari.

Sistem biometri canggih juga
sedang diperkenalkan untuk
memastikan integritas berkelanjutan
program visa dan migrasi kami,
meningkatkan tindakan otomasi
yang ada, dan lebih meningkatkan
kecepatan dan efisiensi pemrosesan
perbatasan. ABF berinvestasi dalam
teknologi seluler dan digital untuk
meningkatkan pengaturan kepatuhan
dan deteksi.

Dalam kaitannya
dengan perdagangan, ABF
mengimplementasikan langkah-
langkah untuk mengelola
peningkatan volume barang sambil
mengelola ancaman melalui program
seperti Australian Trusted Trader
(ATT), setara dengan skema operator
ekonomi resmi yang beroperasi
di tempat lain di kawasan ini.
Diluncurkan pada tahun 2016,

ATT mengefektifkan perdagangan
untuk pedagang terakreditasi

dan meningkatkan efisiensi tanpa
mengorbankan keamanan rantai
pasokan. Australia memiliki 74
“pedagang tepercaya” berkelanjutan
yang terakreditasi penuh di bawah
program itu dan bermaksud untuk
meningkatkan jumlah tersebut secara
signifikan dalam beberapa tahun
mendatang.

“Australia berupaya mewujudkan
perbatasan tanpa hambatan tempat
sebagian besar migran, pelancong, dan
pedagang yang sah dapat bergerak
dengan mudah dan lancar melintasi
perbatasan tanpa gangguan atau
penundaan yang tidak perlu; ketika
kami dapat dengan mudah mendeteksi
pelanggaran dan ketidakpatuhan, dan

rata-rata operasi per minggu

penumpang udara
kedatangan melalui laut
kedatangan dan
keberangkatan kapal
entri impor dan ekspor

tim anjing detektor
di seluruh Australia

orang dibawa ke tempat
detensi imigrasi di darat

orang dikeluarkan dari
detensi

kasus pemulangan yang
dibantu atau dipantau dari
masyarakat

Pendapatan negara
Australia

Lebih dari unit kontainer
yang setara dengan 20 kaki
kargo udara
pos

warga asing yang
melanggar hukum
pekerja ilegal

Sumber: Pasukan Perbatasan Australia

memfokuskan perhatian dan upaya
intervensi kami pada mereka yang
tidak patuh,” ungkap Ries.

PENCAPAIAN PASUKAN PERBATASAN

Bekerja sama dengan mitra domestik
dan internasional, ABEF, selama dua
tahun terakhir, telah mendeteksi
lebih dari 12 ton narkoba terlarang
dan prekursor utama, 270 juta
batang rokok, lebih dari 220 ton
tembakau terlarang, dan lebih dari
3.460 senjata api dan komponen dan
aksesori senjata api di perbatasan.
Pada periode yang sama, ABF

telah memproses lebih dari 84

juta kru dan pelancong udara dan
laut, menerima dan melakukan
penilaian risiko terhadap lebih dari
77 juta pengiriman kargo udara,

6 juta pengiriman kargo laut, dan
memeriksa lebih dari 115 juta pos
internasional.

“ABF telah mencapai banyak
hal dalam dua tahun terakhir.

Kami telah membentuk lembaga
penegakan hukum perbatasan baru,
mengintegrasikan dua budaya

yang terpisah menjadi satu badan

dan pekerjaan itu terus berlanjut.
Kami melihat kemampuan internal
dan perubahan kapasitas serta
mempersiapkan untuk pindah ke
portofolio Home Affairs. Selagi
pekerjaan penting ini sedang
dilaksanakan, petugas kami telah
melaksanakan prioritas pemerintah di
perbatasan. Ini merupakan tugas yang
sangat besar, tugas yang seharusnya
sangat dibanggakan oleh petugas
kami,” ungkap Ries.

“Dalam mempersiapkan
perpindahan ke portofolio Home
Affairs, ABF akan terus membangun
kemampuan kami untuk memenuhi
misi kami dengan lebih baik:
melindungi perbatasan Australia dan
mengelola pergerakan orang dan
barang di perbatasan.

“Dedikasi kami pada misi ini tidak
akan berubah di bawah portofolio
Home Affairs. ABF akan tetap
menjadi lembaga layanan bea cukai
dan perlindungan perbatasan garis
depan Australia yang beroperasi
di lingkungan keamanan yang
ditingkatkan,” ungkap Ries. O
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omando Operasi Khusus,
Pasifik, (Special Operations
Command, Pacific - SOCPAC)
mendukung lokakarya
internasional yang mendorong
pertukaran informasi mengenai tren
regional dan masalah keamanan
nontradisional. Kelompok Kerja Sektor
Keamanan Wilayah Pasifik (Pacific
Area Security Sector Working Group -
PASSWG) baru-baru ini memberikan
kesempatan bagi perwakilan dari
negara-negara kepulauan Pasifik untuk
membangun jaringan bagi kolaborasi
di masa depan, berbagi pengetahuan
tentang masalah keamanan, dan

mempro
Alih-alih
tertentu, s
sebagai so
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OPERASI MULTILATERAL
SOCPAC beroperasi di medan Indo-Pasifik dan
terlibat melalui pelatihan, pertukaran, dan pengerahan.
SOCPAC memberikan beberapa pelatihannya
melalui PASSWG, yang menjalankan lokakarya untuk
memfasilitasi pemahaman tentang masalah keamanan
keras dan lunak serta ancaman regional. Simposium
multilateral ini beroperasi secara informal pada skala
regional untuk mempromosikan kolaborasi dan
kemitraan di antara semua organisasi dan profesional
keamanan. Para peserta mendapat manfaat dari
dialog keamanan, mencari peluang untuk pelatihan
kolaboratif, dan mempromosikan pedoman keamanan
nasional dan regional.

Rencana penyeimbangan kembali pemerintah
A.S. sebelumnya terhadap Asia dan Pasifik sebagian
bertanggung jawab atas pergeseran perhatian ke
Pasifik dan pada simposium negara kepulauan Pasifik
PASSWG, yang diselenggarakan pada 11-15 Juli 2016,
oleh Komando Operasi Khusus Pasukan Pertahanan
Selandia Baru di Wellington. Dialog itu berfokus
pada mengatasi kurangnya pemahaman bersama di
seluruh kawasan itu dengan tujuan utama adalah untuk
membentuk upaya kerja sama di masa mendatang
untuk pasukan operasi khusus (special operations
force - SOF) dan sektor keamanan negara-negara
kepulauan Pasifik. Panitia juga mencari tahu apa yang
harus difokuskan oleh para profesional keamanan di
tingkat multinasional di Pasifik dan mengidentifikasi

Helikopter MRH-90 Angkatan Udara Selandia Baru mendarat
di Langham Beach, Australia, pada Juli 2017 selama Talisman
Saber, latihan militer bersama dengan Australia, Amerika
Serikat, dan negara-negara lain. reuters

pemangku kepentingan utama. Pertemuan ini berfungsi
sebagai pengantar bagi para aktor regional mengenai
kemampuan dan keterbatasan SOF serta akses bagi
operator SOF ke dalam masalah keamanan negara-
negara kepulauan Pasifik. Para peserta berasal dari
Australia, Kanada, Fiji, Prancis, Selandia Baru, Papua
Nugini, Timor-Leste, Inggris Raya, Amerika Serikat,
dan Vanuatu.

BERAGAM PENDEKATAN

Pada lokakarya tersebut, tiga kelompok kerja —
dipadukan berdasarkan profesi dan asal peserta

— menganalisis informasi dan berusaha mengukur
hubungan mereka dengan ancaman regional sembari
menunjukkan peluang untuk kontribusi SOF.
Kelompok yang difasilitasi oleh Dr. Paul Lieber dari
Joint Special Operations University mengajukan
pendekatan praktis; kelompok yang difasilitasi oleh
Dr. Eric Shibuya dari Sekolah Staf dan Komando
Marine Corps University berfokus pada aspek
operasional kelompok integrasi SOF; dan kelompok
yang difasilitasi oleh Dr. Deon V. Canyon dari Daniel
K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies
merekomendasikan pedoman strategis. Perwakilan
dari Massey University berpartisipasi dalam semua
kelompok.

Rekomendasi praktis itu termasuk:

* Memperlakukan penangkapan ikan ilegal, tidak
diregulasi, dan tidak dilaporkan (IUU) sebagai
kejahatan perikanan.

* Memutus rantai pasokan pemilik kapal yang
terlibat dalam kejahatan kelautan secara
finansial dan hukum.

* Membangun pusat komando independen yang
berfungsi penuh untuk bantuan kemanusiaan
dan bantuan bencana sebelum bencana
melanda.

* Menyertakan semua negara-negara kecil dalam
upaya anti-perdagangan ilegal.

* Mempromosikan pendidikan untuk
meningkatkan ketahanan masyarakat.

* Mengelola dan mengukur data untuk
mempromosikan pembagian informasi.

* Mengatasi radikalisasi, termasuk penyampaian
pesan radikal.

* Mengenali kebutuhan akan keterlibatan yang
gigih untuk membangun kepercayaan di antara
semua aktor.

Dua pergeseran praktis dalam ranah maritim
mendapat perhatian yang signifikan. Pergeseran
pertama adalah bahwa penangkapan ikan TUU
seharusnya disebut seperti apa adanya — kejahatan
perikanan. Definisi ini menempatkan masalah itu
di bawah yurisdiksi lembaga penegak hukum dan
mengurangi beban pada departemen perikanan
yang telah terbebani oleh banyak tugas. Pengakuan
ini memberdayakan lembaga-lembaga ini untuk

menangani kejahatan-kejahatan ini secara bersama-

sama dengan pelanggaran serupa yang sering kali
dikaitkan dengan penangkapan ikan IUU. Pergeseran
kedua didasarkan pada tindakan yang sukses oleh pihak
berwenang Selandia Baru, yang meninggalkan upaya
memburu kapal individu dan mengubahnya menjadi upaya
memburu keuangan pemilik dan negara-negara tempat
mereka berusaha untuk menjual produk dan mencari
tempat berlabuh. Pergeseran paradigma ini mengatasi
kekurangan yang melekat dalam upaya memburu target
bergerak di sepanjang wilayah geografis yang sangat luas.
Lembaga-lembaga di Selandia Baru telah menemukan
pendekatan holistis dan alternatif ini agar menjadi lebih
efektif dalam menangani sumber masalah dan mengurangi
jumlah kapal yang terlibat dalam kejahatan perikanan.
Proses ini melibatkan meratifikasi dokumentasi kapal yang
dicurigai, melakukan pengintaian di tengah laut, melacak
perusahaan pemilik, membuat kemajuan diplomatik
dengan negara-negara yang tanpa sadar melindungi
pemiliknya, meningkatkan kesadaran akan pentingnya
kejahatan perikanan, dan mengakses data dari otoritas
kejahatan nasional dan Interpol.

Dengan informasi ini, tekanan dapat diberikan kepada
pemerintah nasional untuk mengadili pelanggar, menutup
pelabuhan bagi kapal yang terlibat, dan menolak akses
ke pasar dengan tujuan memutus rantai pasokan secara
finansial dan hukum. Akan tetapi, sebagian besar negara
kepulauan Pasifik tidak memiliki sumber daya teknis dan
manusia untuk mempertahankan pendekatan holistis
ini. Direkomendasikan bahwa organisasi regional, yang
didukung oleh mitra yang memiliki sumber daya yang
baik, harus mendesak dan mempertahankan upaya
internasional ini. Pendekatan ini, ketika berkembang
dengan sukses, akan membuat SOF semakin kurang
relevan terhadap respons kejahatan perikanan, demikian
ungkap para peserta.

Banyak hasil operasional didasarkan pada bagaimana
fungsi dan keterlibatan SOF di kawasan tersebut.

Dari perspektif operasional, kemauan politik dianggap
sangat penting dan begitu juga mempromosikan
inklusivitas yang lebih besar melalui koneksi pribadi

dan mencapai pendekatan yang tepat dan dirancang
sesuai desain secara nasional di seluruh kepulauan itu.
Mengakui ketidakmungkinan memecahkan semua
masalah keamanan di kawasan itu dan dengan demikian
mengidentifikasi tingkat kegagalan yang “dapat
ditoleransi” adalah tantangan utama. Diperkirakan bahwa
hal ini dapat diselesaikan dengan melakukan penilaian
ketahanan masyarakat dan organisasi, yang merupakan
komponen utama dalam menganalisis dan memperbaiki
proses yang gagal. Ada rekomendasi bahwa petugas
penghubung sektor keamanan belajar cara beroperasi
seperti pustakawan dalam kaitannya dengan bagaimana
mereka memperoleh dan memprioritaskan informasi,
mengategorikannya untuk referensi di masa mendatang,
dan menentukan relevansinya pada tingkat lokal, nasional,
dan regional. Demikian pula, para petugas ini perlu

merestrukturisasi data dan metode penilaian yang ada
untuk memberikan hasil yang berarti yang berlaku untuk
rangkaian masalah yang lebih luas dan jangka waktu yang
lebih panjang. Idealnya, para profesional yang bekerja

di Pasifik seharusnya memiliki pola pikir yang fleksibel,
menyadari keterbatasan sumber daya dan manusia dan
memiliki komitmen yang kuat. Fleksibilitas mental

ini adalah ciri khas operator SOF, dan interaksi yang
lebih besar antara SOF dan para aktor sektor keamanan
umum di kawasan ini akan melibatkan banyak hal

tidak hanya dalam berbagi informasi tetapi juga dalam
mengembangkan kepercayaan dan praktik yang baik di
antara komunitas-komunitas ini.

Kelompok strategis merekomendasikan pendekatan
yang mirip dengan model Keamanan Dalam Negeri
A.S. dan menyerukan pembentukan Keamanan Oseania
(Oceania Security - OS). OS ini akan berfungsi sebagai
layanan satu atap untuk koordinasi regional dan akan
mengawasi semua kegiatan dan respons keamanan
multinasional regional. Tidak ada organisasi regional yang
mewakili dengan sepenuhnya semua negara kepulauan
Pasifik. Pacific Island Forum (PIF) adalah entitas regional
yang paling aktif, demikian yang diamati oleh para
peserta. Pertemuan tahunan Komite Keamanan Regional
Forum itu adalah tempat utama untuk mengidentifikasi
ancaman prioritas dan menegosiasikan agenda keamanan
regional. Forum ini telah berhasil mengidentifikasi
persyaratan prioritas untuk kawasan itu dan meninjau
masalah konstituen dengan efisien. Rencana keamanan
regional yang selaras dengan kerangka kerja PIF untuk
regionalisme Pasifik (PIF 2014) mungkin akan memiliki
relevansi dan kegunaan yang jauh lebih besar.

Para peserta lokakarya mengidentifikasi tiga prioritas
dan mengintegrasikannya ke dalam struktur yang
mendukung. Pertama, peserta mengusulkan pembuatan
jaringan informasi OS untuk mengelola dan membagikan
informasi yang diperlukan guna menginformasikan semua
penilaian dan keputusan. Peserta melihat perolehan,
pembagian, dan manajemen informasi sebagai faktor
kunci dalam membuat sistem yang efektif. Kedua, peserta
mengusulkan unit respons kejahatan transnasional OS
untuk mengoordinasikan respons regional terhadap
kejahatan samudra transnasional. Negara-negara
kepulauan Pasifik sudah memiliki kemampuan yang
cukup besar untuk menangani kejahatan transnasional
dan organisasi regional yang efektif sudah ada untuk
tujuan ini, sehingga entitas ini terutama akan bertindak
sebagai koordinator. Terakhir, peserta mengusulkan
unit Manajemen Krisis dan Bencana OS untuk
mengoordinasikan dan mengawasi bantuan kemanusiaan
dan bantuan bencana.

Meskipun beberapa kantor manajemen bencana
dan darurat nasional di seluruh Pasifik telah tumbuh
kapasitas dan kemampuannya selama dekade terakhir ini,
banyak kantor itu yang hanya memiliki kapasitas terbatas
untuk mempersiapkan diri dan menanggapi konflik dan
bencana di organisasi regional. Lebih lanjut, hanya ada
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sedikit kantor yang memiliki kapasitas untuk
mendukung dan mengoordinasikan respons
bantuan internasional berskala besar tanpa
bantuan yang berarti. Badan koordinasi regional
akan mengatasi kekurangan ini dengan cara
yang tidak memerlukan duplikasi upaya dan
keterampilan di setiap negara kepulauan Pasifik.
Selain itu, badan ini dapat memberikan respons
yang lebih proaktif dan tepat waktu terhadap
ancaman yang diketahui dan diidentifikasi.

BERAGAM MITRA

Banyak ahli mengatakan bahwa supaya setiap
prakarsa keamanan terhadap ancaman yang
kompleks berhasil dilaksanakan, perlu ada
pertimbangan yang cermat dari para mitra
yang terlibat dan kesadaran bahwa perdamaian
dan keamanan tidak mungkin tercapai tanpa
adanya kompromi atau konsesi. Para pemangku
kepentingan nasional berkisar dari militer,
kepolisian, penjaga pantai, dan pasukan
paramiliter hingga imigrasi, perbatasan, bea
cukai, dan karantina hingga intelijen dan
kementerian khusus lainnya seperti perikanan.
Para pemangku kepentingan internasional

juga termasuk kepolisian dan militer, tetapi
aktor dan donor bantuan serta cabang lokal
mereka memainkan peran besar bersama
dengan berbagai unit Perserikatan Bangsa-
Bangsa seperti Program Pembangunan P.B.B.
(UNDP), UNICEF, dan Kantor P.B.B. untuk
Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) .
Mereka memiliki kredibilitas jangka panjang
dengan negara tuan rumah karena dianggap
tidak memihak dan upaya bantuan sebelumnya.
Lebih sedikit pemangku kepentingan regional
yang terkait dengan masalah keamanan karena
mereka lebih suka membiarkan negara-negara
itu menyelesaikan masalah mereka sendiri.
Daftar di atas membuktikan fakta bahwa banyak
pemangku kepentingan diperlukan untuk setiap
usaha yang sukses.

Beberapa kemampuan seperti SOF ada di
unit pengintai jarak jauh Pasukan Pertahanan
Papua Nugini, dan pasukan pertahanan
dan paramiliter lainnya di kawasan itu telah
menerima pelatihan terbatas. Keterampilan
ini sebagian besar telah dimanfaatkan dalam
situasi yang membutuhkan kehadiran pasukan
komando (SWAT) dan untuk memadamkan
kerusuhan, tetapi beberapa pihak mungkin
berpendapat bahwa pasukan keamanan Pasifik
akan mendapat manfaat dari kemampuan SOF
yang lebih luas untuk mengatasi kejahatan
transnasional terorganisasi selain pembagian
kemampuan dan pengembangan kemampuan
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negara mitra. Pelatihan lebih lanjut akan
membuat mereka menjadi penanggap kekuatan
keras (hard power) yang lebih efektif dan
memberi mereka kemampuan kekuatan
lunak (soft power). Alih-alih berfokus pada
kemampuan kekuatan keras dari unit SOF,
mengembangkan kemampuan kekuatan lunak
yang membuat pasukan operasi khusus lebih
efektif merupakan tujuan nyata dari keterlibatan
yang lebih besar di kawasan tersebut.
Kemampuan kekuatan lunak lebih tahan lama
dan dapat beradaptasi dengan beragam aktor di
kawasan itu.

Beberapa pasukan keamanan di kawasan
itu telah dituduh melakukan pelanggaran hak
asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan.
Sensitisasi terhadap standar internasional
mengenai perilaku sektor keamanan, pendidikan
mengenai proses A.S. untuk mengevaluasi
pelanggaran yang dilakukan calon penerima
bantuan keamanan, dan pengembangan
pendekatan yang mampu diadaptasikan untuk
pemecahan masalah yang melekat pada SOF
mungkin efektif dalam mengatasi masalah ini.

Karena sebagian besar pasukan ini ada di
lingkungan hierarkis dan bekerja di masyarakat,
pemangku kepentingan yang tepat harus
disertakan untuk memandu sifat pelatihan itu.
Harus ada juga mekanisme untuk memastikan
bahwa hasilnya dipertahankan.

KETERLIBATAN PASIFIK

Kejahatan terorganisasi transnasional telah
diidentifikasi sebagai “risiko strategis utama”
bagi kepentingan A.S. karena ada “konsekuensi
keamanan signifikan yang terkait dengan
negara-negara yang lemah atau gagal,” seperti
yang dijelaskan oleh Presiden A.S. saat itu
Barack Obama dalam strategi keamanan
nasionalnya pada tahun 2015. Peran potensial
SOF mendukung pengembangan kemampuan
dalam tata kelola sektor keamanan karena
ketidakadilan dan tata kelola yang lemah
memungkinkan berkembangnya ekstremisme
dan konflik.

PIF mengembangkan Penilaian Kejahatan
"Transnasional Pasifik lewat kerja sama dengan
tujuh mitra penegakan hukum regional (PIF
2016). Kelompok ini mempertimbangkan
banyak tema, tetapi muncul empat bidang
kepentingan bersama. Empat bidang ini
mencakup kejahatan terorganisasi transnasional,
keamanan maritim, ketidakstabilan politik, dan
perubahan iklim.

Prioritas kejahatan transnasional adalah
yang paling luas: pencucian uang, kejahatan

Pasukan operasi khusus A.S. dan Australia berlatih selama Exercise Talisman Saber di Darwin, Australia. KopPRAL AARON AGEE/ANGKATAN DARAT A.S.
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siber, peningkatan pelayaran kapal pesiar, perekrutan
pejuang asing, senjata api kecil dan senjata ringan,
kelompok kejahatan terorganisasi, perdagangan narkoba,
perdagangan manusia dan penyelundupan manusia, dan
kejahatan lingkungan.

Ancaman maritim utama berkaitan dengan
kejahatan perikanan, tetapi bidang kekhawatiran di
masa depan dengan sumber daya dalam jumlah besar
yang dipertaruhkan dan potensi kerusakan lingkungan
adalah pertambangan laut dalam. Ketidakstabilan
politik menarik minat yang signifikan karena tata kelola
yang lemah memungkinkan para pelaku perdagangan
ilegal untuk beroperasi. Negara-negara pulau juga
mempertimbangkan hasil signifikan dari perubahan iklim
karena memiliki potensi menciptakan peluang untuk
kejahatan terorganisasidan gangguan sosial. Pada masa
krisis lingkungan, para aktor ini juga berpotensi mengisi
kekosongan kekuasaan.

Masalah lain di kawasan itu yang berpotensi
menimbulkan ketidakstabilan yang mungkin membutuhkan
perhatian SOF meliputi: mengungkap kejahatan
perang dan lokasi yang patut diperhatikan di Papua
Barat; ketidaksepakatan yang terjadi saat ini atas saham
pertambangan di Pulau Bougainville, Papua Nugini;
berakhirnya Misi Bantuan Regional untuk Kepulauan
Solomon; referendum kemerdekaan di Bougainville
dan Kaledonia Baru; hilangnya pendanaan Compact of
Free Association dari Amerika Serikat di Mikronesia dan
potensi pergeseran aliansi mereka ke Tiongkok; paparan
lebih lanjut terhadap korupsi, pencucian uang, dan surga
pajak di seluruh kawasan itu; disparitas, marjinalisasi,
dan kemiskinan; utang lunak Tiongkok yang meningkat
dengan pesat; reaksi terhadap pengaruh asing yang
tidak diinginkan; pertahanan lingkungan perikanan
laut; radikalisasi terkait iklim; dan radikalisasi yang
dipromosikan oleh Negara Islam Irak dan Suriah.

SOF memiliki peran di Pasifik: memperkenalkan
praktik terbaik untuk meningkatkan kesadaran situasional,
penilaian cepat di area konflik dan bencana, pengumpulan
intelijen untuk mendukung respons bantuan atau
pembendungan, pelatihan dalam perencanaan darurat,
pembentukan komunikasi sementara, kesiapan dengan
unit yang ditempatkan di garis depan, dan pelacakan
orang dan sumber daya. SOF telah mencapai keberhasilan
yang signifikan dalam melaksanakan tugas-tugas alami
nontradisional dan dalam sorotan yang rendah, yang
telah membuat mereka menjadi alat bantu umum di
tangan politisi dan pemerintah ketika muncul krisis
internasional akibat timbulnya konflik dan bencana.
Peralihan kekuatan keras tradisional ini menjadi metode
keamanan nonkonvensional dan nontradisional didorong
oleh peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang
bagaimana efektivitas mereka sebagai pengganda
kekuatan diperbesar oleh pendekatan berbasis manusia
dan kepercayaan. SOF juga mengakui bahwa perolehan
kekuatan lunak membutuhkan keterlibatan yang terus-
menerus untuk menghasilkan dividen yang berguna.
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Ketika kawasan itu harus beradaptasi dengan keterlibatan
SOF yang lebih besar, operator SOF juga harus
beradaptasi untuk bekerja dengan mitra baru dan dalam
bidang kepentingan baru.

MASA DEPAN YANG GERAH

SOF harus terus berlatih dengan tujuan untuk memenuhi
tantangan strategis di masa depan. Di Pasifik, mereka
harus mempertimbangkan unit yang dikerahkan di

garis depan yang terlibat dengan mitra negara tuan
rumah mereka — tanpa batas waktu. Banyak ahli militer
mengamati bahwa kejahatan terorganisasi transnasional
bukan hanya menjadi ancaman bagi negara-negara Pasifik,
tetapi merupakan hasil dari pemerintah demokratis yang
lemah, kurang mendapat dukungan, dan baru muncul
yang membutuhkan bantuan. Hal itu juga merupakan
tanda peringatan terhadap pelanggaran di masa depan
termasuk potensi permusuhan dan ancaman terhadap
kawasan tersebut. Bersiap untuk melakukan kegiatan

inti SOF bersama dengan pertahanan internal asing,
bantuan pasukan keamanan, kontrapemberontakan,
kontraterorisme, dan peperangan nonkonvensional tetap
menjadi prioritas.

SOCPAC sekarang menghadapi tantangan untuk
mengubah hasil lokakarya PASSWG menjadi hasil yang
berarti, jika tidak, upaya itu akan sia-sia. Peserta dan
sponsor mereka mengawasi untuk melihat bagaimana
SOCPAC akan melaksanakan pendekatan strategis,
operasional, dan praktis ini dan apakah mereka akan
diintegrasikan ke dalam upaya terpadu dan kohesif
yang menyertakan para pemangku kepentingan,
menggabungkan praktik terbaik, dan mengandalkan
panduan berbasis bukti untuk melangkah ke depan.

"Terdapat pedoman untuk menggunakan SOF di
bidang nontradisional, seperti peran ketahanan, adaptasi,
dan perlindungan sumber daya dalam menanggapi
lingkungan yang berubah, tetapi keterlibatan mereka
membutuhkan pemikiran yang cermat. “Mereka dapat
mendukung operasi dan pelatihan militer dan penegakan
hukum sementara itu juga berpartisipasi dalam kegiatan
nonkinetik seperti urusan sipil — membangun kemitraan,
bantuan medis dan kedokteran hewan, dan menetapkan
standar perilaku militer yang ditiru negara tuan rumah,”
demikian yang dijelaskan William Mendel, Kolonel
(purnawirawan) dari Angkatan Darat A.S. dan peneliti
senior di Joint Special Operations University dalam
bukunya yang diterbitkan pada tahun 2016 oleh Pusat
Penerbitan dan Percetakan Universitas itu, “SOF Role in
Combating Transnational Organized Crime.”

Kesiapan untuk melakukan kegiatan keras dan lunak
tetap menjadi prioritas dan seharusnya disesuaikan untuk
memberikan perhatian khusus pada pengembangan sektor
keamanan dan koordinasi regional untuk menanggapi
bencana dan kejahatan terorganisasi transnasional.

Hal itu terutama berlaku di kawasan seperti kepulauan
Pasifik, yang memiliki kesenjangan luas dalam identifikasi
ancaman dan kemampuan respons.

Anggota Kelompok Operasi Khusus ke-353 Angkatan Udara A.S. melihat ke belakang
dari pesawat terbang MC-130J Commando Il selama penerbangan dengan Skuadron

No. 40 Angkatan Udara Selandia Baru. «apTEN JESSICA TATE/ANGKATAN UDARA A.S.

Perubahan tidak hanya terlihat dalam respons SOF
terhadap krisis. Ada konsensus bahwa titik balik telah
dicapai mengenai bantuan kemanusiaan dan upaya
penanggulangan bencana. Militer telah mengakui nilai
menanggapi krisis dan telah menginternalisasi gagasan
bahwa hal ini sekarang harus menjadi tugas inti. Jika
salah ditangani, krisis ini dapat mengguncang sebuah
negara dalam semalam. Meskipun organisasi bantuan pada
awalnya menganggap hal ini tidak menyenangkan dan
bertentangan dengan prinsip-prinsip mereka, ada seruan
keras untuk melakukan reformasi, dan semua pemangku
kepentingan menanggapi lingkungan yang sedang
berkembang ini dan mulai bekerja bersama-sama dengan
lebih baik (Kelompok Kebijakan Kemanusiaan 2016).
Hubungan yang tumbuh secara alami ini menghasilkan
institusi militer kuat yang cukup dipercaya untuk diminta
membantu membangun komunitas yang lebih tangguh.
Lebih penting lagi, mereka bekerja bersama-sama dengan
berbagai mitra untuk mencapai tujuan regional. Dalam
pidatonya di lokakarya itu, Letnan Jenderal Timothy
Keating, kepala Pasukan Pertahanan Selandia Baru
menyatakan bahwa semakin banyak lembaga bantuan
meminta peningkatan keterlibatan dan bantuan militer.
Interaksi sipil-militer berbasis kepercayaan ini adalah
sebuah proses yang sudah berlangsung dan merupakan
bukti dari paradigma yang berubah yang mungkin
menunjuk pada berakhirnya prinsip-prinsip kemanusiaan

tradisional ketika kita semua bergerak menuju lingkungan
operasi yang lebih berbasis pada nilai-nilai dan berfokus
pada keamanan manusia. Demikian pula, alternatif untuk
menyelesaikan konflik semakin bergerak ke arah solusi
yang didasarkan pada pembangunan fondasi alih-alih
pembangunan kekuatan.

Selain memberikan kesempatan bagi perwakilan
negara dari negara-negara kepulauan Pasifik untuk
terlibat dalam pertukaran informasi dan pembentukan
jaringan, PASSWG menyediakan wahana untuk
kolaborasi berkelanjutan melalui All Partners Access
Network (APAN). APAN merupakan platform portal yang
disponsori A.S. yang tersedia untuk semua alumni dan
mitra di sektor keamanan. APAN menyediakan saluran
pusat bagi peserta — bahkan dalam lingkungan teknologi
terbatas — untuk memperluas hubungan di luar situasi
lokakarya. Tantangan keamanan di kawasan Pasifik terus
berkembang dan membutuhkan tanggapan bersama yang
lahir dari upaya multilateral yang saling menguntungkan.
Melalui para pesertanya, PASSWG terus memainkan
peran penting dalam membantu semua negara peserta
mengakui tanggung jawab mereka untuk dipersiapkan dan
mengembangkan kemampuan guna menanggapi berbagai
jenis ancaman regional. Selama hasil dari lokakarya
penting ini diterjemahkan menjadi tujuan SOCPAC yang
nyata, masa depan terlihat cerah bagi keterlibatan SOF di
seluruh Pasifik. O
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Tantangan keamanan

Perdaganga

Sri Lanka

STAF FORUM
PERTUMBUHAN PELABUHAN MENGUBAH NEGARA ITU MENJADI
PUSAT MARITIM GLOBAL
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ISTOCK

ejak perang saudara selama 30

tahun berakhir pada tahun 2009, Sri

Lanka telah berubah menjadi pusat

perdagangan internasional. Otoritas

Pelabuhan Sri Lanka telah memperluas

ukuran dan kapasitas pelabuhan
terbesarnya, Pelabuhan Kolombo.

Pelabuhan itu mentransfer lebih dari 5 juta
kontainer 20-kaki (TEU) setiap tahunnya, termasuk
lebih dari 70 persen kontainer pemindahan
pengangkutan asal India, demikian yang dilaporkan
Bank Pembangunan Asia. Pelabuhan itu menempati
peringkat ke-28 dari 50 pelabuhan tersibuk di dunia
sejak tahun 2015, demikian menurut World Shipping
Council. Hingga saat ini, Otoritas Pelabuhan Sri Lanka
memiliki tiga terminal baru berkapasitas 2,4 juta TEU
yang sedang dibangun di Kolombo.
"Terminal pertama sudah beroperasi.

Sri Lanka tidak hanya muncul
sebagai bintang baru dalam

Lanka dengan Bulan Sabit Emas (Iran, Afganistan,
Pakistan) dan Segi Tiga Emas (Myanmar, Laos,
"Thailand) telah menjadikan Sri Lanka lokasi transit
narkoba yang berkembang dengan pesat untuk rute
timur dan barat.

Misalnya, heroin dikirim dari India dan Pakistan
ke Sri Lanka melalui kapal kontainer dan kapal
penangkap ikan komersial. Satu rute populer memiliki
tiga segmen: Pakistan ke Mumbai (difasilitasi oleh
organisasi kriminal transnasional), kemudian ke
kota-kota pesisir di India seperti Tuticorin atau
Rameshwaram dan kemudian ke Sri Lanka melalui
laut. Rute kedua lebih langsung melalui Pakistan
ke India selatan. Organisasi kriminal transnasional
menggunakan uang yang dihasilkan dari transportasi
ilegal ini untuk membiayai terorisme internasional.

pada rute

POSiSi SI’i Lﬂllka pengapalan utama

dunia logistik dan perdagangan
internasional, tetapi lokasinya yang
strategis menjadikannya sebagai
pusat kegiatan kapal penjaga pantai
dan angkatan laut dari seluruh dunia.
Menurut Angkatan Laut Sri Lanka,
57 kapal penjaga pantai dan angkatan
laut mengunjungi pelabuhan itu
pada tahun 2016, termasuk kapal dari
India, A.S., dan Kanada. Kunjungan
itu memiliki beragam tujuan mulai
dari kunjungan muhibah dan bantuan
kemanusiaan hingga pelatihan dan
pengisian bahan bakar.

Bencana banjir muson di Sri
Lanka pada Mei 2017 juga membuka
tempat baru bagi keterlibatan
multinasional yang positif ketika
kapal-kapal militer dari India,

A.S., dan Tiongkok datang untuk
memberikan bantuan bencana

dan medis. Sebelum banjir itu,
interaksi dengan Angkatan Laut
"Tentara Pembebasan Rakyat (PLA)
mengalami ketegangan ketika

Cape Town

Dar es Salaam

Durban

Karachi

Kolkat<a3 Chittagong

Mogadishu o)

Mombasa

Sri Lanka
menjadi pusat
kegiatan utama

antara Timur
Tengah dan Asia
Timur

kunjungan pelabuhan kapal selam

PLA diprotes oleh India pada tahun

2014. Baru-baru ini, kapal rumah sakit Angkatan Laut
Tiongkok Peace Ark melakukan kunjungan pelabuhan
pertamanya ke Sri Lanka pada Agustus 2017.

MENINGKATNYA AKTIVITAS ILEGAL
Kunjungan pelabuhan dan transportasi samudra
militer internasional yang bersahabat, sayangnya,
bukan satu-satunya peristiwa maritim yang sedang
meningkat. Perdagangan dan konsumsi narkoba,
terutama heroin, semakin meningkat. Kedekatan Sri

Selama paruh pertama tahun 2017, otoritas India
mencegat 115 kilogram heroin di sepanjang garis
pantai Tamil Nadu, yang membentang di sepanjang
pantai tenggara India. Pada Mei 2017, polisi Sri Lanka
menyita 200 kilogram heroin, penyitaan terbesar sejak
tahun 2013 ketika 260 kilogram heroin disita.

Dengan masuknya narkoba dan transportasi
komersial internasional, keamanan maritim di Sri
Lanka telah menjadi pusat perhatian. Sri Lanka
berpartisipasi dalam prakarsa maritim regional
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Para pekerja mengeruk pasir untuk memperluas pelabuhan
Kolombo, Sri Lanka, pada Maret 2017. reuters

Instruktur dari Satuan Tugas Maritim Terintegrasi Joint
Interagency Task Force West menunjukkan teknik
pemborgolan selama pelatihan dengan anggota Skuadron
Perahu Khusus Angkatan Laut Sri Lanka di Pangkalan Pasukan
Penjaga Pantai Mirissa pada Mei 2017.

KOPRAL SATU RYAN GRADY/ANGKATAN LAUT A.S.

untuk meningkatkan kerja sama regional dan mengatasi
tantangan maritim tersebut. Selama dua tahun terakhir
ini, Sri Lanka telah bekerja sama dengan Komando
Pasukan Amerika Serikat di Pasifik (USPACOM) dan
Departemen Luar Negeri A.S. untuk meningkatkan
kemampuan keamanan maritimnya. Pada Agustus
2017, Program Pengendalian Ekspor dan Keamanan
Perbatasan Terkait dari Departemen Luar Negeri A.S.
memberikan pelatihan kepada 33 orang pejabat bea
cukai untuk mengidentifikasi pengiriman berisiko tinggi
dan meningkatkan kemampuan penargetan kargo.
Pelatihan itu akan membantu petugas bea cukai untuk
mengidentifikasi dengan lebih baik pengiriman mana
yang memerlukan pemeriksaan fisik. Pada akhir tahun
2017, A.S. memutuskan untuk mentransfer kapal kelas
cutter milik Pasukan Penjaga Pantai A.S. ke Sri Lanka
guna memungkinkan Angkatan Laut Sri Lanka untuk
mengawasi garis pantai dan zona ekonomi eksklusifnya
secara lebih efektif.

PELATIHAN DENGAN JIATF WEST

Pada Juli 2016, satuan tugas kontranarkoba USPACOM,
Joint Interagency Task Force West (JIATF West),
bermitra dengan Drug Enforcement Administration
(DEA) A.S. mulai memberikan pelatihan penegakan
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hukum untuk keterampilan maritim dan kontranarkotika.
Sejauh ini, tiga acara pelatihan telah berlangsung.

Untuk pelatihan pertama, JIATF West mengirim Tim
Keterampilan Maritim Terpadu (Integrated Maritime
Skills - IMS), yang instrukturnya mewakili kelompok

elit anggota Pasukan Penjaga Pantai dan Angkatan Laut
A.S. yang memiliki spesialisasi dalam penegakan hukum
maritim dan perawatan dan penanganan perahu kecil.

Ttu adalah pertama kalinya JIATF West melakukan
pelatihan kontranarkoba trilateral dengan Pasukan
Penjaga Pantai dan Angkatan Laut Sri Lanka dan Pasukan
Penjaga Pantai Bangladesh di Pangkalan Pasukan Penjaga
Pantai Mirissa di pantai selatan Sri Lanka. Pelatihan ini
dirancang untuk membantu anggota mengembangkan
keterampilan menaiki kapal sesuai aturan dan praktik
terbaik penegakan hukum termasuk teknik penggunaan
borgol dan tongkat polisi.

Acara kedua, Kursus Investigasi Narkotika yang
disponsori oleh DEA New Delhi, berlangsung pada
Februari 2017 yang dihadiri anggota Biro Narkotika
Kepolisian Sri Lanka. Acara pelatihan ketiga, juga
disponsori oleh DEA New Delhi, adalah kursus perbaikan
dan pemeliharaan perahu kecil yang diajarkan oleh Tim
IMS JIATF West. Kursus selama 10 hari itu berlangsung
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mengembangkan alat bantu pertama Sri Lanka lainnya.

tersebut di Sri Lanka. Basis sumber daya lingkungan,
untuk kawasan pesisir di antara Tim ahli, yang menyelesaikan yang juga disebut sebagai peta Indeks
Pelabuhan Colombo dan Laguna proyek itu pada 23 Agustus 2017, Sensitivitas Lingkungan (Environmental
Negombo. Komando Pasukan Amerika  mencakup perwakilan dari Badan Sensitivity Index - ESI), memberikan
Serikat di Pasifik (USPACOM), Korps Penelitian dan Pengembangan Sumber  rangkuman ringkas sumber daya

Zeni Angkatan Darat A.S. (USACE), Daya Perairan Nasional, Departemen pesisir yang mengalami risiko jika
Angkatan Laut Sri Lanka (SLN), dan Manajemen Sumber Daya Pesisir dan terjadi tumpahan minyak. Contoh
Otoritas Perlindungan Lingkungan Konservasi Pantai, Otoritas Lingkungan  sumber daya yang mengalami risiko
Laut (MEPA) berkolaborasi untuk Pusat, dan entitas pemerintah daerah mencakup sumber daya hayati, seperti

Sri Lanka sekarang memiliki
sumber pemetaan lingkungan

Laguna

Pitipana Selatan
Negombo
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burung dan ikan; garis pantai yang
sensitif, seperti rawa-rawa dan hutan
bakau; dan sumber daya penggunaan
manusia, seperti pengumpulan hasil
alami subsisten atau pengolahan
ikan. Peta ESI dapat membantu
penanggap memenuhi salah satu
tujuan respons utama: mengurangi
konsekuensi lingkungan dari
tumpahan dan upaya pembersihan,
demikian menurut Badan Kelautan
dan Atmosfer Nasional A.S. Selain itu,
para perencana dapat menggunakan
peta ESI — sebelum terjadi tumpahan
— untuk mengidentifikasi lokasi
yang rentan, menetapkan prioritas
perlindungan, dan mengidentifikasi
strategi pembersihan.

Upaya pemetaan pesisir, proyek
ESI pertama untuk Sri Lanka, diterima
dengan baik oleh para pesertanya.

“Proyek ESI merupakan langkah
besar bagi Sri Lanka,” ungkap Mayor
KA Nuwarapaksha, petugas staf
konservasi laut SLN. “Angkatan Laut
Sri Lanka mendapatkan kehormatan
untuk menjadi pusat penghubung, dan
kami berterima kasih atas dukungan
yang diberikan oleh USPACOM,
USACE, dan pemangku kepentingan
setempat.”

UPAYA SEPANJANG TAHUN
Proyek ESI dimulai pada Juni 2016
dan membutuhkan waktu sekitar
satu tahun untuk menyelesaikannya.
Proyek ini diselenggarakan dalam
tiga fase, dengan upaya pelingkupan
awal yang diikuti oleh pekerjaan
lapangan dan penyampaian teknis.
Hasilnya adalah basis data sistem
informasi geografis (GIS) dan atlas
komprehensif yang dirancang untuk
memprioritaskan respons tumpahan
minyak, mengenali kerentanan, dan
membantu pengambilan keputusan
kritis. Hasil kerja proyek juga termasuk
templat standar yang dapat digunakan
untuk mengembangkan sumber daya
ESI tambahan yang dapat diterapkan
ke lokasi lain di Sri Lanka, seperti di
Galle atau Trincomalee.

“Tidak diragukan lagi, saya
percaya ESI ini akan meningkatkan
kemampuan respons tumpahan
minyak dari entitas yang bertanggung
jawab di Sri Lanka,” ungkap
Nuwarapaksha.

LLRB de Silva, spesialis GIS
di MEPA, mengingat pernah
berpartisipasi dalam pembersihan
tumpahan minyak yang menantang
dan sekarang melihat kemampuan

“Tidak diragukan
lagi. saya percaya
Indeks Sensitivitas
Lingkungan
(Environmental
Sensitivity Index

- ESI) ini akan

meningkatkan
kemampuan
respons tumpahan
minyak dari entitas
yang bertanggung
Jjawab di Sri

Lanka,”
— Mayor KA Nuwarapaksha

Perwakilan dari Angkatan Laut Sri Lanka, Badan Perlindungan Lingkungan Laut, dan lembaga pemerintah
lainnya mengumpulkan data pemetaan lingkungan di dekat Pelabuhan Kolombo. pss PREMADASA/ANGKATAN LAUT SRI LANKA

respons masa depan Sri Lanka dengan
optimisme. Sebuah kapal bernama

MV Thermopylae Sierra tenggelam
pada tahun 2012, dan tumpahan
minyak terjadi di antara Panadura dan
Negombo, demikian menurut de Silva.

“Pada saat itu, tidak ada produk
ES| yang tersedia, dan responsnya
sulit,” ungkap de Silva. “Saat ini, peta
ESI terperinci yang tersedia di antara
Kolombo dan Negombo merupakan
pencapaian luar biasa bagi Sri Lanka.
Saya berharap bahwa persiapan ini
akan mengembangkan kemampuan
kami di masa depan, dan kami mampu
menerapkan pengalaman praktis dari
proyek ini ke kawasan lain di negara
ini,” ujar de Silva.

Selama pekerjaan lapangan pada
November 2016, lima kelompok
tenaga ahli utama menangani
area studi untuk menyelesaikan
pekerjaannya. Setiap kelompok terdiri
dari insinyur pantai, ahli biologi, juru
periksa hidrografi, operator sistem
satelit navigasi global, dan spesialis
logistik. Tim itu mengumpulkan data
dan foto karakteristik garis pantai, pola
penggunaan manusia, erosi pantai,
data sosio-ekonomi, dan keberadaan
sumber daya hayati. Semua peserta,

Angkatan Laut Sri Lanka memandu tim ahli survei A.S.-Sri Lanka
menyusuri Laguna Negombo. PSS PREMADASA/ANGKATAN LAUT SRI LANKA

kecuali USACE, merupakan profesional
pemerintah Sri Lanka yang dapat siap
dipakai untuk mereplikasi upaya di
masa depan.

Secara keseluruhan, tim itu
menganalisis dan mengklasifikasikan
221 kilometer garis pantai dan
mencatat lebih dari 4.000 fitur. Hasilnya
adalah basis data yang tangguh untuk
mendukung perencana dan penanggap
pertama dalam membuat keputusan
yang lebih efektif dan efisien. Misalnya,
penanggap pertama sekarang dapat
memvisualisasikan sensitivitas yang
diperingkatkan dan menyiapkan
langkah-langkah respons yang sesuai.
Selain itu, penanggap pertama dapat
dengan mudah menggunakan GIS untuk
menganalisis kemungkinan skenario
“bagaimana jika” dan mempraktikkan
langkah komunikasi dan respons.

Divisi Samudra Pasifik USACE
bertanggung jawab untuk melaksanakan
misi Korps itu di kawasan Pasifik
untuk mendukung USPACOM. Proyek
ini dilakukan melalui Distrik Honolulu
Divisi itu dan Institut Sumber Daya Air
Angkatan Darat A.S.

Upaya ini memberikan penggalan
gambar sesaat yang unik dari area
proyek itu, termasuk ribuan foto

lapangan, demikian menurut spesialis
GIS Benton Ching dari Distrik Honolulu.
“Saat membandingkan fotografi udara
tahun 1960-an hingga saat ini, sungguh
menakjubkan betapa banyak perubahan
telah terjadi, terutama di Laguna
Negombo,” ungkap Ching. “Akan menarik
untuk melihat bagaimana perencanaan
modern, manajemen biologjs, dan
pengembangan lahan memengaruhi
garis pantai, penggunaan lahan, dan
sumber daya hayati di masa depan.”

Daerah Kolombo-Negombo dipilih
sebagai area studi proyek itu karena
beragamnya ekosistem dan populasi,
serta pola lalu lintas kapal saat ini
ke dan dari Pelabuhan Kolombo dan
fasilitas perminyakan darat/lepas pantai
yang terkait dengan pelabuhan itu.

“Untuk upaya ESI di masa
mendatang di Sri Lanka, disarankan
agar garis pantai selatan memiliki
produk ESI yang serupa,” ungkap
Laksamana Pertama Kalana Jinadasa,
yang merupakan direktur operasi
angkatan laut untuk SLN.

Garis pantai selatan Sri Lanka
adalah salah satu jalur pengapalan
tersibuk di dunia, dengan banyak kapal
tanker minyak yang melintas di antara
Timur Tengah, Afrika, dan Asia.
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pada April 2017 dan dihadiri oleh
39 anggota Armada Serangan
Cepat dan Skuadron Perahu
Khusus Angkatan Laut Sri Lanka.

PUSAT PERDAGANGAN
UTAMA
Keamanan maritim yang
disediakan oleh Sri Lanka sangat
penting dalam menjaga aliran
perdagangan di Kawasan Samudra
Hindia. Pasukan Penjaga Pantai
dan Angkatan Laut Sri Lanka
memiliki pengalaman bertahun-
tahun dalam memerangi terorisme
maritim karena mereka harus
melawan Macan Laut, sayap
angkatan laut dari Liberation
Tigers of Tamil Ealam (LT'TE),
yang sebagian besar didanai
oleh perdagangan narkoba,
dalam perang saudara selama 30
tahun di Sri Lanka. Meskipun
ancaman LT'TE telah diatasi
pada tahun 2009, Sri Lanka
sekarang harus menghadapi
pembajakan, perdagangan
narkoba, dan ancaman lainnya
seperti penangkapan ikan ilegal,
tidak dilaporkan, dan tidak
diregulasi. Dengan semakin banyak
penyelundupan yang terjadi
di kapal penangkap ikan dan
kapal layar, penggunaan perahu
serangan cepat yang lebih kecil
untuk menjaga keamanan maritim
kemungkinan akan menjadi lebih
umum. JIATF West berharap
untuk terus membangun hubungan
dengan Pasukan Penjaga Pantai
dan Angkatan Laut Sri Lanka
dengan memberikan pelatihan
dengan Tim IMS-nya. JIATF West
siap membantu Angkatan Laut
Sri Lanka pada tahun fiskal 2018
untuk memodernisasi dua lapangan
tembak dalam mendukung Pusat
Rekrutmen Angkatan Laut dan
Skuadron Perahu Khususnya.
Ketika Sri Lanka berupaya
mencapai visinya untuk menjadi
pusat global yang dinamis, upaya
pengembangan kemampuan
internasional Pasukan Penjaga
Pantai dan Angkatan Laut Sri
Lanka akan membantu memastikan
keberhasilan mereka. O
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HUBUNGAN

Vietnam-Tiongkok

APAKAH VIETNAM MEMILIKI FORMULA UNTUK TIONGKOK?

KISAH OLEH HUONG LE THU/FOTO OLEH THE ASSOCIATED PRESS

Hubungan Tiongkok-Vietnam telah melalui beberapa siklus kemerosotan dan
normalisasi. Kedekatan geografis Tiongkok dan Vietnam dan catatan sejarah
panjang invasi dan pendudukan Tiongkok, serta afinitas ideologi politik kedua
negara saat ini, jalur pembangunan yang serupa, ketergantungan ekonomi
dan sengketa maritim yang sedang berlangsung, semuanya itu memperumit
hubungan asimetris yang tidak bisa dipisahkan ini.

Namun di antara negara-negara Asia Tenggara, ketika
saatnya menghadapi ketegasan Tiongkok di kawasan
itu, Vietnam tampaknya menjadi negara paling strategis
— mungkin sesudah Singapura — di antara negara-
negara Asia Tenggara. Vietham memiliki tiga aset utama
yang memberinya keuntungan: pengalamannya dalam
menghadapi agresi Tiongkok; posisi strategisnya di garis
depan perbatasan selatan Tiongkok; dan kekuatan diplomatik
yang dapat membuat upaya ekspansi Tiongkok menjadi
mahal secara politis dan strategis.

Pertama, pengalaman Vietnam dengan agresi Tiongkok
telah menjadi pelajaran. Secara historis, Vietham adalah
bagian integral dari rencana Kekaisaran Tiongkok untuk
ekspansi ke selatan. Meskipun Tiongkok mendominasi
Vietnam selama 1.000 tahun hingga tahun 938 Masehi,
Tiongkok gagal di milenium berikutnya untuk memasukkan
Vietnam ke wilayahnya. Vietham, melalui perang selama
berabad-abad, telah mempertahankan identitas nasionalnya
dan memupuk kebutuhan yang kuat untuk melawan
dominasi Tiongkok. Kekalahan dari negara yang jauh lebih
kecil menyebabkan Vietnam menjadi “batu batas selatan dari
gagasan "Tiongkok itu sendiri.” Vietnam juga telah dihukum
berat ketika politik Hanoi tidak selaras dengan kehendak
Beijing, baik dari segi keamanan dan ekonomi. Kita ambil
sejarah baru-baru ini, misalnya: Setelah perang yang panjang
dan berdarah dengan Amerika Serikat dan konflik dengan
Khmer Merah yang didukung Tiongkok di Kamboja,
Vietnam jatuh ke dalam isolasi. Hanya setelah perbaikan
hubungan dengan Tiongkok, dan kemudian juga dengan

Presiden Vietnam

Amerika Serikat, Viemam keluar dari ;’;"u:i:aﬁuf:fa'n
. . . . . . ’
isolasi diplomatik dan kemiskinan. berbicara di Aula

Landasan hubungan bilateral saatini ~ Besar Rakyat di
didasarkanhgada normalisasi hubungan ::"‘"a"sl’e.:'ggi';‘?k’
dengan Beijing pada tahun 1991, yang
telah dirusak oleh perang perbatasan
yang singkat namun intens pada tahun 1979. Peningkatan
hubungan itu tidak muncul tanpa adanya kompromi di
pthak Hanoi. Sejak itu, prinsip “Tiga Larangan” dalam
kebijakan pertahanan Vietham — larangan aliansi militer,
larangan pangkalan militer asing di Vietnam, dan larangan
ketergantungan pada satu negara untuk memerangi yang
lain — telah diadopsi untuk meningkatkan keyakinan
Beijing bahwa Vietnam tidak akan membentuk aliansi untuk
melawan Beijing.

Ruang manuver Vietnam telah dikekang oleh prinsip ini,
sehingga Hanoi hanya bisa berharap bahwa Beijing akan
menepati janjinya untuk menjadi tetangga dan teman yang
baik. Di bawah moto “bekerja sama sambil berjuang,” Hanoi
telah terlibat dalam upaya berat untuk mengakomodasi
negara tetangga raksasanya sambil mempertahankan
kedaulatannya. Kedua pemerintah telah meletakkan landasan
untuk saluran komunikasi bilateral, yang berkisar dari
pembicaraan partai-ke-partai dan pertemuan pertahanan
reguler hingga pembentukan hotline untuk menghubungkan
secara langsung para pemimpin mengenai masalah Laut
Cina Selatan.

Kedua, lokasi Vietnam di perbatasan selatan Tiongkok,
terutama dalam konteks sengketa Laut Cina Selatan,
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meningkatkan posisi strategis Vietnam. Meskipun
kedekatannya dengan negara tetangganya yang jauh lebih
besar itu membuat Vietnam rentan terhadap ketegasan
"Tiongkok, posisi geografisnya juga memberikan keuntungan.
Vietnam memiliki 3.260 kilometer garis pantai di Laut

Cina Selatan — jalur air penting. Sejak Hu Jintao, mantan
sekretaris jenderal Partai Komunis Tiongkok, menyatakan
wacana untuk menjadikan Tiongkok sebagai kekuatan
maritim pada tahun 2012, dorongan Tiongkok untuk
mendominasi Laut Cina Selatan menjadi lebih jelas. Oleh
karena itu, posisi geografis Vietmam merupakan kunci bagi
aspirasi Beijing dan banyak upaya dari kekuatan besar dan
menengah untuk memblokir aspirasi itu. Akibatnya, sengketa
maritim Vietham dengan Tiongkok mendapat lebih banyak
perhatian daripada yang seharusnya.

Presiden Vietnam, Tran
Dai Quang, meninjau
barisan penjaga
kehormatan Tiongkok Misalnya, ketika China National
peny:;lsﬂznugf Kz:: Offshore Oi.l Co. me{lgerahkzl.n
Besar Rakyat di Beijing  anjungan minyak Haiyang Shiyou
pada Mei 2017. 98] ke zona ekonomi eksklusif yang
diklaim Vietmam pada Mei 2014,
langkah itu terancam akan meningkat menjadi konflik.
Ambisi strategis Tiongkok telah ditantang, tetapi pada
saat yang sama ambisi itu telah didorong oleh tumbuhnya
kehadiran kekuatan eksternal di Laut Cina Selatan.
Dengan tanda-tanda perubahan drastis di Filipina di bawah
kepemimpinan Rodrigo Duterte, sikap Vietnam di Laut Cina
Selatan menjadi lebih penting bagi persengketaan regional.
Ini mengarah ke aset ketiga: Pengaruh Vietnam yang
semakin besar dalam kemitraan diplomatik dan pertahanan.
Keseimbangan kekuasaan adalah sahabat terbaik negara
kecil. Mungkin tidak ada pengingat yang lebih baik tentang
biaya yang terpaksa harus ditanggung oleh negara kecil
akibat persaingan kekuatan yang besar daripada Vietham
— sebuah kata yang pernah identik dengan perang di dunia
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Barat, dan bukan nama sebuah negara. Vietham sekarang
berusaha untuk memanfaatkan persaingan kekuatan besar
untuk menjaga perdamaian dan melindungi kedaulatannya,
alih-alih terlibat dalam konfrontasi dengan negara-negara
raksasa. Sejak insiden Haiyang Shiyou 981, hubungan Hanoi
dengan Washington, Tokyo, dan Delhi telah diperluas
dengan menyertakan kerja sama militer-ke-militer dengan
fokus khusus pada keamanan maritim. Hubungan yang
sungguh harmonis antara Vietham dengan Amerika Serikat
dan peningkatan hubungan yang intensif dengan kekuatan
besar lainnya dianggap sebagai kunci untuk mengurangi
ancaman Tiongkok. Kunjungan Presiden A.S. saat itu Barack
Obama ke Hanoi pada Mei 2016 dan pembatalan embargo
senjata yang berlangsung selama puluhan tahun benar-benar
penting dan mengatur panggung untuk fase baru yang
optimis dalam hubungan tersebut. Seperti yang telah saya
kemukakan di tempat lain, kondisi hubungan A.S.-Vietnam
saat ini adalah yang terbaik dalam sejarah kedua negara.

Meskipun demikian, terpilihnya Donald Trump sebagai
Presiden A.S. menghasilkan ketidakpastian sehubungan
dengan apakah momentum yang baru ditemukan dalam
hubungan Hanoi-Washington dapat dipertahankan. Salah
satu keputusan pertama Trump setelah menjabat adalah
penarikan diri dari Kemitraan Trans-Pasifik, kesepakatan
perdagangan multilateral yang diharapkan membawa
manfaat bagi Vietham. Meskipun timbul kekecewaan awal,
Hanoi secara proaktif berupaya melibatkan diri dengan
pemerintahan Trump di Washington. Pada Mei 2017,
Perdana Menteri Vietham Nguyen Xuan Phuc mengunjungi
Gedung Putih, kunjungan pertama yang dilakukan oleh
pemimpin Asia Tenggara, dan kunjungan ketiga yang
dilakukan oleh pemimpin Asia setelah Perdana Menteri
Jepang Shinzo Abe dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Kunjungan tersebut menghasilkan kesepakatan perdagangan,
tetapi yang lebih penting, saling meyakinkan akan niat
masing-masing pihak untuk bekerja sama.

Asia Tenggara selalu rentan terhadap politik kekuasaan
yang besar, dan dalam beberapa tahun terakhir, penyelarasan
pemerintah di kawasan ini kadang-kadang berfluktuasi.
Mengingat betapa berbedanya pertimbangan geopolitik dan
kepentingan nasional saat ini di antara negara-negara Asia
"Tenggara, contoh Vietnam tidak dapat berfungsi sebagai
formula untuk menangani Tiongkok. Setiap formula akan
memiliki masa berlaku yang relatif singkat, karena konstelasi
politik di Asia Tenggara berevolusi secara relatif dinamis,
mencerminkan gejolak pergeseran kekuasaan. Akan tetapi
Vietnam dapat berfungsi sebagai titik referensi, mengingat
rekam jejaknya dalam melawan dominasi Tiongkok.
Meskipun tidak ada satu formula untuk menangani
"Tiongkok, setidaknya ada tiga hal yang harus dilakukan oleh
Vietnam dan negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Pertama, mengakui bahwa tidak semua keterlibatan
ekonomi Tiongkok merupakan tiket emas dan bisa menjadi
perangkap utang. Banyak strategi investasi Tiongkok
membawa keuntungan jangka pendek dan nyata, tetapi
dalam jangka panjang membangun pengaruh bagi Beijing
dan dalam banyak kasus merongrong kepentingan lokal.

Mayoritas negara-negara di Asia Tenggara sibuk menangani
politik dalam negeri dan oleh karena itu cenderung melihat
ke dalam. Untuk beberapa negara di Asia Tenggara, daya
tarik Tiongkok sebagai peluang ekonomi tampaknya lebih
kuat daripada ancaman yang dirasakannya. Menemukan
keseimbangan antara peluang dan ancaman merupakan
tantangan umum bagi semua negara di Asia Tenggara.
Vietnam berdiri di garis depan dari kelompok yang
merasakan “ancaman Tiongkok.” Faktanya, ancaman
Tiongkoklah yang telah mendorong Vietnam untuk
mengambil keputusan yang lebih berpandangan ke depan
dalam kebijakan pertahanan, diplomasi, dan perdagangan.
Perubahan struktural saat ini dalam kondisi geopolitik
mengingatkan Hanoi akan Tiongkok yang secara historis
bersifat koersif dan ekspansif. Penting bagi negara-
negara di Asia Tenggara lainnya untuk menyadari bahwa
bujukan ekonomi disertai dengan biaya jangka panjang
yang lebih besar. Hubungan asimetris mengharuskan
negara-negara yang lebih kecil tetap memiliki pemahaman
strategis. Kawasan daratan Asia Tenggara terletak tepat di
perbatasan Tiongkok dan alhasil terkena dampak investasi
infrastruktur yang menghubungkan kawasan itu dengan
"Tiongkok. Subkawasan Mekong, misalnya, meskipun
menerima perbaikan dari investasi infrastruktur Tiongkok,
juga telah mengalami dampak parah dari bendungan
hidroelektrik Tiongkok di sepanjang Sungai Mekong, yang
telah memengaruhi distribusi air dan hasil pertanian.
Kedua, Vietnam dan negara-negara di Asia Tenggara
lainnya perlu secara konstan menemukan kembali strategi
untuk mengikuti berkembangnya kemampuan Beijing di
semua lini. Memahami budaya strategis dan latar belakang

sejarah Tiongkok telah membawa manfaat bagi para
pemimpin Vietnam, tetapi mereka tidak bisa berpuas diri.
Peperangan modern bersifat komprehensif, membuat
perlawanan terhadap paksaan Tiongkok menjadi jauh
lebih kompleks dan sulit daripada di masa lalu. Peperangan
ekonomi, ekologi, diplomatik, psikologis, dan informasi
tampak lebih besar daripada ancaman perang tradisional
di medan perang. Tiongkok telah berinvestasi dalam
kepemimpinan di semua bentuk kekuatan, baik itu militer,
ekonomi, energi, atau teknologi. Tiongkok memaksimalkan
keunggulannya dalam semua bentuk paksaan — hukuman
atau bujukan — mengubahnya menjadi alat bantu politik.
Akhirnya, agar efektif, baik Vietnam maupun negara
lain tidak dapat bekerja sendirian dalam menghadapi
ancaman Tiongkok. Penting bagi negara-negara di Asia
"Tenggara untuk bekerja bersama-sama dan menyelaraskan
diri dengan masyarakat internasional serta sejalan dengan
supremasi hukum. Memastikan ikatan yang kuat dengan
rekan-rekannya di Asia Tenggara dan memperkuat
komitmen anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia
"Tenggara (ASEAN) terhadap agenda regional merupakan
sebuah keharusan. Hanoi harus melipatgandakan
advokasi persatuan ASEAN-nya dan mengoordinasikan
upaya-upayanya dengan Singapura, yang juga ingin
menjaga relevansi ASEAN, untuk membuat negara-
negara tetangganya menyadari kaitan antara kepentingan
keamanan nasional dan regional. O
Dr. Huong Le Thu adalah peneliti tamu di Pusat Studi Strategis dan Pertahanan di
Australian National University dan peneliti madya di Institut Studi Asia Tenggara, Yusof
Ishak Institute di Singapura. Artikel ini dikutip dari laporan Lowy Institute, “Southeast Asian

Perspectives on U.S.-China Competition,” yang diterbitkan pada Agustus 2017 dan diedit
agar sesuai dengan format FORUM.

Duta Besar A.S. Ted Osius, tengah, berjalan bersama
anggota Pasukan Penjaga Pantai Vietham selama
upacara penyerahan perahu patroli pada Mei 2017 di
Quang Nam, Vietnam. A.S. menyerahkan enam perahu
patroli pantai untuk memperluas kerja sama keamanan

kedua negara di tengah ketegangan di Laut Cina
Selatan yang dipersengketakan.
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Sakral

Teratai ringkih di taman Thailand muncul kembali setelah menghilang 10 tahun

FOTO DAN KISAH OLEH AGENCE FRANCE-PRESSE

Untuk pertama kalinya dalam satu
dekade, sebuah danau di Thailand
telah  mengungkapkan  rahasia
memesonanya — mekarnya puluhan
ribu bunga teratai merah muda.

Para pejabat menyalahkan perpaduan
kekeringan dan polusi dari pupuk dan
budi daya makanan laut di dekatnya.

Dalam beberapa tahun terakhir
ini, penjaga taman nasional telah

Lautan warna di taman nasional "\ mencoba membersihkan taman itu

Khao Sam Roi Yot, tiga jam perjalanan ke
arah selatan Bangkok, merupakan keindahan
alam sungguh memesona yang diharapkan penduduk
setempat menarik kedatangan wisatawan. Akan tetapi
peristiwa ini juga memicu peringatan atas kerapuhan
lingkungan. Penjaga taman memohon orang-orang
untuk tidak mengunjunginya sampai danau itu cukup
sehat untuk menghadapi aliran masuk wisatawan.
Bunga-bunga itu, yang dianggap sakral dalam
budaya Thailand, adalah kabar baik bagi penduduk
setempat yang menyeberangkan para pengunjung
berkamera mengarungi lautan teratai, yang terhampar
sambung-menyambung di perairan danau yang luasitu.
“Taman nasional sedang dalam proses untuk
memulihkan teratai-teratai itu. Ketika saatnya tiba,
taman itu akan dibuka untuk umum,” ungkap kepala
penjaga taman nasional Rungroj Aswakultarin.
Peringatan  yang  diberikan Rungroj bisa
dimengerti. Selama dekade terakhir ini, taman itu
— kumpulan danau, anak sungai, dan karst batu
kapur menjulang tinggi yang mengesankan — tidak
dihiasi bunga teratai yang bermekaran. Tidak ada
yang bisa mengetahui dengan pasti apa penyebabnya.

dan pada tahun 2017 mereka dianugerahi
lautan bunga berwarna merah muda.
Thailand  berjuang untuk menyeimbangkan
industri pariwisatanya yang menyumbangkan devisa
besar dengan pelestarian lingkungan. Beberapa
negara telah mengalami pertumbuhan sangat
tinggi semacam ini di bidang pariwisata. Dalam
dekade terakhir ini, jumlah kedatangan wisatawan
mancanegara telah meningkat lebih dari dua kali
lipat dari 13,8 juta pada tahun 2006 menjadi 32,5
juta pada tahun 2016, pertumbuhan itu sebagian
didukung oleh kedatangan wisatawan Tiongkok.
Wisatawan yang berharap bisa menemukan pantai
yang jernih dan belum tersentuh manusia di brosur
wisata sering kali mengalami kekecewaan ketika
terjebak di tengah-tengah lautan pengunjung. Pada
Mei 2017, sekitar 61 taman nasional, termasuk 25
taman laut, ditutup bagi pengunjung selama musim
hujan, langkah tahunan untuk mencoba membantu
pemulihan taman-taman itu. Akan tetapi beberapa ahli
lingkungan berpendapat bahwa ekosistem yang paling
rentan harus ditutup lebih lama atau menghadapi
pembatasan jumlah pengunjung yang lebih ketat.

Seberang: Bunga teratai bermekaran di taman nasional Khao Sam Roi Yot di Thailand selatan
untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Keindahan alam yang sungguh memesona itu telah
menarik kedatangan wisatawan ke daerah itu.

-~CANTIKAN
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Mantan pemimpin P.B.B. AN
diangkat sebagai ketua
etika Olimpiade

Mantan Sekretaris Jenderal
Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban
Ki-moon telah terpilih sebagai
ketua komisi etika Komite
Olimpiade Internasional (IOC).

Warga negara Korea Selatan,
yang menjabat sebagai pemimpin
di P.B.B. dari tahun 2007 hingga
2016 itu, akan menggantikan
Youssoupha Ndiaye.

Dalam pidato pelantikannya pada September 2017,
Ban menyebut tugas barunya sebagai “tanggung jawab
yang serius.”

Di antara tugas-tugas mendesaknya adalah
memeriksa skandal pembelian suara yang melibatkan
Olimpiade 2016 di Rio de Janeiro. Seorang anggota
IOC Brasil, Carlos Nuzman, sedang diselidiki atas
dugaan perannya dalam skema pembelian suara senilai
28,3 miliar rupiah (2 juta dolar A.S.) agar Olimpiade
diselenggarakan di Brasil. Presiden IOC Thomas Bach
mengatakan pada September 2017 bahwa komite itu

Burung Selandia Baru menunjukkan harapan cerah
dalam laporan spesies yang mengalami kepunahan
Sinar X terbesar di
dunia beroperasi

Para ilmuwan di Jerman mengatakan laser sinar X terbesar
di dunia sekarang beroperasi dan akan membantu mereka
menangkap citra struktur dan proses di tingkat atom.

Pusat penelitian DESY di dekat Hamburg mengatakan
bahwa laser itu yang mulai beroperasi pada pertengahan
September 2017 memancarkan 27.000 pulsa per detik,
menghasilkan luminans satu miliar kali lebih tinggi daripada
sumber sinar X konvensional terbaik. Para ilmuwan berharap
proyek X-ray free-electron laser (XFEL) Eropa itu akan
membuka bidang penelitian baru. DESY mengatakan XFEL
akan memungkinkan para peneliti “untuk menguraikan
komposisi molekul dari virus dan sel, mengambil citra 3-D

THE ASSOCIATED PRESS

Dua jenis burung kiwi Selandia Baru menunjukkan
harapan cerah yang jarang terjadi dalam penilaian
spesies global yang berisiko mengalami kepunahan
yang kebanyakan menyayat hati kita.

Persatuan Internasional untuk Pelestarian Alam
(International Union for the Conservation of
Nature - IJUCN) meningkatkan status kiwi Okarito
dan kiwi cokelat utara, ditampilkan dalam foto, dari
terancam punah menjadi rentan, berkat kemajuan
Selandia Baru dalam mengendalikan predator seperti
cerpelai dan kucing. Akan tetapi, pembaruan terkini
grup konservasi itu terhadap Red List (Daftar
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menunggu keterangan dari otoritas Brasil sebelum
menentukan langkah selanjutnya. Seorang anggota
I0C, Dick Pound, mengatakan bahwa komite itu harus
bertindak lebih tegas, dan komisi etika seharusnya
melakukan investigasinya sendiri. THE ASSOCIATED PRESS

Negara-negara BRICS bekerja
sama melawan terorisme

Kelompok BRICS yang terdiri dari lima
negara berkekuatan ekonomi baru pada
September 2017 menyerukan tindakan
yang lebih tegas terhadap kelompok
teroris, sementara itu mengecam uji
coba nuklir terbaru Korea Utara pada
KTT di Tiongkok yang bertujuan untuk
memperbesar kehadiran organisasi itu di
panggung dunia.

Negara-negara BRICS — Brasil,
Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika
Selatan — menyetujui deklarasi
bersama untuk memperkuat kerja
sama melawan berbagai organisasi
yang digambarkannya sebagai teroris,
termasuk beberapa yang berbasis di
Pakistan, dalam kemenangan diplomatik
untuk New Delhi.

Dalam deklarasi setebal 43 halaman
itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping, tengah,
Perdana Menteri India Narendra Modi,
kanan, Presiden Rusia Vladimir Putin,
kiri, Presiden Brasil Michel Temer, dan
Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma
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mengatakan bahwa mereka akan
bekerja sama untuk meningkatkan
tata kelola ekonomi global guna
mendorong “tatanan internasional
yang lebih adil dan setara.”

Mereka juga mengecam keras
uji coba nuklir keenam — dan
paling kuat — Korea Utara yang
berlangsung pada September 2017
dan membayangi KTT BRICS selama
dua hari di kota Xiamen di bagian
tenggara Tiongkok. Preeti Saran, seorang
pejabat di Kementerian Urusan Luar
Negeri India, mengatakan bahwa setiap
pemimpin telah merujuk pada uji coba
nuklir Korea Utara ketika berbicara pada
pertemuan itu. Deklarasi itu mengatakan
bahwa kelima pemimpin itu menekankan
agar masalah itu seharusnya hanya
diselesaikan melalui “metode damai dan
dialog langsung dari semua pihak yang
terkait.”

Akan tetapi beberapa pengamat
menyebutkan bahwa pengaruh kelompok

dunia nano, memfilmkan reaksi kimia, dan mempelajari
proses yang terjadi di dalam planet.”

Lembaga-lembaga dari Jerman, Prancis, Italia, Polandia,
Rusia, Spanyol, Swedia, Swiss, dan negara-negara lain
terlibat dalam proyek ini. THE ASSOCIATED PRESS
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tersebut berkurang, mengingat
persaingan politik dan ekonomi yang
sedang berlangsung antara Tiongkok
dan India dan kesulitan ekonomi yang
dihadapi oleh Brasil, Rusia, dan Afrika
Selatan. Dalam menangani terorisme,
deklarasi itu menyebutkan beberapa
organisasi termasuk kelompok militan
yang berbasis di Pakistan Lashkar-e-
Taiba dan Jaish-e-Mohammad, kelompok
Negara Islam, dan Al-Qaeda. Saran
mengatakan bahwa baru pertama
kalinya terdapat daftar spesifik terduga
kelompok teroris dalam dokumen BRICS,
yang menyebutnya “perkembangan yang
sangat penting.” THE ASSOCIATED PRESS

Merah) spesies yang terancam punah, sebagian
besar melaporkan ancaman serius terhadap hewan
dan tumbuhan akibat hilangnya habitat dan praktik
pertanian dan perikanan yang tidak berkelanjutan.

Grup itu mengatakan bahwa lumba-lumba
Irrawaddy dan lumba-lumba tak bersirip yang
berkeliaran di garis pantai Asia Tenggara sekarang
terancam punah, terancam oleh belitan jaring ikan
dan kegiatan manusia lainnya. Jaring insang yang
digunakan di Sungai Mekong dan di jalur perairan
besar lainnya “menggantung seperti tirai kematian
yang membentang di sungai dan menjebak segala
sesuatu di sungai,” ungkap Craig Hilton-Taylor,
kepala program spesies global Daftar Merah.

Sekitar 91.523 dari hampir 1,9 juta spesies yang
digambarkan telah dinilai untuk Daftar Merah itu
dan ditemukan bahwa 25.821 spesies terancam
punah, 866 spesies mengalami kepunahan, dan 69
spesies mengalami kepunahan di alam liar. [TUCN
menggambarkan 11.783 spesies sebagai rentan, 8.455
spesies sebagai terancam punah, dan 5.583 spesies
mendekati kepunahan.

TUCN terdiri dari para ahli pemerintah dan
nonpemerintah yang penilaian ilmiahnya tentang
risiko terhadap spesies ditinjau oleh pakar independen
dan disediakan untuk membantu memandu keputusan
mengenai upaya konservasi.

Organisasi itu berupaya untuk meningkatkan
jumlah spesies yang dinilai menjadi 160.000,

NEIL ROBERT HUTTON/BIRDLIFE.ORG

demikian ungkap Jane Smart, direktur global
program konservasi keanekaragaman hayati TUCN.
Jumlah total spesies masih belum diketahui tetapi
diperkirakan sebanyak 20 juta, banyak dari spesies itu
berupa mikroorganisme.

Angka-angka itu dipengaruhi adalah perjuangan
hidup dan mati untuk bertahan hidup ketika populasi
manusia tumbuh dan melakukan industrialisasi
dan habitat diubah oleh perubahan iklim. [UCN
mengatakan bahwa tupai ekor cincin barat Australia
telah tergelincir statusnya dari rentan menjadi
mendekati kepunahan ketika populasinya menurun
hingga 80 persen selama dekade terakhir ini. Hewan
ini dulunya tersebar luas di hutan peppermint dan
eukaliptus di Australia Barat, sekarang hanya memiliki
beberapa habitat yang terfragmentasi dan rentan
terhadap tekanan panas pada suhu di atas 35 derajat
Celcius yang menjadi semakin umum di tempat
tinggalnya.

Grup itu mengatakan bahwa tiga spesies reptil
di Pulau Christmas, juga di Australia, telah punah di
alam liar: sigung ekor cambuk, kadal ekor biru, dan
tokek Lister. Grup itu mengatakan bahwa hilangnya
reptil itu bisa diakibatkan oleh penyakit atau infestasi
semut kuning gila, yang dicantumkan oleh IUCN dan
Database Spesies Invasif Global sebagai salah satu
dari 100 spesies invasif terparah.

IPD FORUM



66

Universitas di Jepang sedang
merencanakan apa yang dikatakannya
sebagai pusat penelitian pertama di
dunia yang didedikasikan untuk ninja —
pembunuh berpakaian hitam yang dikenal

dengan kerahasiaan dan kemisteriusannya.

Meskipun sebagian besar terbatas pada
buku-buku sejarah dan fiksi, ninja telah
menikmati masa kebangkitan ketika
otoritas Jepang semakin memanfaatkan
mereka untuk mempromosikan pariwisata
menjelang Olimpiade 2020 di Tokyo.

Sekarang, Universitas Mie di Jepang
tengah — wilayah yang dianggap sebagai
kampung halaman master seni bela
diri feodal itu — telah mengumumkan
pendirian fasilitas penelitian ninja.
Universitas itu berencana menyusun
database ninja dan mendorong kerja sama
di antara para cendekiawan dari berbagai
disiplin ilmu yang mempelajari ninja,
demikian menurut Yuji Yamada, profesor
sejarah Jepang di universitas itu.

“Kami akan melakukan penelitian pada

Berita-berita yang menarik, tak lazim dan menghibur

dokumen kuno dan berkolaborasi dengan
peneliti sains agar mampu menerapkan
kebijaksanaan ninja pada masyarakat
modern,” ungkap Yamada, yang mendirikan
pusat tersebut.

“Misalnya, ninja membakar dupa
Jepang sebelum pergi keluar untuk
menghindari hal-hal jahat. Kami
menganggap dupa dapat meningkatkan
konsentrasi, dan dengan demikian ninja
dapat menghindari cedera,” ungkapnya,
seraya menambahkan bahwa penelitian
tentang wewangian itu mungkin terbukti
bermanfaat di dunia saat ini. Fasilitas ini
akan berada di Iga, 350 kilometer barat
daya Tokyo. Kota yang diselimuti gunung ini
dulunya merupakan kampung halaman bagi
banyak ninja. Yamada juga mengatakan
bahwa pusat penelitian tersebut berencana
untuk memublikasikan penelitiannya dalam
bahasa Inggris dan Jepang agar dapat
diakses oleh peneliti dan penggemar yang
tertarik dengan ninja di luar negeri.

Agence France-Presse

Penjaga berkaki empat

ROBOT SEWAAN
UNTUK
MELAKUKAN
UPACARA
PEMAKAMAN
UMAT BUDDHA

Sebuah perusahaan di Jepang
telah memperkenalkan peran
baru untuk robot humanoid
“Pepper” buatan SoftBank

— pendeta Buddha sewaan

di upacara pemakaman.

Robot ini diprogram untuk
melantunkan sutra dengan
suara terkomputerisasi sembari
mengetuk tambur.

Nissei Eco Co., pembuat
cetakan plastik yang belum
terdaftar di bursa saham, menulis
perangkat lunak lantunan
sutra itu untuk Pepper, yang
diperkenalkan oleh SoftBank
Group Corp. pada tahun 2014.

Dengan populasi Jepang
yang semakin tua dan menyusut,

iro iklan di
Thailand telah
mengembangkan

“rompi pintar” yang
berpotensi mengubah anjing
jalanan menjadi penjaga
jalan dan gang di Bangkok.
Dilengkapi dengan kamera
video tersembunyi, rompi
itu memiliki sensor yang
mentransmisikan video
streaming langsung saat
anjing menggonggong,
menunjukkan apa yang
dilihat anjing melalui
telepon seluler dan aplikasi
komputer.

Ada banyak anjing
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tak bertuan di jalan-jalan
sebagian besar kota di
Thailand, dan pengembang
berpikir bahwa rompi pintar
dapat membantu anjing
serta masyarakat.

“Ini akan membuat
orang merasa bahwa anjing
jalanan dapat menjadi
petugas jaga malam bagi
masyarakat,” ungkap
Pakornkrit Khantaprap,
anggota tim kreatif yang
membuat ide itu di biro
iklan Cheil, anak perusahaan
Samsung Electronics Korea
Selatan. Martin Turner,
direktur pelaksana Soi Dog

Foundation (Yayasan Anjing
Jalanan) yang berbasis di
Phuket, yang dibentuk
lebih dari satu dekade lalu
untuk menyelamatkan
anjing dan kucing jalanan
di Thailand, menyambut
baik prakarsa tersebut, yang
dimulai pada Maret 2017
dan membutuhkan waktu
sekitar lima bulan untuk
diwujudkan.

Pengembang
mengatakan lebih banyak
pengujian diperlukan
sebelum rompi itu dapat
diuji coba ke masyarakat.

Reuters

banyak pendeta Buddha
menerima lebih sedikit dukungan
keuangan dari komunitas mereka
sehingga mendorong beberapa
pendeta untuk mencari pekerjaan
paruh waktu di luar penugasan

di kuil mereka, demikian ungkap
Michio Inamura, penasihat
eksekutif Nissei.

Robot pemakaman itu bisa
mengambil alih peran pendeta
yang berhalangan, demikian
ungkapnya. Biayanya juga kurang
dari 50.000 yen (sekitar 450
dolar A.S.) per pemakaman
dibandingkan dengan lebih dari
240.000 yen (2.200 dolar A.S.)
untuk seorang pendeta manusia.
Reuters

Band militer Indonesia melangsungkan pertunjukan untuk Presiden Indonesia Joko Widodo dan Perdana
Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam perayaan 50 tahun hubungan bilateral di antara kedua negara di
Marina Bay Cruise Centre, Singapura pada 7 September 2017. Kedua negara meresmikan hubungan diplomatik
mereka pada 7 September 1967, sebulan setelah mereka, bersama dengan Malaysia, Thailand, dan Filipina,
menciptakan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Saat ini, ASEAN juga mencakup Brunei,
Myanmar, Kamboja, Laos, dan Vietham dengan total 10 negara anggota.

Foto Dari: EDGAR SU | Reuters
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